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 Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Agama
Prabumulih. Visi Pengadilan Agama

Prabumulih mengacu pada visi
Mahkamah Agung, yaitu  

“Tewujudnya
Pengadilan Agama
Prabumulih yang
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan
terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan
mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama
Prabumulih menetapkan misi yang harus
dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama
Prabumulih adalah :

Menjaga   Kemandirian  Pengadilan
Agama  Prabumulih

Memberikan  Pelayanan  Hukum
Yang  Berkeadi lan  kepada  pencari
Keadi lan

Meningkatkan  Kual itas
Kepemimpinan
Pengadi lan  Agama  Prabumulih

Meningkatkan  Kredibi l i tas  dan
Transparansi
Pengadilan  Agama  Prabumulih



i 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih 

untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi 

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman 

Pengadilan Agama Prabumulih. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan 

secara akurat, andal dan valid.  

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja 

ini. 

Prabumulih, 5 Januari 2024 

Pereviu I, Pereviu II, 

Fiqhan Hakim,S.H.I  Humaidi,S.H 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, karena berkat rahmatNya maka Laporan Kinerja 

Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih 

Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun tepat waktu sebagai 

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan  Agama  Prabumulih pada periode tahun 2023. 

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi 

Pemerintah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi serta untuk melaksanakan 

Rencana Strategis pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 yang telah memasuki 

tahun keempat, maka Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih  ini merupakan 

wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Pengadilan Agama 

Prabumulih selama tahun 2023. 

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target 

dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan 

dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang 

telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah selaras dengan target 

kinerja yang ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang belum mencapai target, 

namun beberapa indikator dapat melebihi target. Keberhasilan pencapaian kinerja ini 

sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga 

Pengadilan Agama Prabumulih, masyarakat, dan stakeholder yang terlibat. Capaian 

kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta 

terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi 
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Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi 

untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Kedepannya kami berharap hasil dari laporan ini dapat 

menjadi bahan kajian dan telaah Pengadilan Agama Prabumulih dalam menetapkan 

kebijakan di masa yang akan datang.  

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih 

atas kerjasama seluruh pihak. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan 

kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Prabumulih. Kami menyadari bahwa 

laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran 

maupun kritik dari berbagai pihak, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  ini 

dapat bermanfaat guna perbaikan penyusunan di tahun-tahun mendatang serta 

peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang dalam mendukung visi 

Pengadilan Agama Prabumulih yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA 

PRABUMULIH YANG AGUNG”. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Prabumulih, 5 Januari 2024 

Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

LUKMIN, S.Ag., M.E. 

NIP. 19741010 200502 1 001 



 

iv 

 

            

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Agama Prabumulih yaitu Terwujudnya 

Pengadilan Agama Prabumulih Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Agama 

Prabumulih sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam 

RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu: 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Agama prabumulih dengan sasaran, 

yaitu: 

a. Meningkatnya Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis; 

b. Meningkatnya Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis; 

c. Meningkatnya  pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal; 

d. Meningkatnya  transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang juga 

merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas 

Pengadilan Agama Prabumulih. 

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2023 

dinyatakan “Berhasil”, karena pada empat sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata 

capaian lebih dari 100%. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih secara 

keseluruhan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif, hal ini dibuktikan dengan 

Pengadilan Agama Prabumulih mampu meningkatkan rata-rata capaian tahun 

sebelumnya, dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 105,29%.  

Laporan Kinerja tahun 2023 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan 

capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 9 (sembilan) indikator kinerja 

sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1. Capaian Kinerja Pengadilan Agama prabumulih Tahun 2023 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

100 % 100,00% 100,00% 

b. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding 

96%  

 

99,60% 103,75% 

 

c. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

96% 

 

100,00% 104,17% 

 

d. Index persepsi pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

92 % 

 

96,00% 104,34 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 103,06% 

SASARAN STRATEGIS 2 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase salinan putusan yang 

disampaikan tepat waktu 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

96 % 

 

40 %  

100 % 

 

45,22 % 

104,17 % 

 

113,05 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 108,61% 

SASARAN STRATEGIS 3 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

b. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang mendapat 

Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum). 

100 % 

 

84 %  

 

 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

119,05 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 109,52% 

SASARAN STRATEGIS 4 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100 % 

 

100 % 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 100% 

RATA –RATA CAPAIAN 105,29% 

 

Jika dibandingkan Tahun 2022, capaian kinerja Tahun 2023 mengalami 

peningkatan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 95,26% sedangkan 

capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 105,29%. Berikut tabel perbandingan capaian 

kinerja tahun 2022 dan 2023. 
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Tabel 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama 

2022 2023 Ket 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Target 

 (%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

1 Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100 100 100 100 100 100  

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

Banding 

94 99,15 105,48 96 99,60 103,75  

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

Kasasi 

94 99,79 106,16 96 100 104,17  

Index persepsi pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

90 90,09 100,1 92 96 104,34  

RATA-RATA  CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1   102,93   103,06 Naik 

0,13% 

2 Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase salinan putusan 

yang disampaikan tepat waktu 

 

94 100 106,38 96 100 104,17  

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

94 26,1 27,76 40 45,22 113,05  

RATA-RATA  CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2   67,07   108,61 Naik 

41,54 

3 Meningkatnya 

kases peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

 

100 100 100 100 100 100  

Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum). 

82 100 121,95 84 100 119,05  

RATA-RATA  CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3   110,97   109,52 Turun 

1,45% 

4 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 100 100 100 100 100  

RATA-RATA  CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 4   100   100  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA   95,24   105,29 Naik 

10,05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut 9 Penghargaan Yang Berhasil diraih PA Prabumulih :

Juara 1 Kategori Pemberitahuan Isi Putusan (PBT)
Banding dengan lama PBT 5 hari
JUARA II Kategori V Peningkatan Penanganan Perkara
Berdasarkan SIPP dengan Peringkat Rata-Rata II
Nasional
Juara II Kebersihan Kantor Periode Semester 1 Tahun
2023
Juara II Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) dengan Nilai AKIP 72, 3 Kategori BB
(Sangat Baik)
Juara III Kinsatker Kelas II Terbaik Sewilayah PTA
Palembang dan Peringkat Nasional Ke 131
Juara III Kategori Kepatuhan Validasi E-Keuangan
dengan presentase Kepatuhan 76,8%
Predikat Excellent Sebagai Satker dengan Kepatuhan
Pelaporan LHKASN Tahun 2023
Predikat Excellent sebagai Satker dengan Kepatuhan
Pelaporan LHKPN Tahun 2023
Predikat Excellent dengan Skor Website pada aplikasi
SIMTALAK dengan perolehan skor 830

Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 
Menerima Beberapa Penghargaan 
yang diberikan oleh PTA Palembang 
Untuk PA Prabumulih Pada Periode 1 
Tahun 2023 pada Acara Rapat 
Koordinasi, Rabu, 30 Agustus 2023 di 
PTA Palembang.

P

R

E

S

T

A

S

I



viii 

DAFTAR ISI 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIHTAHUN 2023 ............................................................... i 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... ii 

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................... iv 

PENGHARGAAN TAHUN 2023 ............................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ viii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ x 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... xi 

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 

I.1. LATAR BELAKANG ...................................................................................................... 1 

I.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................... 2 

I.3. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................ 5 

I.4. ISU STRATEGIS ......................................................................................................... 16 

I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN ........................................................................................ 19 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................ 21 

II.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 ........................................................................... 21 

II.2. VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH ................................ 21 

II.3. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH ................................... 25 

II.4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN ....................................................................... 36 

II.5. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 ............................................................................ 47 

II.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ........................................................................ 48 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 52 

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................................. 52 

III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .......................................................... 58 



ix 

III.3. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................ 113 

BAB IV  PENUTUP ............................................................................................................ 119 

IV.1. KESIMPULAN ....................................................................................................... 119 

IV.2. REKOMENDASI .................................................................................................... 120 

LAMPIRAN ............................................................................................................................... 122 



x 

DAFTAR GAMBAR 

GAMBAR I. 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 ....................... 6 

GAMBAR II. 1. POHON KINERJA ................................................................................................ 38 

GAMBAR III. 1. PETUGAS PTSP PA PRABUMULIH ........................................................................ 85 

GAMBAR III. 2. BREEFING PETUGAS PTSP DAN PETUGAS RUANG TUNGGU SIDANG SETIAP SELASA PAGI .. 85 

GAMBAR III. 3. PETUGAS PTSP MENYERAHKAN SALINAN PUTUSAN KEPADA PARA PIHAK ....................... 91 

GAMBAR III. 4. PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI ...................................................... 97 

GAMBAR III. 5. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH DENGAN BADAN

PERTANAHAN NASIONAL (BPN) ......................................................................... 113 



xi 

DAFTAR TABEL 

TABEL II. 1. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 .............................. 25 

TABEL II. 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 .............. 26 

TABEL II. 3. SASARAN STRATEGIS  PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 ............................................... 26 

TABEL II. 4. REVIU IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH ............................. 30 

TABEL II. 5. MATRIKS  KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 .......... 44 

TABEL II. 6. REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH .................................... 47 
 

TABEL III. 1. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 ............................................................ 53 

TABEL III. 2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 S.D. 2023 ....................................................................... 55 

TABEL III. 3. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2023 .................................................. 56 

TABEL III. 4. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 TAHUN 2023 ............................................................................. 59 

TABEL III. 5. CAPAIAN KINERJA PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2023 ............................................... 61 

TABEL III. 6. PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2023 ...................... 61 

TABEL III. 7. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU SELAMA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ............. 62 

TABEL III. 8. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA .................................................................................................... 63 

TABEL III. 9. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA DENGA STANDAR NASIONAL .......................................... 63 

TABEL III. 10. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ........................................................................... 65 

TABEL III. 11. CAPAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2023 ................................. 67 

TABEL III. 12. PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2023 .......... 67 

TABEL III. 13. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN 

HUKUM BANDING TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ................................................................... 68 

TABEL III. 14. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN HUKUM BANDING 

SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH ................................................................... 69 

TABEL III. 15. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN HUKUM 

BANDING DENGAN STANDAR NASIONAL ........................................................................................................... 70 

TABEL III. 16. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN HUKUM 

BANDING ................................................................................................................................................... 71 

TABEL III. 17. CAPAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI ....................................................... 73 

TABEL III. 18. PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2023 ............. 74 

TABEL III. 19. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN 

UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ............................................................ 74 



xii 

TABEL III. 20. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

KASASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH ......................................................... 75 

TABEL III. 21. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA

HUKUM KASASI DENGAN STANDAR NASIONAL ................................................................................................... 76 

TABEL III. 22. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA

HUKUM KASASI ........................................................................................................................................... 77 

TABEL III. 23. PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN YANG DOMINAN MENGISI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH ............................................................................................................... 79 

TABEL III. 24.  CAPAIAN INDEX KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH SETIAP 

TRIWULAN TAHUN 2023 ............................................................................................................................. 80 

TABEL III. 25. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023 INDEX KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP 

LAYANAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH .................................................................................................. 80 

TABEL III. 26. CAPAIAN INDEX KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH ................ 81 

TABEL III. 27. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN

PERADILAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH ................................................... 82 

TABEL III. 28. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP 

LAYANAN PERADILAN DENGAN STANDAR NASIONAL ........................................................................................... 82 

TABEL III. 29. NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH ................................................. 83 

TABEL III. 30. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP 

LAYANAN PERADILAN ................................................................................................................................... 84 

TABEL III. 31. CAPAIAN SASARAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA ................................. 86 

TABEL III. 32. CAPAIAN KINERJA SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2023 ............................... 87 

TABEL III. 33. KINERJA SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU 2023 ................................. 87 

TABEL III. 34. CAPAIAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIMKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU .......................... 88 

TABEL III. 35. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK 

TEPAT WAKTU SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH ............................................... 89 

TABEL III. 36. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE 

PARA PIHAK TEPAT WAKTU DENGAN STANDAR NASIONAL .................................................................................. 89 

TABEL III. 37. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE 

PARA PIHAK TEPAT WAKTU .......................................................................................................................... 90 

TABEL III. 38. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI 

TAHUN 2023 ............................................................................................................................................. 92 

TABEL III. 39. KINERJA PERKARA DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2022 ............................................................. 93 

TABEL III. 40. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI .......................... 93 

TABEL III. 41. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI SAMPAI

DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH .............................................................................. 94 

TABEL III. 42. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI 

MEDIASI DENGAN STANDAR NASIONAL ........................................................................................................... 95 



xiii 

TABEL III. 43. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI 

MEDIASI ................................................................................................................................................... 96 

TABEL III. 44. CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN ........ 98 

TABEL III. 45. CAPAIAN KINERJA PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN TAHUN 2023 ..................................................... 99 

TABEL III. 46. KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PRODEO TAHUN 2023 .......................................................................... 99 

TABEL III. 47. PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA .. 100 

TABEL III. 48. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN

TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH ........................................................................................ 100 

TABEL III. 49. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN DENGAN 

STANDAR NASIONAL .................................................................................................................................. 101 

TABEL III. 50. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN ...... 102 

TABEL III. 51. CAPAIAN KINERJA PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM

(POSBAKUM)  TAHUN 2023 ....................................................................................................................... 104 

TABEL III. 52. KINERJA PENYELESAIAN PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN

BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2023 .............................................................................................. 104 

TABEL III. 53. PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG 

MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR .............. 105 

TABEL III. 54. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PENCARI KEADILAN GOLONGAN 

TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA 

MENENGAH ............................................................................................................................................. 106 

TABEL III. 55. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PENCARI KEADILAN 

GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  DENGAN STANDAR NASIONAL ... 106 

TABEL III. 56. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PENCARI KEADILAN 

GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ............................................ 107 

TABEL III. 57. CAPAIAN SASARAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI) ............. 109 

TABEL III. 58. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI 

(DIEKSEKUSI) TAHUN 2023 ........................................................................................................................ 109 

TABEL III. 59. KINERJA PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI) PA PRABUMULIH TAHUN 2023 .. 110 

TABEL III. 60. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN CAPAIAN KINERJA  PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA 

YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI) TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ...................................... 110 

TABEL III. 61. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI 

(DIEKSEKUSI)  SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH .............................................. 111 

TABEL III. 62. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG 

DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)  DENGAN STANDAR NASIONAL .......................................................................... 112 

TABEL III. 63. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG 

DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI) ................................................................................................................... 112 

TABEL III. 64. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 .................................................................................................. 114 

TABEL III. 65. KINERJA ANGGARAN DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2023 ............................................ 114 



xiv 

TABEL III. 66. PERBANDINGAN REALISASI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2020-2023 ........................... 115 

TABEL III. 67. KINERJA ANGGARAN DIPA 04  BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2023 ................................................. 116 

TABEL III. 68. LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TAHUN 2023 ...................................................... 116 

TABEL III. 69. LAPORAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2023 ........................................................................ 117 

TABEL III. 70.  LAPORAN KEUANGAN PANJAR PERKARA TAHUN 2023 .......................................................................... 118 



xv 

DAFTAR GRAFIK 

GRAFIK 1. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU SELAMA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ................ 62 

GRAFIK 2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN 

HUKUM BANDING TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ................................................................... 69 

GRAFIK 3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN 

UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ............................................................ 75 

GRAFIK 4. CAPAIAN INDEX KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH ..................... 81 

GRAFIK 5.CAPAIAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIMKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU ................................ 88 

GRAFIK 6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI ............................................ 94 

GRAFIK 7. PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA ....... 100 

GRAFIK 8. PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG

MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR .............. 105 

GRAFIK 9. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN CAPAIAN KINERJA  PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA

YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI) TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ...................................... 111 





1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai bagian yang tak terpisahkan di lingkungan 

Mahkamah Agung berkewajiban melaporkan hasil capaian target kinerja yang telah 

ditetapkan selama tahun 2023 untuk dievaluasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini 

Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang menurut 

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 

tahun 2006 secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung 

RI. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

LKjIP Pengadilan Agama Prabumulih yang disusun untuk memenuhi prinsip 

akuntabilitas, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain 

untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah,Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih ini disusun sebagai 

salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Prabumulih atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan 

Agama Prabumulih. Pengadilan Agama Prabumulih berupaya mengoptimalkan pencapaian 

kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang 

terukur, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan 
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dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang, serta untuk mendapatkan masukan 

dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan. 

 

I.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Kedudukan Pengadilan Agama Prabumulih 

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada 

dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan 

kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersamaan dengan 

peresmian 85 pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta 

Ali, SH.,MH di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Secara 

administratif Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 Km2 dan Pengadilan Agama 

Prabumulih memiliki wilayah yurisdiksi untuk dalam wilayah Kota Prabumulih yang terdiri dari: 

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah 

2. Kecamatan Prabumulih Barat 

3. Kecamatan Prabumulih Timur 

4. Kecamatan Prabumulih Selatan 

5. Kecamatan Prabumulih Utara 

6. Kecamatan Cambai 

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada 

pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang 
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menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

2. Tugas Pokok  dan Fungsi Pengadilan Agama Prabumulih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas pokok dan 

wewenang Pengadilan Agama Prabumulih adalah: 

a. Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara -perkara di tingkat pertama antara 

orang -orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqa h dan ekonomi syari’ah.

b. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum islam kepada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta ( Pasal 52 undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ).

c. Memberikan istbat kesaksian rukyat hill dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah 

( Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

d. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim ( Pasal 53 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan tugas di atas, Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan fungsinya

sebagai berikut: 

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara -perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 

pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, menyangkut teknis yudisial, 

administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
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kepegawaian, dan pembangunan. (vide :Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 50 

Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3.  Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita 

Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang -undang Nomor No. 50 Tahun 2009) 

dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 

(vide:KMA Nomor KMA/080/VIII/2009) 

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) 

Undang -undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 

5.  Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

*Fungsi Lainnya 

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain 

yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 A 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi 

akses yang seluas -luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi in 

formasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih dilaksanakan untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis yang ada pada Pengadilan 

Agama Prabumulih  untuk  menentukan arah kebijakan dan strategis. 

 

Tabel I. 1. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih 

Isu Strategis Arah Kebijakan (2020-2024) Arah Kerangka 

Regulasi 

Kebutuhan Regulasi Penanggung 

jawab 

1. Peningkatan 

Penyelesaian 

    perkara 

penyederhanaan proses 

berperkara 

 

 

Penerapan SE KMA 

No 2 Tahun 2014 

tentang 

Penyelesaian 

Perkara di 

Pengadilan Tingkat 

Pertama dan 

Tingkat Banding 

Pembuatan SK Ketua 

PA Tentang 

pemberlakuan SOP 

KepaniteraanPA 

Prabumulih 

- Susunan Majelis 

Hakim 

Kepaniteraan PA 

Prabumulih 
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2. Optimalisasi

Manjamen 

Peradilan 

Agama 

- Peningkatan Efektivitas

pengelolaan Penyelesaian

perkara 

- Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap 

peradilan 

- Peningkatan kepatuhan

terhadap putusan 

pengadilan, 

- Peningkatan kualitas SDM. 

- Peningkatan efektifitas

kinerja aparatur teknis

dan non teknis peradilan, 

- Penerapan SEMA No

1 Tahun 2011

tentang 

-  Penyampaian

Salinan dan Petikan 

Putusan 

- Peningkatan

pelayanan publik 

Pembuatan SK KPA  

Prabumulih tentang 

Pemberlakuan SOP  

Kepaniteraan 

- Penunjukan Hakim

sebagai Humas 

- Penunjukan petugas

Pengaduan, PTSP dan 

petugas pengelolan 

Website 

- Juknis/Juklak tentang

percepatan 

penyelesaian perkara. 

Kepaniteraan PA 

Prabumulih 

3.Peningkatan 

Kapabilitas 

Aparatur 

Pengadilan 

Agama 

Prabumulih 

Peningkatan SDM Aparatur 

Peningkatan efektifitas 

kinerja aparatur teknis dan 

non tenisperadilan 

Pembentukan 

landasan hukum 

Peningkatan kualitas 

aparatur peradilan 

bidang teknis dan 

non teknis yudisial 

serta administrasi 

umum 

Pembuatan SK KPA 

tentang peningkatan 

kualitas aparatur 

peradilan bidang 

teknis dan non teknis 

yudisial serta

administrasi umum. 

Kesekretariatan 

PA Prabumulih 

4. Peningkatan

dukungan 

Manajemen dan

Pelaksanaan

tugas teknis

lainnya PA

Prabumulih 

Optimalisasi pemanfaatan 

teknologi informasi, 

peningkatan kualitas 

sumber daya manusia; 

Pembentukan 

landasan hukum 

tata kelola 

optimalisasi 

teknologi informasi 

dan peningkatan 

kualitas aparatur 

peradilan. 

Pembuatan SK 

KPA/edaran tentang 

tata kelola optimalisasi 

teknologi informasi. 

Pembuatan SK KPA 

tentang penunjukan 

satgas SIPP, penunjukan 

operator pengguna 

aplikasi dan penunjukan 

tim inovasi 

Kepaniteraan 

dan 

Kesekretariatan 

Pengadilan 

Agama 

Prabumulih 

5. Sarana dan

prasarana

aparatur 

Negara 

Pengadilan

Agama 

Prabumulih 

Peningkatan sarana dan 

prasarana pendukung 

kinerja aparatur peradilan. 

Pembentukan 

landasan hukum 

skala prioritas 

pemenuhan sarana 

dan prasarana 

Kinerja aparatur 

peradilan 

Pembuatan SK KPA 

tentang panitia 

/pejabat pengadaan 

SK KPA pejabat 

pemeriksa hasil 

pekerjaan. 

Kesekretariatan 

PA Prabumulih 

6. Optimalisasi

Pengawasan

Dan

peningkatan

akuntabilitas

Aparatur 

Negara 

Pengadilan 

Agama 

Prabumulih 

Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara, Peningkatan 

kualitas pengawasan 

Pembentukan 

landasan hukum 

standar pengawasan 

kinerja aparatur 

peradilan dan 

peningkatan kualitas 

pengawasan. 

Pembuatan SK KPA 

tentang standar 

pengawasan dan 

pemeriksaan aparatur 

peradilan.  

SK. Hawasbid 

Hakim, 

Kepaniteraan 

dan 

Kesekretariatan 

Pengadilan 

Agama 

Prabumulih 

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Prabumulih  mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI 
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Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan, terjadi perubahan susunan organisasi pada Pengadilan Agama Prabumulih pada 

tahun 2021 menjadi:  

1. Ketua  

2. Wakil Ketua  

3. Hakim  

4. Panitera  

5. Sekretaris  

6. Panitera Muda Hukum  

7. Panitera Muda Permohonan  

8. Panitera Muda Gugatan  

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana  

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  

12. Fungsional Panitera Pengganti  

13. Fungsional Juru Sita Pengganti  

15. Fungsional Arsiparis  

16. Pelaksana Administrasi Umum 

Gambar I. 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 
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Adapun Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih sebagai berikut: 

KETUA 

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. dengan uraian tupoksi sebagai berikut: 

 Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggung jawabkan setiap bentuk 

kegiatan institusi Pengadilan Agama Prabumulih ; 

 Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan 

sesuai dengan undang-undang  yang berlaku ; 

 Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan 

administrasi Kantor Pengadilan ; 

 Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, 

mandiri, cepat, adil dan biaya ringan ; 

 Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner 

melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; 

 Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan 

bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier 

pegawai; 

 Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar; 

 Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan 

pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat 

Kepaniteraan; 

 Masalah-masalah hukum yang timbul; 

 Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan; 

 Membuat perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, 

serasi dan selaras; 

 perencanaan (Planning/Programing) 

 Pengorganisasian (Organizing); 

 Pelaksanaan (Implementation/Executing); 
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 Pengawasan (Evaluation/Controlling); 

 Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka 

mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesame pejabat/petugas yang 

bersangkutan; 

 Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin; 

 Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan 

para hakim serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan 

dengan seluruh pegawai; 

 Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi 

petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh 

pegawai; 

 Melakukan pengawasan internal dan eksternal :Internal, Pejabat dan teknis peradilan, 

keuangan dan material; Eksternal, Penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap; 

 Membagi perkara kepada hakim; 

 Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan; 

 Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu; 

 Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua danPanitera/Sekretaris) 

dan Fungsional Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Prabumulih; 

 Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya 

bila dipandang perlu; 

 

WAKIL KETUA,  

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : 

 Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta 

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan uraian tupoksi sebagai berikut; 

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama, apabila Ketua berhalangan; 

- Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni : 
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 Mengkoordinir (koordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang di 

lingkungan PA Prabumulih; 

 Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan 

pejabat dilingkungan PA Prabumulih; 

 Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 

 Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan 

Agama Prabumulih; 

 Memantau pelaksanaan tugas para bawahan; 

 Mengadakan rapat dinas; 

 Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Agama Prabumulih; 

 Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait; 

 Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan 

Agama Prabumulih; 

 Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan Menunjuk dan 

menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk 

melakukan sidang perkara; 

 Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum 

kepada masyarakat; 

 Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Agama Prabumulih 

(memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi,pemberian sanksi bagi pejabat 

di lingkungan PA Prabumulih); 

 Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur 

Peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih; 

 Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 

 Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama 

Prabumulih; 

 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam 

kapasitas sebagai Ketua Majelis ; 

 Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua 

Pengadilan Agama Prabumulih; 
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 Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus 

membagikannya kepada Hakim secara merata; 

 Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada 

atasan langsung secara periodik; 

 

HAKIM 

Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya;  

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

 

PANITERA 

Kedudukan, tugas dan fungsi kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur 

tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 

tanggung jawab ketua Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin 

oleh Panitera, sedangkan tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang 

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara, serta fungsinya, yaitu : 

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis; 

- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding; 

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah; 

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara; 

- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan 

administrasi kepaniteraan; 

- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama; 

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87, Kepaniteraan 

Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi; 

Kepaniteraan Pengadilan Agama, terdiri atas : 
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a. Panitera Muda Permohonan 

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, 

pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan di 

bidang permohonan.  

Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi : 

1.  Pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 

2.  Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Prabumulih; 

3. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

4. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

5. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan; 

6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara 

permohonan; 

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada para 

pihak ; 

9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

12.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; 

b. Panitera Muda Gugatan 

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang gugatan. 

Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi: 
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1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 

2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Panitera; 

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali 

kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan 

kembali; 

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 

10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

c. Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data perkara serta pelaporan.  

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
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3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah 

Kementerian Agama; 

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 

7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan 

dengan transparansi perkara; 

8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

KESEKRETARIATAN 

Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan Agama.  

Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris. Tugas, 

Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 

di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan 

prasarana dilingkungan Pengadilan Agama. Fungsi, Dalam melaksanakan tugas 

Kesekretariatan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

3. Pelaksanaan urusan keuangan; 

4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, dan perpustakaan; dan 

7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 

di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama; 

Kesekretariatan Pengadilan Agama, terdiri atas ; 

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan 
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teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan 

Teknologi Informasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan

anggaran;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan

3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan 

organisasi dan tata laksana. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan 

pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, 

pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, 

administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan Askes dan disiplin pegawai, serta 

Penyusunan laporan Kepegawaian;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan 

tata laksana;

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana 

serta perlengkapan dan perpustakaan;

3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, 

pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan;
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PANITERA PENGGANTI, 

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

Pengadilan serta bertanggung jawab kepada Panitera. 

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI 

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera. 

Tabel I. 2. Kekuatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Prabumulih 

Per 31 Desember 2023 

No Jabatan Jumlah 

1 Ketua 1 

2 Wakil Ketua 1 

3 Hakim 2 

4 Panitera 1 

5 Sekretaris 1 

6 Panitera Muda 3 

7 Kepala Sub Bagian 3 

8 Panitera Pengganti 1 

9 Jurusita pengganti 1 

10 Staff 5 

JUMLAH 19 

Tabel I. 3. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih Berdasarkan Jenis Kelamin 

Per 31 Desember 2023 

No Jenis Kelamin Jumlah Persen 

1 Laki-laki 8 42,1 

2 Perempuan 11 57,9 

Berdasarkan tabel 1.2 pada Tahun 2023, jumlah pegawai Pengadilan Agama 

Prabumulih sebanyak 19 orang, dan jika dilihat dari jenis kelamin maka jumlah perbandingan 

antara pegawai laki-laki dan perempuan Pengadilan Agama Prabumulih hampir seimbang 

dimana jumlah pegawai laki-laki berjumlah 8 orang dan jumlah pegawai perempuan 

berjumlah 11 orang (Tabel 1.3). 
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Tabel I. 4. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Per 31 Desember 2023 

No Jenis Pendidikan Jumlah Persen 

1 S2 3 15,8 

2 S1 11 57,9 

3 D3 5 26,3 

 

Berdasarkan tabel 1.4. sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Prabumulih 

memiliki tingkat pendidikan S1-S2, dimana tingkat pendidikan S1 berjumlah 11 orang, S2 

sebanyak 3 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai 

Pengadilan Agama Prabumulih 100%, S1-S2 dan berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai 

Pengadilan Agama Prabumulih  telah memiliki skill sebagai berikut:  

1.  Kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain kognitif; 

 2.  Kemampuan menterjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media 

(angka, kalimat, gambar) ; 

3.  Kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan 

masalah ; 

4.  Kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami;  

5.  Kemampuan sintesis dalam berfikir ; 

6.  Kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode 

ilmiah. 

 

I.4. ISU STRATEGIS 

Faktor Kunci Keberhasilan, Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Prabumulih merupakan kondisi 

yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi 

Pengadilan Agama Prabumulih. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik 

positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Agama Prabumulih, dari analisis 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis yaitu: 

1. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; 

2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; 

3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; 
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4. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya 

visi dan misi; 

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) 

dengan visi, misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi isu 

strategis adalah: 

1. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan; 

2. Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan profesional; 

3. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang berbasis teknologi informasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Prabumulih masih 

dihadapkan pada berbagai kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja 

pengadilan. Berikut isu strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan 

Agama Prabumulih:  

2. Proses Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Masih banyaknya keluhan tentang proses administrasi dan persidangan, walaupun 

penanganan perkara tersebut telah dilakukan secara teknologi informasi melalui Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara, karena mindset dan etos kerja yang masih bersifat 

konvensional serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang masih rendah, masih 

terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari lima bulan.  

Secara garis besar, permasalahan utama (strategic issued) pada Pengadilan Agama 

Prabumulih dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan sebagai 

penunjang pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan sehingga masih 

terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian administrasi peradilan 

tersebut;  

b.  Kurangnya tenaga pegawai terutama pelaksana sebagai penunjang kinerja administrasi 

kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga banyak terjadi jabatan rangkap dan 

penyelesaian pekerjaan sedikit terhambat;  

c.  Masih terdapat kekurangan anggaran pada beberapa mata anggaran tertentu sehingga 

hasil dari realisasi anggaran tersebut kurang memadai, seperti : Pagu anggaran belanja 

operasional dan non operasional Pengadilan Agama Prabumulih belum  mencukupi, 

kelebihan atau kekurangan belanja pegawai pada akhir tahun sering terjadi akibat 

terjadinya mutasi hakim; 
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d.  Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor masih sangat terbatas 

seperti perangkat komputer dan kendaraan dinas yang sudah lama sehingga perlu 

diupayakan pengadaannya.  

3. Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Masih terkendala dalam upaya mediasi, karena pada umumnya para pencari keadilan 

sudah tidak mempunyai keinginan untuk rukun/damai. 

4. Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan peradilan. 

5. Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Masih terdapat pihak yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan sehingga ada pihak 

yang mengajukan eksekusi. 

6. Penguatan Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan 

terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan 

maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia di bidang 

teknis peradilan, maka diperlukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi 

Hakim, Panitera Pengganti maupun jurusita serta tenaga Kepaniteraan kesekretariatan 

lainnya sebagai supporting unit pada lembaga Pengadilan. 

7. Efektivitas Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja  

Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 

aset, keuangan dan kinerja organisasi, serta peningkatan kualitas Pelayanan Publik, 

Pengadilan Agama Prabumulih telah berkomitmen untuk mewujudkan kinerja organisasi 

yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan Pembangunan Zona Integritas 

mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani 

(WBBM). 

8. Fungsi Pengawasan 

Dalam fungsi pengawasan oleh pihak eksternal masih terkendala dengan minimnya 

pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pengaduan sehingga menyebabkan 

keengganan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila terjadi pelanggaran.  

Untuk merespon isu-isu strategis diatas, Pengadilan Agama Prabumulih telah 

mengambil langkah-langkah sebagai berikut ;  
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1.   Menjaga konsistensi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

dalam pengelolaan administrasi perkara, mulai dari one day minute,one day publish 

agar terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;  

2.  Adanya pengawasan yang menyeluruh kepada seluruh warga peradilan guna 

mewujudnya integritas badan peradilan dan mengembalikan kepercayaan public 

terhadap peradilan itu sendiri ;  

3.  Mewujudkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan Standar Operatic Procedure (SOP) di 

lingkungan Peradilan Agama yang telah ditetapkan dan menjadikannya sebagai 

momentum untuk menjaga konsistensi kinerja ;  

4.  Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan akses pelayanan 

publik (Permohonan Informasi, Pendaftaran Perkara, Pengiriman Produk Pengadilan, 

Dan Pengajuan Keluhan/ Pengaduan); 

5.    Memberikan Informasi secara terbuka dan seluas-luasnya baik itu melalui website, 

media social (facebook, Instagram, Youtube), banner, brosur, spanduk, pamphlet 

tentang Pengadilan Agama Prabumulih mulai dari Program Kerja, Kegiatan Kedinasan 

sampai dengan pelaksanaan anggaran. 

6.   Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) untuk melayani pengaduan 

yang disampaikan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme penanganan 

pengaduan masyarakat.  

I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai 

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 

2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan 

memungkinkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan 

kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan 

Menjelaskan secara ringkas Dasar Hukum, tugas, fungsi, struktur organisasi, aspek strategis 

yang memuat kedudukan dalam organisasi, peran strategis, tantangan yang dihadapi (dari 

SWOT di Renstra) dan sistematika pelaporan. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Menjelaskan secara ringkas tentang visi,misi dan tujuan, perencanaan strategis  (misal dengan 

balance scorecard), IKU dalam Renstra-Renja-PK. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dengan dilakukan analisis capaian 

kinerja dan analisis program/kegiatan serta realisasi anggaran. 

Bab IV Penutup 

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2023 serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. 

LAMPIRAN 

1. Perjanjian Kinerja 

2. Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

II.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 pada hakekatnya 

merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan 

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk 

dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di 

lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan 

pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), penyusunan laporan, 

pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya 

secara berkesinambungan. 

Pengadilan Agama Prabumulih menyusun Rencana Strategis 2020- 2024 mengacu pada 

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 

tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan 

kegiatan. IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu 

berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 

Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat 

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

II.2. VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

 

 

 

 

 

MISI 

a. Menjaga kemandirian

Pengadilan Agama Prabumulih.

b. Memberikan pelayanan hukum

yang berkeadilan kepada

pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas

kepemimpinan Pengadilan

Agama Prabumulih.

d. Meningkatkan kredibilitas dan

transparansi Pengadilan Agama

Prabumulih.

VISI 

TERWUJUDNYA 

PENGADILAN 

AGAMA 

PRABUMULIH 

YANG AGUNG 

TUJUAN 

1. Terwujudnya 
kepercayaan publik atas 
layanan Pengadilan 
Agama Prabumulih.

2. Terwujudnya efektivitas 
pelaksanaan tugas 
Pengadilan Agama 
Prabumulih
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VISI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Visi Pengadilan Agama Prabumulih yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan 

sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau 

target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang dan telah ditetapkan dalam 

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan visi 

yang selaras dengan visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu: 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung ”. 

 Terwujudnya Pengadilan  Agama Prabumulih  yang  Agung bercirikan :  

1.   Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan 

berkeadilan; 

2.  Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara 

proporsional dalam APBN; 

3.   Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan 

terukur; 

4.  Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, 

tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; 

 5.  Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, 

nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan; 

6.  Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional; 

7.  Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya 

peradilan ; 

8.    Berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 

 9.  Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi; 

10.  Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu; 

 

 MISI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 
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ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

 

 Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih 

menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah : 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih; 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih; 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih; 

Penjelasan keempat misi Pengadilan Agama Prabumulih yang digagas dalam rangka 

memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung” adalah sebagai 

berikut: 

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih 

  Syarat Utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah 

adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan 

peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional). Serta kemandirian hakim 

dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi 

kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara 

efektif.  

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan  

  Tugas Pengadilan Agama Prabumulih adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orentasi perbaikan yang dilakukan 

Pengadilan Agama Prabumulih mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam 

memperoleh keadilan adalah suatu keharusan bagi setiap Pengadilan Agama untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, 

karena adil menurut satu pihak belum tentu adil menurut pihak lain. Penyelenggaraan 

peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya 

suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan 

kepentingan kedua belah pihak. 

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih  

  Kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih akan menentukan 

percepatan gerak perubahan satuan kerja. Untuk itu peran pimpinan Pengadilan Agama 
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Prabumulih selain harus menguasai aspek teknis yudisial, juga diharuskan mampu 

merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait 

aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih bertanggung jawab untuk 

menjaga adanya kesatuan hukum pada satuan kerja. Untuk area non teknis, secara 

operasional, pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih dibantu oleh pelaksana urusan 

administrasi.  

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta 

jaminan proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai dengan usaha para personil 

Pengadilan Agama Prabumulih untuk bekerja secara professional dan menjaga 

integritasnya. 

TUJUAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus 

dirumuskan  ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis 

organisasi sebagai berikut:   

a. Tujuan 1 :

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih.

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih

diukur dengan melihat :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;

5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;

6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;

7. Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo;

8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum);
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9. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi); 

b. Tujuan 2: 

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih.   

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih diukur 

dengan melihat : 

a. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis; 

b. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis; 

c. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal; 

d. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset; 

 

Tabel II. 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 

Tujuan 

 

Indikator Kinerja Target 

 

 

1 

 

Terwujudnya kepercayaan 

publik atas layanan 

Pengadilan Agama 

Prabumulih 

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

96% 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

86% 

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

85% 

Index persepsi stakeholder yang puas tehadap 

layanan peradilan 

92% 

Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak 

tepat waktu 

100% 

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui  mediasi 100% 

Persentase perkara yang diselesaikan  melalui 

pembebasan biaya/prodeo 

100% 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

87% 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

100% 

 

2 

Terwujudnya efektivitas 

pelaksanaan tugas 

Pengadilan Agama 

Prabumulih 

Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur 

teknis 

100% 

Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur 

non teknis 

100% 

Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara 

optimal 

65% 

Persentase transparansi pengelolaan SDM, 

Keuangan dan Aset 

100% 

 

II.3. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 

2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Pengadilan 

Agama Prabumulih yang Agung, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai 

berikut :  

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan meningkatkan 

penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu, peningkatan penurunan Perkara 
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Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi serta peningkatan Index 

persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan  Agama Prabumulih. 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan meningkatkan

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat

waktu serta peningkatan penyelesaian Perkara Melalui Mediasi.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan

peningkatan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, dan peningkatan pelayanan

kepada Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum).

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan meningkatkan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

Tabel II. 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase penyelesaian perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100% 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Banding  

80,5

% 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi 

100% 

Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan Peradilan  

80,8

% 

2 Terwujudnya efektivitas 

pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama

Prabumulih 

Persentase salinan putusan yang dikirim ke para 

pihak tepat waktu 

100% 

Persentase perkara yang diselesaikn melalui 

mediasi 

50% 

3 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 

100% 

4 Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan

Pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100% 

Sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih yang dijabarkan dalam Indikator 

Kinerja Utama yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :  

Tabel II. 3. Sasaran Strategis  Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

Target % Unit yang 

Bertanggung 

jawab 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase perkara 

yang diselesaikan tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Majelis 

Hakim 

Persentase perkara 

yang Tidak Mengajukan 

90% 92% 94% 96% 98% Majelis 

Hakim 
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Upaya Hukum Banding 

 Persentase perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum kasasi 

90% 92% 94% 96% 98% Majelis 

Hakim 

 Index persepsi pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

85% 88% 90% 92% 94% Ketua, Wakil 

Ketua, 

Panitera, 

sekretaris 

2 Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan  

penyelesaian perkara 

Persentase salinan 

putusan yang 

disampaikan tepat 

waktu 

90% 92% 94% 96% 80% Panitera 

 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

90% 92% 94% 40% 50% Majelis 

Hakim 

3 Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Panitera 

 Persentase Pencari 

Keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

0 80% 82% 84% 86% Panitera 

4 Meningkatnya kepatu 

han terhadap putusan 

pengadi lan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% Panitera 

 

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel  

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan maka proses 

peradilan harus pasti, transparan dan akuntabel. Adapun yang dimaksud asas kepastian 

hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik 

atau tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud asas 

transparansi adalah suatu jaminan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan asas akuntabel adalah terkait 



 

28 

 

dengan perkara yang masuk dapat dipertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel akan meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan Masyarakat atau pencari keadilan atas layanan penanganan 

perkara di Pengadilan Agama Prabumulih.  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, diukur dengan 

indikator kinerja utama sebagai berikut: 

1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;  

3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi  

4) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan. 

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

Dalam menuju proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel maka 

pengelolaan penyelesaian perkara harus efektif. Adapun yang dimaksud efektivitas 

pengelolaan penyelesaian perkara adalah bahwa masyarakat atau pencari keadilan dalam 

mendapatkan hasil putusan dapat diperoleh dan mengakses dengan cepat dan mudah. 

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, diukur dengan indikator 

kinerja utama sebagai berikut: 

1) Persentase salinan putusan yang dikirim para pihak tepat waktu;  

2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; 

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

 Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

antara lain dengan melakukan  peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya 

perkara, pelayanan bantuan hukum (posbakum) melalui website, banner, spanduk dan 

media-media social lainnya, melakukan percepatan  dalam hal penyelesaian, 

penyederhanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan pembebasanan biaya perkara prodeo, dan pelayanan pos bantuan hukum. 

 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan diukur 

dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: 

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 

2) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum);  
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Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan perlu dilakukan 

peningkatan sumber daya manusia  khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai 

hukum formil dan materiil masalah eksekusi, peningkatan kualitas putusan sehingga dapat 

meningkatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan pelaksanaan edukasi kepada 

para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa 

hukum. 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan diukur dengan indikator 

kinerja utama sebagai berikut: 

1) persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) 

 

Sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih dijabarkan dalam Kinerja Utama dan 

Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja 

Pengadilan Agama Prabumulih, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Agama 

Prabumulih telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 

173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat 

Banding dan pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu: 
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Tabel II. 4. REVIU IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 

PENANGGU

NG JAWAB 

SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan Tepat 

Waktu  

A. Definisi Operasional Indikator 

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan; 

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka 

waktu penyelesaian pada SIPP; 

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang 

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 

Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan; 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 

diminutasi pada tahun berjalan; 

B. Formula Perhitungan 

         Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu  x 100% 

                  Jumlah perkara yang diselesaikan 

C. Satuan yang digunakan 

Persentase 

D. Trend/Polaritas 

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara tepat waktu, 

makamenunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 

Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 

0% s.d. 100% 

 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

2.  Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding  

A. Definisi Operasional Indikator 

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 

jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 

diminutasi pada tahun berjalan; 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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B. Formula Perhitungan 

 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x 100% 

                                 Jumlah Perkara yang diselesaikan 

C.       Satuan yang digunakan 

          Persentase 

D.  Trend/Polaritas 

 Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, 

          maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan 

dan Tahunan 

 F.      Treshold/Ambang Kinerja 

          0% s.d. 100% 

3.  Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi  

A. Definisi Operasional indikator 

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal 

43 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap 

perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan 

lain oleh Undang-Undang; 

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah 

perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari 

upaya hukum banding; 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 

diminutasi pada tahun berjalan; 

 Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi 

B. Formula Perhitungan 

            Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100% 

 Jumlah Perkara yang diselesaikan 

 C.    Satuan yang digunakan 

         Persentase 

 D.   Trend/Polaritas 

        Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, 

           maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan 

dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 

           0% s.d. 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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4.  Index Kepuasan Pencari Keadilan

  

A. Definisi Operasional Indikator 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan 

Publik 

 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran 

secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik 

 Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan 

 Formula Perhitungan 

B. FORMULA PERHITUNGAN 

                                              Index Kepuasan Pencari Keadilan  

SKM unit pelayanan = total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang 

 total unsur yang terisi 

 SKM Unit pelayanan x 25 

C. Satuan yang digunakan 

 Persentase 

D. Trend/Polaritas 

        Positif, Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 

80., maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 

Semesteran/Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 

        Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80 
NILAI 

PRSEPSI 

NILAI 

INTERVAL 

SKM 

NILAI INTERVAL 

KONVERSI SKM 

MUTU 

PELAYAAN 

KINERJA 

UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00-2,59 25,00-64,99 D TIDAK BAIK 

2 2,60-3,06 65,00-76,6 C KURNG BAIK 

3 ,06-3,53 76,61-88,30 B BAIK 

4 3,53-4,00 88,31100,00 A SAGAT BAIK 
 

Panitera dan 

sekretaris 

Laporan 

Bulanan, 

Semesteran 

dan 

Laporan 

Tahunan 

5. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu

  

A. Definisi Operasional Indikator 

 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat 

waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan 

yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan 

putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan 

kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.  

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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 Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada 

tahun berjalan. 

B. Formula Perhitungan 

                 jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu  x 100% 

  Jumlah putusan 

C. Satuan yang digunakan 

        Persentase 

D. Trend/Polaritas 

 Positif, semakin tinggi persentase Salinan Putusan yang disampaikan tepat  

waktu  , maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI 

PEMANTAUAN/PELAPORAN 

 Semesteran/Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 

       0% s.d. 100% 

6.  Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi

  

A. Definisi Operasional Indikator 

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . 

 Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi 

yang berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian; 

 Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang 

masuk pada tahun berjalan. 

 Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya 

(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil 

sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya 

B.     Formula Perhitungan 

 Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% 

  Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi 

C. Satuan yang digunakan 

          Persentase 

  D.    Trend/Polaritas 

        Positif, semakin tinggi persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi , 

        maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI 

PEMANTAUAN/PELAPORAN 

       Tahunan 

  E.     Treshold/Ambang Kinerja 

Panitera Laporan 

Semesteran 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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           0% s.d. 100% 

7. Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan  

A. Definisi Operasional Indikator 

 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 

adalah pembebasan biaya perkara.  

 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah perkara prodeo yang 

diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) 

proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.  

 Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak 

perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 

B. Formula Perhitungan 

          Jumlah Perkara prodeo yang Diselesaikan       x 100% 

            Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo 

C. Satuan yang digunakan 

      Persentase 

D. Trend/Polaritas 

Positif, semakin tinggi persentase Perkara prodeo yang     Diselesaikan,maka 

menunjukan kinerja semakin baik\ 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI 

PEMANTAUAN/PELAPORAN 

Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 

         0% s.d. 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

8.  Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum)  

A. Definisi Operasional Indikator 

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak 

mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi 

konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. 

 Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada 

register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan 

hukum denganjumlah layanan hukum yang terdaftar pada register 

Posbakum) 

 Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu 

membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 

 Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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dalam IKU nva pengadilan. 

B. Formula Perhitungan 

    Layanan Bantuan Hukum                                            x 100% 

   Jumlah permohonan layanan hukum 

 

C. Satuan yang digunakan 

 Persentase 

D. Trend/Polaritas 

Positif, semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ,maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 

Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 

  0% s.d. 100% 

9. Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi)  

A. Definisi Operasional Indikator 

 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 

 Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat 

dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diaiukan 

permohonan eksekusi 

B. Formula Perhitungan 

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)       x 100% 

      Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi 

C.  Satuan yang digunakan 

Persentase 

D. Trend/Polaritas 

Positif, semakin rendah Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi 

maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 

Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 

0% s.d. 100% 

 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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II.4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN 

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu 

kegiatan, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Prabumulih 

menetapkan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan program dan 

kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut: 

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis yaitu: 

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas 

layanan peradilan.  

Program penegakan dan pelayanan hukum ini di jabarkan dalam kegiatan:  

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Indikator Kegiatan: Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara 

Indikator Program : 

a. Jumlah orang yang mengikuti bimtek/sosialisasi pengembangan dan pengelolaan PNBP 

(orang) 

b. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara 

secara Elektronik (orang) 

Indikator Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja utama 

(IKU) sebagai berikut: 

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; 

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan; 

5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu; 
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6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

7. Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo; 

8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum); 

9. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi); 

 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

 Kegiatan 1 : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 

Administrasi 

Indikator Kegiatan 1: Penyelenggaraan operasional dan non operasional 

Indikator Program:   

a. Jumlah layanan umum (layanan) 

b. Jumlah layanan perkantoran (layanan) 

 

Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Indikator Kegiatan 2: Pengadaan sarana dan prasarana 

Indikator Program : 

a. Jumlah layanan sarana internal (unit) 

 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:  

1. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis; 

2. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis; 

3. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal; 

4. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset; 
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Gambar II. 1. Pohon Kinerja 
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Tabel II. 5. Matriks  Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Kode 

Program/Kegiatan/Indi

kator 

Kegiatan/Indikator 

Program 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

Target 

Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) Prioritas 

(N,B, K/L,-

0-) 

 

Tematik 

(KPS,AP, 

ARG,KSS

T, 

MP3EI,

MP3KI,

MDG,s,

MPI) 
Rencana 

2020 

Prakiraan maju Rencana 

2020 

Prakiraan maju 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

005.04.0

8 

Program Penegakan 

Pelayanan Hukum/ 

Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama/ 

a. Pos Bantuan 

Hukum (orang) 
b.Pembebasan 
Biaya Perkara (perkara)/ 

a. Jumlah orang yang 

mengikuti 

bimtek/sosialisasi 

pengembangan dan 

pengelolaan PNBP 

(orang) 

b. Jumlah orang yang 

mengikuti 

sosialisasi/bimtek 

Penyelesaian 

Administrasi Perkara 

secara Elektronik (orang) 
 
 

 

 

1. Terwujudnya proses 

Peradilan yang pasti, 

transparan 
 

1.500.000 32.000.000 37.450.000 37.450.000 68.000.000   

 
Presentase penyelesaian perkara

yang diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100%        

 
Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum:

Banding 

100% 100% 100% 96% 98%        

 
Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

90% 92% 94% 96% 98%        

 
Index persepsi pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 

85% 88% 90% 92% 94%        

 

2. Meningkatnya 

efektifitas pengelolaan 

Penyelesaian perkara 

Persentase Salinan 

putusan Perkara 

Perdata yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu 

90% 92% 94% 96% 80%        

 
Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi 

90% 92% 94% 40% 50%        

 
3. Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase perkara 

prodeo yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100%        

 

Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang 

Mendapatkan layanan bantuan 

hukum (posbakum) 

- 80% 82% 84% 86%        

  
4.Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara Perdata

yang ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100%        
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Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

Kode 

Program/Kegiatan/Indi

kator Kegiatan 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja  

Target Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

Priorita

s 

(N,B, 

K/L,-0-) 

 

Tematik 

(KPS,AP, 

ARG,KSS

T, 

MP3EI,

MP3KI,

MDG,s,

MPI) 

Rencana 

2020 

Prakiraan maju Rencana 

2020 

Prakiraan maju 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 

005.01.01 Program Dukungan 

Manajemen / Pembinaan

Administrasi dan 

Pengelolaan Keuangan 

Badan Urusan Administrasi

/ Penyelenggaraan kegiatan

operasional dan non 

operasional/a. Jumlah 

layanan umum (layanan) 

b. Jumlah layanan 

perkantoran (layanan) 

 

 

01 Terwujudnya SDM

Peradilan yang

berkompeten 

dibidang hukum dan

peradilan  

 

 2.791.785.000 3.131.940.000 3.481.171.000 3.413.952.000 2.979.591.000   

 
001 Meningkatnya pengelolaan

layanan system informasi

terintergrasi 

16 sistem 16 sistem 16 sistem 16 sistem 16 sistem 
       

 

002 Meningkatnya pengelolaan 

Administrasi kepegawaian dan 

pengembangan SDM

berdasarkan parameter obyektif 

43 orang 43 orang 43 orang 43 orang 43 orang 
       

 

004 Meningkatnya kualitas

rencana program dan anggaran 

serta organisasi tata laksana

secara transparan,efektif  dan

efisien 

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 
       

 
006 Terselenggaranya

pelayanan pimpinan 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
       

 

007 Meningkatkan pengelolaan 

keamanan, urusan tata usaha,

rumah tangga dan bina sikap

mental 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
       

       
       

       
       

 

002 Meningkatnya

pengelolaan dan

pelaporan keuangan 

Yang transparan dan

akuntabel 
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001 Jumlah laporan pengelolaan

keuangan 

15 laporan 15 laporan 15 laporan 15 laporan 15laporan 
       

 
004 Jumlah pedoman

pengelolaan keuangan Negara 

5  5  5  5  5  
       

 
005 Jumlah penyelenggaraan 

Operasional dan non

operasional perkantoran 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
       

1071 

Program Dukungan 

Manajemen / Pengadaan 

sarana dan prasarana di

Lingkungan MA RI / 

Pengadaan sarana dan 

prasarana/ Layanan 

pengadaan sarana internal

(unit) 

001 Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan 

Prasarana dalam 

Mendukung 

pelayanan 

peradilan 

 62.500.000 24.445.000.000 6.480.297.000 30.000.000 0 

  

 

053Pengadaan peralatan

fasilitas perkantoran di

Pengadilan Agama Prabumulih 

100% 100% % 100% 100% 0 0 1,694,567,000 0 0   

 
051 Pembangunan/renovasi

gedung dan bangunan 
100% 100% % 96% 98% 0 24,420,000,000 4,755,730,000 0 0   

 
052 Jumlah pengadaan

perangkat pengelolah data dan 

komunikasi 

90% 92% % 96% 80% 62.500.000 25,000,000 10,000,000 30.000.000 0   
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II.5. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih yang memuat Indikator 

Kinerja dan Target capaian kinerja pada suatu tahun anggaran. Angka target anggaran yang 

merupakan komitmen yang harus dicapai dalam periode Tahun 2023, dan Rencana Kinerja 

merupakan dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja yang akan diwujudkan oleh 

Pengadilan Agama Prabumulih, Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 

2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan 

Reviu Indikator Kinerja Utama  Mahkamah Agung RI. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023  

Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut:  

 

Tabel II. 6. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 

2023 

1.  

Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. 100% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 

Hukum Banding. 
96% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi. 
96% 

  
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 
92% 

2.  

Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 

dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu. 
96% 

  Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. 40% 

3.  

Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% 

  
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). 
84% 

4.  
Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi). 
100% 
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II.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk 

komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta 

strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang 

menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah 

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang 

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus  penetapan kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan 

Agama Prabumulih,  menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari “Cetak Biru 

dan Renstra Mahkamah Agung 2020-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap 

unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan 

Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Berdasarkan Keputusan 

Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2049/SEK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

berada di bawahnya. Perjanjian Kinerja Tingkat Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 

adalah sebagai berikut: 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

NOMOR  W6-A12/ 001 /OT.01.1/I/2023 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama : LUKMIN, S.Ag, ME 

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. 

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.  

Pihak  Pertama  pada tahun 2023 ini berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  yang 

seharusnya sesuai  lampiran  perjanjian  ini,  dalam  rangka  mencapai  target  kinerja  jangka 

menengah  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan. Keberhasilan  dan 

kegagalan  pencapaian  target  kinerja  tersebut  menjadi tanggung jawab pihak pertama. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas terhadap  capaian  kinerja  dari  perjanjian  ini  dan  mengambil  tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Prabumulih, 02 Januari 2023 

Pihak Kedua Pihak Pertama 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. LUKMIN, S.Ag, ME 

NIP. 195704131984031001 NIP. 197410102005021001 
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

NOMOR  W6-A12/ 001 /OT.01.1/I/2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 

2023 

1. 
Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat 

waktu. 100% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 

Hukum Banding. 96% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi. 96% 

  
Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 92% 

2.  
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 

dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu. 96% 

  
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 

Mediasi. 40% 

3.  
Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% 

  

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum). 
84% 

4.  
Meningkatnya Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi). 100% 

 

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut: 

 Kegiatan Anggaran 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 

Urusan Administrasi. 

 

Rp. 3.413.952.000 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 

Agung. 

 

Rp. - 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 

 

Rp. 37.450.000 

 

Prabumulih, 02 Januari 2023 

Ketua,  

 

 

 

LUKMIN, S.Ag, ME 

NIP. 197410102005021001 

 





 

52 

 

BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian  yang diperjanjikan 

pada tahun 2023. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen 

untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian 

kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan 

dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 diukur 

berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja.  

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dengan melihat capaian 

kinerja dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang diukur dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja 

Utama berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan 

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.  

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2023 

dinyatakan “Berhasil”, karena pada empat sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata 

capaian lebih dari 100%,  yaitu : sebesar 105,29%.  

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023 

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023  merupakan 

pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Rencana Strategis Pengadilan Agama 

Prabumulih tahun 2020-2024, Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan antara Realisasi dengan target pencapaian indikator sasaran yang telah 
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ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023, sehingga dapat 

terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak. 

Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut: 

a.  

Rata-rata Capaian Kinerja = Capaian SS1 + Capaian SS1+ Capaian SS3+ Capaian SS4  

                                                                                                                 4 kinerja tersebdalah	sebesar	: 
Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 berdasarkan 

pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

Tabel III. 1. Capaian Kinerja Pengadilan Agama prabumulih Tahun 2023 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

100 % 100,00% 100,00% 

b. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding 

96%  

 

99,60% 103,75% 

 

c. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

96% 

 

100,00% 104,17% 

 

d. Index persepsi pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

92 % 

 

96,00% 104,34 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 103,06% 

SASARAN STRATEGIS 2 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase salinan putusan yang 

disampaikan tepat waktu 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi 

96 % 

 

40 %  

100 % 

 

45,22 % 

104,17 % 

 

113,05 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 108,61% 

SASARAN STRATEGIS 3 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum). 

100 % 

 

84 %  

 

 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

119,05 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 109,53% 

SASARAN STRATEGIS 4 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 



 

54 

 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100 % 

 

100 % 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 100% 

RATA –RATA CAPAIAN 105,29% 

 

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 

2023 Pengadilan Agama Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah mencapai 

keberhasilan dengan sangat baik yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja 

sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2023. Dari hasil pengukuran capaian kinerja 

tersebut, diperoleh data bahwa Capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 

2023 adalah sebesar : 105,29 %. 

 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN 

REALISASI KINERJA TAHUN 2022 

Jika dibandingkan Tahun 2022, capaian kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan. 

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 95,26% sedangkan capaian kinerja di 

tahun 2023 sebesar 105,29%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 

2023: 
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Tabel III. 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d. 2023 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN KET 

   2022 2023  

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang 

pasti, transparan 

dan akuntabel 

a. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100%  

b. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Banding,  

94% 99,15% 105,48% 96% 99,60% 103,75%  

c. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

94% 99,79% 106,16% 96% 100% 104,17%  

d. Index persepsi pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

90% 90,09% 100,1% 92% 96% 104,34%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 102,93%   103,06% Naik 0,13% 

2. Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan  

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase salinan putusan 

yang sampaikan tepat waktu 

94% 100% 106,38% 96% 100% 104,17%  

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

94% 26,1% 27,76% 40% 45,22% 113,05%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 67,07%   108,61% Naik 41,54 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 100%  

b. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum). 

82% 100% 121,95% 84% 100% 119,05%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3 110,97%   109,52% Turun 1,45% 

4. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 % 100% 

 

100% 

 

100% 100% 100%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4 100%   100%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA  95,24%   105,29% Naik 10,05% 
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PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI  KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 

 
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2020 s.d. 2023), maka capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Tahun 2023 

paling baik dibandingkan Tahun 2020-2022. Berikut capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 

2023. 

Tabel III. 3. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2023 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

   2023 2022 2021 2020 

1. Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

e. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

e. Persentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum 

Banding,  

96% 99,60% 103,75% 94% 99,15% 105,48% 92% 100% 108,69% 92% 100% 108,69% 

f. Persentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum 

Kasasi 

96% 100% 104,17% 94% 99,79% 106,16% 92% 100% 108,69% 92% 100% 108,69% 

g. Index persepsi 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

92% 96% 104,34% 90% 90,09% 100,1% 88% 90,09% 102,37% 85% 84% 98,82% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 103,06%   102,93%   104,93%   104,05% 

2. Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan  

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase 

salinan putusan 

yang sampaikan 

tepat waktu 

96% 100% 104,17% 94% 100% 106,38% 92% 100% 108,69% 90% 100% 111% 

b. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

40% 45,22% 113,05% 94% 26,1% 27,76% 92% 22% 23,91% 90% 6% 6,67% 
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melalui mediasi 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 108,61%   67,07%   66,3   58,89% 

3. Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

a. Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum). 

84% 100% 119,05% 82% 100% 121,95% 80% 100% 125% 0% 0% 0% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3 109,52%   110,97%   112,5%   50% 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 % 100% 

 

100% 

 

100 % 100% 

 

100% 

 

100 % 100% 

 

100% 

 

100 % 100% 

 

100% 

 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4 100%   100%   100%   100% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA  105,29%   95,24%   95,93%   78,23% 
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III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan evaluasi dan analisis atas capaian 

kinerja tahun 2023 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada 

rencana strategis 2020-2024 secara berkesinambungan. 

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Agama 

Prabumulih telah menerapkan inovasi diantaranya: Peningkatan indeks kepuasan para pihak 

terhadap layanan Pengadilan Agama Prabumulih, transparansi putusan, akses publik 

terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara telah berjalan dengan baik. Pada 

tahun 2023, Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan monitoring dan evaluasi 

sehingga dapat memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif dan akuntabel. 

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut bersifat penyempurnaan 

(perbaikan berkelanjutan). Agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Agama Prabumulih  

selama tahun 2023, meliputi:  

1. Menjaga kesinambungan program penyelesaian perkara; 

2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara dengan membuat laporan kinerja 

perkara tiap bulan, sehingga bisa menggambarkan tingkat penyelesaian perkara masing-

masing Majelis Hakim;  

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik terhadap informasi putusan 

Pengadilan Agama Prabumulih. 

Analisis Capaian kinerja diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan, adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih  Tahun 

2023 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: 

 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN 

DAN AKUNTABEL 

 

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari 

keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Prabumulih, dengan 

mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran strategis 
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terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk 

menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan 

kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Agama 

Prabumulih.  

Dengan mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi, serta kepuasan Masyarakat Terhadap 

Layanan yang diberikan Peradilan Tingkat Pertama. Pada sasaran ini terdapat 4 indikator 

kinerja yang diukur dan memperoleh capaian > 100%, dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel III. 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019- 2023 

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

99,36% 100% 100% 100% 100% 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding 

100% 108,69% 108,69% 105,48% 103,75% 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

100% 108,69% 108,69% 106,16% 104,17% 

Index persepsi pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 

89,47% 98,82% 102,37% 100,1% 104,34% 

Rata-Rata Capaian Sasaran 

Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel  

97,21% 104,05% 104,94% 102,93% 103,06% 

Data pada tabel III.4. menunjukan bahwa capaian sasaran strategis 

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sejak tahun 2019 hingga 

tahun 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai capaian ini selama 5 tahun 

berturut-turut terus mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih selalu berupaya melaksanakan 

penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian hukum, terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan, walaupun pada beberapa indikator kinerja masih belum mampu 

untuk mempertahankan atau mencapai capaian target sasaran strategis Terwujudnya 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dikarenakan adanya kendala baik teknis 

maupun non teknis. 
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Analisis terhadap keempat indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut: 

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA 1 

PERSENTASE PERKARA YANG 

DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 

  Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan 

jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang 

diselesaikan kali 100 %. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Catatan: 

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan).

 Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan

berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat

waktu pada bulan berjalan.

 Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13

Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Pengadilan, Pokok-pokok surat

edaran ini diantaranya mengatur mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi

pada tahun berjalan. Sedangkan data perkara yang diselesaikan tepat waktu

menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian dari Aplikasi SIPP (Sistem

Informasi Penelusuran Perkara).

Pada tahun 2023 realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 

100%, karena jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 454 perkara seluruhnya 

diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Realisasi indikator ini sangat baik dan 
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mencapai sesuai target 100% sehingga capaian persentase perkara perdata yang 

diselesaikan tepat waktu mencapai 100%. 

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

Berdasarkan formulasi data di atas, dapat dihitung realisasi dan capaian persentase 

perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagaimana dalam tabel di bawah ini: 

Tabel III. 5. Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 

Target Realisasi  Capaian 

100% %100%100
454

454
x   100 % 

Tabel III. 6. Persentase Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 

No Bulan Perkara Perdata yang 

Putus Th. 

2023 

Perkara Perdata yang 

Putus 

Tepat Waktu Th. 2023 

Realisasi Persentase Perkara 

Perdata yang 

Putus Tepat Waktu 

1 Januari 2023 44 44 100% 

2 Februari 2023 44 44 100% 

3 Maret 2023 37 37 100% 

4 April 2023 23 23 100% 

5 Mei 2023 41 41 100% 

6 Juni 2023 30 30 100% 

7 Juli 2023 38 38 100% 

8 Agustus 2023 41 41 100% 

9 September 2023 46 46 100% 

10 Oktober 2023 49 49 100% 

11 November 2023 34 34 100% 

12 Desember 2023 27 27 100% 

JUMLAH 454 454 100% 

(Sumber data: Laporan SIPP Tahun 2023) 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% perkara yang 

diselesaikan tepat waktu yang berhasil direalisasikan sejumlah 100%, dengan demikian telah 

tercapai target yang ditetapkan. 
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PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

Tabel III. 7. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu selama beberapa tahun terakhir 

Tahun Perkara yang 

diselesaikan 

tahun berjalan 

Perkara 

selesai tepat 

waktu 

realisasi Target Capaian 

2023 454 454 100% 100% 100% 

2022 469 469 100% 100% 100% 

2021 466 466 100% 100% 100% 

2020 784 784 100% 100% 100% 

2019 430 430 100% 100% 100% 

Grafik 1. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu selama beberapa tahun terakhir 
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Pada Pengadilan Agama Prabumulih  guna mendukung Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, sekaligus upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi 

para pencari keadilan melalui penyelesaian perkara yang tepat waktu, Ketua Pengadilan 

Agama Prabumulih melakukan monev kinerja hakim guna percepatan penyelesaian perkara 

menjadi lebih baik yang dilaksanakan setiap triwulan. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN 

RENSTRA  

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir periode Renstra 2020-

2024) yaitu 100% maka capaian kinerja mencapai 100%, atau sama dengan capaian kinerja 

Tahun 2023. 



63 

Tabel III. 8. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 100 % 100% 100% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Prabumulih sama 

dengan Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama 

Prabumulih. Dengan adanya monitoring secara berkala oleh pimpinan, penyelesaian perkara 

dapat terlaksana tepat waktu. 

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK - 

KINERJA) 

Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada Empat lingkungan Peradilan, mengatur 

bahwasanya penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) 

bulan. Jika mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, maka realisasi penyelesaian 

perkara yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan SIPP mencapai 100% dari 

standar nasional, Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukannya sesuai SEMA nomor 1 

Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai peningkatan/penurunan kinerja dan 

alternative solusi yang telah dilakukan. Publikasi putusan yang dapat diakses secara online 

oleh masyarakat sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Prabumulih dan disesuaikan 

dengan KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan informasi Publik di 

Pengadilan. Pengadilan Agama Prabumulih telah mempublikasikan melalui website dengan 

kinerja 100%. 

Tabel III. 9. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja denga standar Nasional 

No Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan 

Tepat Waktu 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 100% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) 

Tahun 2022 

99,05% 
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Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Prabumulih Lebih 

tinggi dari Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.  

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ 

PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih yang sangat menunjang dan 

menjadikan indikator ini berhasil antara lain:  

a. Pembinaan dan pengawasan melekat dari pimpinan yakni ketua;

b. Komitmen bersama pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih  beserta jajarannya

untuk peningkatan mutu kinerja dan pelayanan melalui penandatanganan pakta

integritas pada tanggal 02 Januari 2023.

c. Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan Agama

Prabumulih karena seluruh hakim dan kepaniteraan telah mengikuti diklat teknis

Yustisial dan teknis Kepaniteraan.

Hal-hal tersebut berpengaruh secara langsung terhadap penyelesaian perkara yang 

tepat waktu sepanjang tahun 2023. 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di 

Pengadilan Agama Prabumulih  sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan 

sumber daya. Tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih dapat menyelesaikan sisa perkara 

dengan jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim) 4 orang dan Panitera Pengganti 5 orang  dan 

mampu mempertahankan kinerja penyelesaian sisa perkara 100% (sisa perkara 0 (nihil)). Hal 

ini menunjukkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sangat professional. 
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Tabel III. 10. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Tahun Jumlah 

Majelis 

Jumlah panjar 

biaya perkara 

Realisasi 

biaya perkara 

Capaian 

realisasi 

biaya perkara 

Capaian 

perkara 

diselesaikan 

tepat waktu 

2023 4 446.326.500 437.767.500 98,08% 100% 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 Capaian kinerja Indikator 

Persentase penyelesaian perkara Tepat Waktu lebih besar dengan capaian kinerja realisasi 

anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien. 

ANALIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA  

FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator penyelesaiaan perkara yang tepat waktu : 

c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap triwulan,

dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dengan tujuan

mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target yang telah diperjanjikan,

sehingga apabila terdapat kendala segera dapat dicarikan solusi terbaik;

h. Program penegakan pelayanan hukum yang terdapat pada anggaran DIPA 04 telah

terealisasi 100 % sehingga anggaran DIPA 04 telah diserap sepenuhnya;

i. Program dukungan manajemen yang terdapat pada anggaran DIPA 01 telah terealisasi

98,40 % yang berisi kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah membantu Hakim dan

kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam

penyelesaian perkara yang tepat waktu, beberapa kegiatan tersebut diantaranya :

� Pemeliharaan alat pengolah data secara rutin

� Pemeliharaan Gedung kantor secara rutin seperti ruang sidang, ruang hakim dan

kepaniteraan dan jaringan internet

� Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu

� Tersedianya rumah dinas bagi hakim dan masih banyak lainnya

Pada tahun anggaran 2023 ini juga dilaksanakan ABT pengadaan sarana prasarana.
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j. Pendukung Bagian Kepaniteraan guna implementasi SIPP dan E-Court berupa Belanja

Modal pengadaan UPS dengan pagu anggaran Rp 30.000.000 untuk mendukung

penyelesaian perkara secara tepat waktu dan berkualitas.

k. Bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Prabumulih  sebagai supporting unit internal

berkomitmen secara penuh terhadap dukungan terhadap sarana dan prasarana

penunjang tugas dan fungsi pada Pengadilan Agama Prabumulih;

FAKTOR PENGHAMBAT : 

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan IV, dimana ada 1 perkara yang putus lebih dari 1 

bulan, maka yang harus menjadi perhatian kedepannya adalah dengan memperkuat 

monitoring dan evaluasi disamping itu perbaikan jaringan internet yang sering naik turun. 

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA: 

1. Sistem monev penanganan perkara dilakukan per minggu;

2. Penambahan bandwidth (kuota server);

3. Lebih efisien dan efektif lagi dalam penyelesaian perkara tepat waktu;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai agar hakim dan aparat lainnya dapat

tetap bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam

penyelesaian sisa perkara;

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA 2 

PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK 

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING 

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah jumlah perkara tahun 

berjalan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. Jumlah Perkara yang diselesaikan 

adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.  

Indikator ini menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas 

dan keadilan putusan pengadilan. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan 

upaya hukum, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan 

pengadilan. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan 

melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap 

putusan pengadilan. 
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Indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

dihitung dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya 

Hukum Banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan kali 100 %. 

Catatan: 

 Upaya hukum = banding, kasasi dan PK

 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,

maka semakin puas atas putusan pengadilan

Jumlah perkara yang diputus tahun 2023 berjumlah 454 

perkara. Dari jumlah tersebut, yang mengajukan upaya hukum 

banding sebanyak 2 perkara. Sehingga capaian tahun 2023 sebesar 

103,75% dari target sebesar 96%. 

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023  

Berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung realisasi dan capaian persentase perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagaimana dalam tabel di bawah ini: 

Tabel III. 11. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding Tahun 2023 

Target Realisasi Capaian 

96% %60,99%100
454

452
x  103,75% 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Perkara 

yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, realisasi melebihi target yang ditetapkan 

dengan capaian kinerja sebesar 103,75 %. 

Tabel III. 12. Persentase Penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding Tahun 2023 

No Bulan Jumlah Perkara Putus 

Th. 

2023 

Jumlah Perkara Banding 

Th. 2023 
Jumlah Perkara Tidak 

Mengajukan Banding 

1 Januari 2023 44 2 42 

2 Februari 2023 44 0 44 
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3 Maret 2023 37 0 37 

4 April 2023 23 0 23 

5 Mei 2023 41 0 41 

6 Juni 2023 30 0 30 

7 Juli 2023 38 0 38 

8 Agustus 2023 41 0 41 

9 September 2023 46 0 46 

10 Oktober 2023 49 0 49 

11 November 2023 34 0 34 

12 Desember 2023 27 0 27 

JUMLAH 454 2 452 

(Sumber data: Laporan SIPP Tahun 2023) 

Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan yang tidak mengajukan banding adalah 

452. Perkara yang mengajukan banding hanya sedikit dengan Perkara yang diputus setiap

bulannya. Ini menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap putusan yang

dikeluarkan oleh pengadilan telah meningkat.

Hal ini dengan dukungan aparatur Pengadilan Agama Prabumulih dalam meyakinkan 

masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga peningkatan kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Petugas PTSP karena selalu menerapkan excellent service kepada para 

pihak. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 

DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR 

Adapun capaian indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding  pada Pengadilan Agama Prabumulih. 

Tabel III. 13. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase perkara 

yang tidak mengajukan hukum banding tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir 

Tahun Jumlah Putusan 

Tingkat 

Pertama 

Jumlah Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan 

banding 

Realisasi Target Capaian 

2023 454 452 99,60% 96% 103,75% 

2022 469 465 99,15% 94% 105,48% 

2021 466 466 100% 92% 108,69% 

2020 784 784 100% 92% 108,69% 

2019 430 430 100% 50% 200% 
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Grafik 2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase perkara 

yang tidak mengajukan hukum banding tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir 
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Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama 

Prabumulih pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH  YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN 

RENSTRA  
Tabel III. 14. Perbandingan antara realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan 

hukum banding sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding 

CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 108.69% 105,48% 103,75% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 92% 94% 96% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan 

Agama Prabumulih pada tahun 2021 target ditetapkan pada renstra sebesar 92% ternyata 

target tercapai, lalu target di tahun 2022 dinaikkan menjadi 94% dan kenyataannya target 
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tercapai. Sehingga di tahun 2023 target pada renstra dinaikkan lagi 96% dan capaian kinerja 

terpenuhi/ lebih tinggi dari Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) 

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023. 

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK - 

KINERJA) 

Tabel III. 15. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja persentase perkara yang tidak 

mengajukan hukum banding dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 103,75% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) 

Tahun 2022 

193,95% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa relalisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama 

Prabumulih Lebih rendah dari Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022. 

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023, 

Pengadilan Agama Prabumulih sudah melampaui target untuk perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 

103,75%, dengan capaian tersebut sudah dapat dikatakan kinerja Pengadilan Agama 

Prabumulih Sangat Baik.  

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih  yang sangat menunjang 

dan menjadikan Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding ini berhasil dicapai antara lain:  

a) Sebagian besar pencari keadilan merasa puas atas putusan atas putusan tingkat pertama;

b) Kinerja Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang Tepat Waktu dan Akuntabel;

c) Produk Hukum yang diberikan kepada para pihak secara Transparan;

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh 

Majelis Hakim sangat baik. Kualitas hasil putusan yang baik akan menimbulkan kepuasan 

semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum banding tidak diajukan. Kualitas 
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perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik 

dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap Majelis Makim dan Panitera 

Pengganti selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara 

dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya didukung dengan kebijakan terkini Dirjen 

Badilag dalam menerapkan one day minut one day publish menuju peradilan yang modern 

dan berkelas dunia. 

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Agama Prabumulih sangat didukung 

dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut: 

Tabel III. 16. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya persentase perkara yang tidak 

mengajukan hukum banding 

Tahun Jumlah 

Majelis 

Hakim 

Anggaran Realisasi 

Anggaran 

terkait IKU  

Perkara 

Banding 

Perkara 

Tidak 

Mengajukan 

Banding 

2023 4 3.268.706.000 98,40% 2 452 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 Capaian kinerja Indikator 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding lebih tinggi dibandingkan 

dnegan realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien. 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding dapat terlihat jika kita membandingkan antara 

penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum dikaitkan dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan yang ada di 

Pengadilan Agama Prabumulih. Putusan banding pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama 

Prabumulih yang tidak diajukan upaya hukum banding rata-rata capaian 105,48% dari 

prosentase tersebut upaya hukum dapat disimpulkan bahwa kualitas putusan perkara yang 

dihasilkan oleh Hakim sangat baik dan efisien. 
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ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU 

KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA  

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator penyelesaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding:  

a. Program penguatan SDM di PTSP Yang dilaksanakan briefing oleh Unsur Pimpinan maupun

Hakim maupun setiap hari Selasa pagi.

b. Kegiatan briefing Yang dilaksanakan setiap hari Selasa pagi dengan tujuan agar

tercapaianya pelayanan prima (service exellent) berdampak pada kepuasan masyarakat

terhadap layanan Pengadilan.

FAKTOR PENDUKUNG

Keberhasilan kualitas putusan perkara yang dihasilkan oleh Hakim yang baik dalam 3 

tahun terakhir tersebut di atas, karena adanya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan, karena Kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga peradilan 

semakin tinggi, pihak puas terhadap putusan hakim dan adanya keinginan para pihak 

untuk menyudahi perkara agar cepat selesai 

FAKTOR PENGHAMBAT 

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan

- Semakin mudahnya prosedur proses banding, dimana hal ini merupakan Kekuatan

tetapi juga menjadi ancaman sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan

untuk mengajukan proses banding.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 

- Meningkatkan kualitas putusan perkara

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA 3 

PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK 

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI 

Indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan 
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jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara 

tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.  

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada 

tahun berjalan yaitu perkara voluntair.  

Catatan: 

 Upaya hukum = banding, kasasi dan PK

 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin

puas atas putusan pengadilan

Jumlah perkara yang diputus tahun 2023 berjumlah 454 perkara. Dari jumlah tersebut, 

tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi, Sehingga capaian tahun untuk  persentase 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 104,17% dari target 96%. 

Indikator ini merupakan salah satu tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas 

kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Agama Prabumulih, dan capaiannya 

sebagai berikut:  

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

Berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung realisasi dan capaian persentase perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dalam tabel di bawah ini: 

Tabel III. 17. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Target Realisasi Capaian 

96% %100%100
454

454
x  104,17% 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Perkara 

yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, realisasi melebihi target yang ditetapkan 

dengan capaian kinerja sebesar 104,17 %.  
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Tabel III. 18. Persentase Penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

Tahun 2023 

No Bulan Jumlah Perkara Putus 

Th. 

2023 

Jumlah Perkara kasasi 

Th. 2023 
Jumlah Perkara Tidak 

Mengajukan kasasi 

1 Januari 2023 44 0 44 

2 Februari 2023 44 0 44 

3 Maret 2023 37 0 37 

4 April 2023 23 0 23 

5 Mei 2023 41 0 41 

6 Juni 2023 30 0 30 

7 Juli 2023 38 0 38 

8 Agustus 2023 41 0 41 

9 September 2023 46 0 46 

10 Oktober 2023 49 0 49 

11 November 2023 34 0 34 

12 Desember 2023 27 0 27 

JUMLAH 454 0 454 

(Sumber data: Laporan SIPP Tahun 2023) 

Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan yang tidak mengajukan Kasasi adalah 454. 

Perkara yang mengajukan kasasi selama tahun 2023 ada 0 perkara.  

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 

DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

Adapun capaian indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

kasasi pada Pengadilan Agama Prabumulih selama beberapa tahun terakhir disajikan pada 

tabel di bawah ini:  

Tabel III. 19. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir 

Tahun Jumlah Putusan 

Tingkat 

Pertama 

Jumlah Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan 

kasasi 

Realisasi Target Capaian 

2023 454 454 100% 96 104,17% 

2022 469 465 99,79% 94 106,16% 

2021 466 466 100% 92 108,69% 

2020 784 784 100% 92 108,69% 

2019 430 430 100% 50 200% 
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Grafik 3. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 dengan 

beberapa tahun terakhir 
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Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Prabumulih 

pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya.  

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH  YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA  
Tabel III. 20. Perbandingan antara realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 108,69% 106,16% 104,17% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 92% 94% 96% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama 

Prabumulih lebih tinggi dari Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-

2024) Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2023. 
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PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK - 

KINERJA) 

Tabel III. 21. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 104,17% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) 

Tahun 2022 

53,83% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Prabumulih 

Lebih tinggi dari Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022. 

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023, 

Pengadilan Agama Prabumulih sudah melampaui target untuk perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 

104,17%, dengan capaian tersebut sudah dapat dikatakan kinerja Pengadilan Agama 

Prabumulih Sangat Baik dan efisien.  

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih  yang sangat menunjang 

dan menjadikan Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

ini berhasil dicapai antara lain:  

a. Pembuatan putusan berkualitas;

b. Komitmen bersama pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih beserta jajarannya untuk

menyelesaikan perkara dengan tepat waktu dan akuntabel;

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh 

Majelis Hakim sangat baik. Kualitas hasil putusan yang baik akan menimbulkan kepuasan 

semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum kasasi tidak diajukan. Kualitas perkara 

yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam 

penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap Majelis Makim dan Panitera Pengganti 

selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam 

menyelesaikan perkara yang ditanganinya didukung dengan kebijakan terkini Dirjen Badilag 
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dalam menerapkan one day minut one day publish menuju peradilan yang modern dan 

berkelas dunia. 

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  di Pengadilan Agama Prabumulih sangat didukung 

dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:  

Tabel III. 22. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi 

Tahun Jumlah 

Majelis 

Hakim 

Anggaran Realisasi Anggaran 

terkait IKU   

Perkara 

Kasasi  

Perkara Tidak 

Mengajukan Kasasi 

2023 4 3.268.706.000 98,40% 0 454 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 Capaian kinerja Indikator 

Persentase persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi lebih tinggi 

daripada realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien. Analisa 

terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan 

penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dikaitkan 

dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan yang ada di Pengadilan Agama 

Prabumulih. Putusan kasasi pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Prabumulih yang 

tidak diajukan upaya hukum banding rata-rata capaian 106,16% dari prosentase tersebut 

upaya hukum dapat disimpulkan bahwa kualitas putusan perkara yang dihasilkan oleh Hakim 

sangat baik. 

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU 

KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA  

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator penyelesaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi:  
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a. Program penguatan SDM di PTSP Yang dilaksanakan briefing oleh Unsur Pimpinan

maupun Hakim maupun setiap hari Selasa pagi.

b. Kegiatan briefing Yang dilaksanakan setiap hari Selasa pagi dengan tujuan agar

tercapaian prima (service exellent) berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap

layanan Pengadilan.

FAKTOR PENDUKUNG 

Keberhasilan kualitas putusan perkara yang dihasilkan oleh Hakim yang baik dalam 3 

tahun terakhir, karena adanya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan, 

karena Kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin tinggi, pihak puas 

terhadap putusan hakim dan adanya keinginan para pihak untuk menyudahi perkara agar 

cepat selesai. 

FAKTOR PENGHAMBAT 

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan;

- Semakin mudahnya prosedur proses kasasi, dimana hal ini merupakan Kekuatan tetapi

juga menjadi ancaman sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk

mengajukan proses Kasasi ;

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 

- Meningkatkan kualitas putusan perkara

SASARAN STRATEGIS 1 

INDIKATOR KINERJA 4 

PERSENTASE INDEX PERSEPSI 

PENCARI KEADILAN YANG PUAS 

TERHADAP LAYANAN PERADILAN 

Indikator kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan 

Peradilan adalah index kepuasan pencari keadilan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Dimana Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index 

harus ≥ 80. Indikator ini merupakan salah satu tolak ukur kepuasan masyarakat pencari 

keadilan atas kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Agama Prabumulih selaku tingkat 
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pertama. Index kepuasan pencari keadilan pada Pengadilan Agama Prabumulih selama tahun 

2023 ini didapatkan dari hasil Survey kepuasan masyarakat yang dilakukan sebanyak 4 kali 

setiap triwulan sekali dengan responden yaitu Para Pencari Keadilan, Masyarakat Umum 

yang mencari informasi dan para tamu yang datang langsung ke ruang Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Prabumulih. 

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan 

Pencari Keadilan, yang meliputi : 

Prosedur Pelayanan Jelas Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan  

Prosedur Pelayanan Mudah 

Dipahami 

Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan 

sehingga mudah dipahami;  

Informasi Pelayanan Jelas Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang 

telah ditetapkan; 

Waktu Penyelesaian Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;  

Waktu Pelayanan Jam Kerja Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan dalam 

rentang jam kerja;  

Kesopanan dan Keramahan 

Petugas 

Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati; 

Keahlian Petugas Tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/ menyelesaikan palayanan; 

Sarana Prasarana Pendukung 

Pelayanan 

Alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang 

dilakukan di dalam pelayanan publik; 

Fasilitas Pengaduan Mudah 

Diakses 

Alat penunjang pengaduan di dalam pelayanan public terdapat 

pada tempat yang strategis dan mudah diakses oleh 

masyarakat.  

Tabel III. 23. Persentase Karakteristik Responden yang dominan mengisi survey kepuasan masyarakat pada 

Pengadilan Agama Prabumulih 

No Karakteristik Dominasi 

Keterangan Persentase 

1 Jenis Pelayanan Layanan penyerahan 56,74% 
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produk pengadilan 

2 Jenis Kelamin Perempuan 55,80% 

3 Pendidikan Terakhir SMA/SMK 46,62% 

4 Pekerjaan Karyawan swasta 28,73% 

5 Suku Bangsa Indonesia 100% 

Tabel III. 24.  Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Prabumulih Setiap 

Triwulan Tahun 2023 

Triwulan Nilai rata-rata tertimbang SKM Nilai Konversi IKM (Realisasi) 

I 3,56 89,07% 

II 3,97 99,33% 

III 4,00 100% 

IV 4,00 100% 

Rata-rata 3,88 97,01% 

Hasil perhitungan rata-rata survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Prabumulih 

tahun 2023 didapatkan nilai rata-rata tertimbang Survei Kepuasan Masyarakat adalah 3,88 

atau konversi IKM sebesar 97,01%. mempunyai kategori “Sangat Baik” dengan mutu 

pelayanan level A.  

Berikut pembahasan lebih lanjut capaian Kinerja Indikator kinerja Index Persepsi 

Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Agama Prabumulih 

khususnya di Triwulan ke-4 sebagai berikut: 

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023  

Berdasarkan data di atas, dapat dihitung realisasi dan capaian index persepsi Pencari 

Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel III. 25. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023 Index Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Layanan Pengadilan Agama Prabumulih 

Tahun Nilai rata-

rata 

tertimbang 

SKM 

Nilai 

Konversi 

IKM 

(Realisasi) 

Realisasi Target Capaian 

2023 3,88 97,01% 96 % 92 % 104,34% 



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Index Persepsi Pencari 

Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, realisasi Lebih Tinggi dari target yang 

ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 104,34 %. Dari hasil perhitungan di atas dapat 

dijelaskan bahwa dari target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Agama Prabumulih sebesar 92 %, nilai yang berhasil direalisasikan sebesar 96 % 

sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 104,34 %.  

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN 

BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

Tabel III. 26. Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Prabumulih 

Tahun TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

2023 92% 96% 104,34% 

2022 90% 96,95% 107,72% 

2021 88% 90,09% 102,37% 

2020 85% 84% 98,82% 

2019 70% 78,23% 89,47% 

Grafik 4. Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Prabumulih 
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Capaian indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 

pada Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2023 masih dikatakan stabil dibandingkan 4 tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2023 capaian mengalami penurunan 3,38 % dari Tahun 2022
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dengan capaian 104,34%, tetapi mengalami Peningkatan jika dibandingkan dengan capaian 

jangka menengah Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Prabumulih terus-

menerus mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dan berorientasi pada 

pelayanan prima sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH  YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA  

Tabel III. 27. Perbandingan antara realisasi kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan 

Peradilan sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 

Indikator Kinerja Persentase Index Persepsi 

Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan 

Peradilan 

CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 102,37% 107,72% 104,34% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 90,09% 96,95% 92% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 

Pengadilan Agama Prabumulih lebih tinggi dari Target pada perencanaan jangka menengah 

(Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2023. 

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK - 

KINERJA) 

Tabel III. 28. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas 

Terhadap Layanan Peradilan dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase ndex Persepsi Pencari Keadilan 

yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 104,34% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) 

Tahun 2022 

114,30% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa relalisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama 

Prabumulih Lebih rendah  dari Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022. 
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ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

Tabel III. 29. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Prabumulih 

No Unsur Pelayanan Nilai Unsur 

Pelayanan 

Mutu Pelayanan 

1 Informasi pelayanan pada unit layanan ini 

tersedia melalui media elektronik maupun 

non elektronik 

3,99 Sangat Baik (A) 

2 Persyaratan pelayanan yang diinformasikan 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

unit layanan ini 

4 Sangat Baik (A) 

3 Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit 

layanan ini mudah diikuti/dilakukan 

4 Sangat Baik (A) 

4 Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang 

diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang 

ditetapkan unit layanan 

3,99 Sangat Baik (A) 

5 Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada 

unit layanan sesuai dengan tariff/biaya yang 

ditetapkan 

3,99 Sangat Baik (A) 

6 SArana dan prasarana pendukung 

pelayanan/system pelayananonline yang 

disediakan unit layanan memberikan 

kenyamanan/mudah digunakan 

4 Sangat Baik (A) 

7 Petugas pelayanan/system pelayanan online 

pada unit layanan merespon keperluan 

Bapak/Ibu dengan cepat  

4 Sangat Baik (A) 

8 Layanan konsultasi dan pengaduan yang 

disediakan unit layanan mudah 

digunakan/diakses  

4 Sangat Baik (A) 

Rata-Rata Tertimbang 31,88 Sangat Baik (A 

Berdasarkan rata-rata hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat tahun 2023 

menunjukkan bahwa dari ke-8 unsur pelayanan sudah SANGAT BAIK dengan nilai paling 

tinggi yaitu 4 (dengan skala Sangat Baik) ada pada 5 unsur yaitu Persyaratan pelayanan yang 

diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini, Prosedur/alur 

pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan, Sarana dan prasarana 

pendukung pelayanan/system pelayanan online yang disediakan unit layanan memberikan 

kenyamanan/mudah digunakan, Petugas pelayanan/system pelayanan online pada unit 

layanan merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat dan Layanan konsultasi dan 

pengaduan yang disediakan unit layanan mudah digunakan/diakses.  Unsur dengan nilai 

paling rendah yang dapat dijadikan prioritas peningkatan ada 3 unsur yaitu Informasi 

pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik, 
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Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang 

ditetapkan unit layanan dan Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan sesuai 

dengan tarif/biaya yang ditetapkan dengan nilai paling rendah yaitu 3,99 (dengan skala 

Sangat Baik), namun sudah masuk kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Walaupun demikian 

Pengadilan Agama Prabumulih tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan, guna 

memberikan kepuasan bagi para pihak. 

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Index Persepsi Pencari 

Keadilan yang Puas Terhadap Layanan di Pengadilan Agama Prabumulih  sangat didukung 

dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:  

Tabel III. 30. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas 

Terhadap Layanan Peradilan 

Tahun SDM Capaian Realisasi 

Anggaran 

(DIPA 01+DIPA 04) 

Capaian Index Persepsi 

kepuasan 

2023 Majelis 4 majelis, Jurusita 

Pengganti 1 Orang, Petugas 

PTSP 4 Orang 

98,40% 104,34 % 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan 

Sumber Daya terlihat bahwa capaian indikator index persepsi Pencari Keadilan yang Puas 

Terhadap Layanan lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 sehingga 

terlihat bahwa Pengadilan Agama Prabumulih telah memberikan pelayanan prima secara 

efisien. 

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA 

FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan, yaitu:  

a. Program Ketua Pengadilan Agama Prabumulih  kepada Majelis Hakim dalam

menyelesaikan perkara tepat waktu dan Putusan yang berkualitas dengan mengadakan
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Monev per Triwulan, dengan tujuan program tersebut bisa tercapai dan berdampak 

pada percepatan penyelesaian perkara.  

b. Program DDTK kepada Jurusita Pengganti dalam melaksanakan pemanggilan secara

resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mengadakan Monev

per Triwulan, dengan tujuan program tersebut bisa tercapai dan berdampak pada

percepatan penyelesaian perkara.

c. Petugas PTSP yang Cakap dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Moto BerAKHLAK,

Moto PA Prabumulih PATEN, 5S dan 5R, serta di brefing setiap hari Selasa pagi. Dengan

tujuan program tersebut bisa tercapai dan berdampak pada terwujudnya pelayanan

yang prima.

d. Sarana dan prasarana yang memadai, yang termasuk didalamnya penempatan dan

desain ruang PTSP, fasilitas, sarana penunjang, layanan inti, layanan pendukung,

prosedur layanan dan performa petugas PTSP serta fasilitas disabilitas.

FAKTOR PENGHAMBAT 

- Masih ada perilaku aparatur Pengadilan Agama Prabumulih yang belum standar, baik

dalam kecepatan maupun perilaku dalam memberikan layanan.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 

- Program bersama antara BSI dan Pengadilan Agama Prabumulih guna mensosialisasikan

standar pelayanan Pengadilan Agama Prabumulih baik kepada petugas PTSP dan seluruh

aparatur Pengadilan Agama Prabumulih yang terjadwal.

- Melengkapi sarana dan prasarana serta Selalu manjaga kebersihan kantor.

Gambar III. 1. Petugas PTSP PA Prabumulih

Gambar III. 2. Breefing Petugas PTSP dan Petugas ruang 

Tunggu Sidang setiap Selasa Pagi  



86 

SASARAN STRATEGIS 2 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dalam 

meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan untuk mewujudkan 

percepatan penyelesaian perkara. Terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan untuk 

mengukur keberhasilan pada sasaran ini, yaitu: 

(1) Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

(2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Adapun Capaian Sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara" tahun 2019 sampai dengan tahun 2023  dapat kita lihat pada table berikut: 

Tabel III. 31. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

NO INDIKATOR 
CAPAIAN TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase salinan putusan yang 

disampaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 106,38% 104,17% 

2 Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi 

47% 6,7% 23,10% 27,76% 113,05% 

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

73,5% 53,35% 61,55% 67,07% 108,61% 

Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-rata capaian sasaran Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2023 mengalami 

kenaikan kinerja. 

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 1 

PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG 

DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU 

Indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat 

Waktu adalah perbandingan jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu dengan 
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jumlah putusan kali 100 %. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian 

Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah 

penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, salinan putusan 

sudah harus disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. 

Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

Adapun capaian kinerja untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan 

Ke Para Pihak Tepat Waktu dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut: 

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023  

Dari total 454 perkara yang putus pada tahun 2023, salinan putusan yang disampaikan 

tepat waktu sebanyak 454 perkara. Berdasarkan formula di atas, capaian pada indikator ini 

sebagai berikut: 

Tabel III. 32. Capaian Kinerja Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2023 

Target Realisasi Capaian 

96% 
454

%100%100454 x

104,17% 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% salinan putusan 

yang dikirim ke para Pihak tepat waktu yang berhasil direalisasikan sejumlah 100% sehingga 

capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Terlihat di tabel bahwa pada indikator kinerja 

Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu, realisasi telah 

melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 104,17%.  

Tabel III. 33. Kinerja Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu 2023 

No Bulan Jumlah Putusan Tahun 

2023 
Jumlah Salinan Putusan 

yang disediakan 
Persentase Capaian 

1 Januari 2023 44 44 100% 

2 Februari 2023 44 44 100% 

3 Maret 2023 37 37 100% 
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4 April 2023 23 23 100% 

5 Mei 2023 41 41 100% 

6 Juni 2023 30 30 100% 

7 Juli 2023 38 38 100% 

8 Agustus 2023 41 41 100% 

9 September 2023 46 46 100% 

10 Oktober 2023 49 49 100% 

11 November 2023 34 34 100% 

12 Desember 2023 27 27 100% 

JUMLAH 454 454 100% 

Terlihat dari tabel di atas bahwa setiap bulan salinan putusan yang disampaikan 

kepada para pihak selalu tepat waktu. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 

DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

Tabel III. 34. Capaian Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Para Pihak Tepat Waktu 

Tahun Jumlah Perkara 

Putus 

Jumlah Salinan 

putusan yang 

disediakan 

Realisasi Target Capaian 

2023 454 454 100% 96% 104,17% 

2022 469 469 100% 94% 106,38% 

2021 466 466 100% 92% 108,69% 

2020 784 784 100% 92% 108,69% 

2019 430 430 100% 98% 100% 

Grafik 5.Capaian Persentase Salinan Putusan yang DIkirimkan ke Para Pihak Tepat Waktu 
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Adapun capaian indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak 

Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Prabumulih selama beberapa tahun terakhir selalu 

disampaikan tepat waktu. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DNEGAN TAHUN 2023 DENGAN 

TARGET JANGKA MENENGAH  YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA  

Tabel III. 35. Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan 

Ke Para Pihak Tepat Waktu sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 108,69% 106,38% 104,17% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 92% 94% 96% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama 

Prabumulih  Melebihi Target dari Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-

2024) Pengadilan Agama Prabumulih. 

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK - 

KINERJA) 

Tabel III. 36. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan 

Ke Para Pihak Tepat Waktu dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase Salinan Putusan yang 

disampaikan ke para pihak tepat waktu 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 104,17% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) 

Tahun 2022 

326,70% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengadilan Agama 

Prabumulih Lebih rendah  dari Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022. 
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ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN 

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih yang sangat menunjang dan 

menjadikan Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat 

Waktu ini berhasil dicapai antara lain:  

a) Salinan Putusan yang dibuat oleh Hakim tepat waktu (one day one publish) ;

b) Pelayanan pada PTSP Pengadilan Agama Prabumulih  melayani dengan cepat dan

tanggap;

Pada indikator salinan putusan yang dikirim ke para pihak selalu konsisten dan tepat 

waktu, Pengadilan Agama Prabumulih telah berhasil karena capaian kinerja pada indikator 

pada tahun 2023 adalah sebesar 104,17%. Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan 

pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, 

transparan dan akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Agama 

Prabumulih, sehingga salinan putusan hasil penyelesaian perkara tersebut dapat langsung 

dikirimkan ke para pihak tepat waktu. Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator ini 

adalah penetapan dan pelaksanaan SOP yang baku secara konsisten oleh semua SDM. Selain 

itu, penyediaan sarana prasarana yang lengkap sangat menunjang pelaksanaan tupoksi 

sehingga berdampak terhadap efesien dan efektifitas penyelesaian tupoksi khususnya pada 

pengiriman salinan putusan secara tepat waktu ke para pihak. 

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Salinan Putusan 

Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu di Pengadilan Agama Prabumulih  sangat 

didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:  

Tabel III. 37. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan 

Ke Para Pihak Tepat Waktu 

Tahun Jumlah Panitera 

Pengganti 

Jumlah biaya 

proses 

Realisasi Biaya 

Proses 

Capaian Salinan 

Putusan yang 

disampaikan 

2023 4 orang Rp.29.940.000 98,73 % 100 % 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 (analisa tabel diatas) Capaian 

kinerja Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu 
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lebih besar capaian kinerja realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori 

efisien .  

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA  

FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak Tepat 

Waktu:  

a. Setelah perkara diputus Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak dapat mengambil

salinan Putusan di PTSP pada hari itu juga.

b. Petugas PTSP memberikan Salinan Putusan yang dicetak melalui e-doc putusan aplikasi

SIPP kepada para pihak setelah perkara tersebut dinyatakan putus sehingga menunjang

kinerja penyediaan Salinan Putusan agar selalu dapat disampaikan ke para pihak tepat

waktu.

FAKTOR PENGHAMBAT 

- Internet kantor sedang bermasalah

- Mati lampu

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

- Meningkatkan sarana dan prasarana

- Memperkuat monitoring dan evaluasi

Gambar III. 3. Petugas PTSP menyerahkan salinan putusan 

kepada para pihak 
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SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 2 

PERSENTASE PERKARA YANG 

DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI 

Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah 

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang 

dilakukan mediasi kali 100 %. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang 

berhasil dimediasi dengan jumlah perkara mediasi. Rumus tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil 

sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.  

Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk 

pada tahun berjalan. Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya 

(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, 

pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.  

Adapun Analisa capaian Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui 

Mediasi sebagai berikut:  

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

Tabel III. 38. Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

tahun 2023 

Tahun 
Realisasi Target Capaian 

2023 
45,22% 40% 113,05 % 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada Indikator kinerja Persentase Perkara 

Yang Diselesaikan Melalui Mediasi, realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan 

capaian kinerja sebesar 113,05%.  
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Tabel III. 39. Kinerja Perkara Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2022 

No. Bulan Jumlah 

Perkara yang 

dilakukan 

mediasi 

STATUS KEBERHASILAN MEDIASI Realisasi 

penyelesaian 
perkara 
melalui 
mediasi

Mediasi 

Berhasil 

Seluruhnya 

Berhasil 

Sebagian 

Berhasil 

Dengan 

Pencabutan 

Total selesai 

melalui 

Mediasi 

1 Januari 2023 13 0 5 2 7 53,85% 

2 Februari 2023 9 0 1 1 2 22,22% 

3 Maret 2023 9 2 0 1 3 33,33% 

4 April 2023 3 0 0 1 1 33,33% 

5 Mei 2023 8 0 1 1 2 25% 

6 Juni 2023 10 0 2 2 4 40% 

7 Juli 2023 11 2 3 2 7 63,64% 

8 Agustus 2023 11 3 2 3 8 72,73% 

9 September 2023 8 0 1 2 3 37,5% 

10 Oktober 2023 10 0 1 2 3 30% 

11 November 2023 7 0 1 3 4 57,14% 

12 Desember 2023 8 2 0 3 5 62,5% 

TOTAL 106 9 16 23 49 44,27% 

RATA-RATA 44% 

Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan capaian penyelesaian perkara melalui 

mediasi adalah 44 % dari target sebesar 40%.

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2023 DENGAN TAHUN TERAKHIR   

Adapun capaian Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

pada Pengadilan Agama Prabumulih  selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel III. 40. Capaian Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

Tahun Jumlah Perkara 

yang dilakukan 

mediasi 

Jumlah Perkara 

yang 

diselesaikan 

melalui mediasi 

Realisasi Target Capaian 

2023 106 49 45,22% 40% 113,05 % 
2022 92 24 26,1 % 94 % 27,76 % 

2021 80 62 22 % 92 23,10 % 

2020 84 5 6 % 90 % 6,7 % 

2019 91 90 26% 55% 47% 
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Grafik 6. Capaian Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui mediasi 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kineja Persentase Perkara Yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan formula dan data di atas, capaian pada indikator ini sebagai berikut: 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN 
RENSTRA  

Tabel III. 41. Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 
Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 23,10% 27,76% 113,05% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 92% 94% 40% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Agama Prabumulih  Lebih 

tinggi dari Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan 

Agama Prabumulih. 
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PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK - 

KINERJA) 

Tabel III. 42. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui 

Mediasi dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para 

pihak tepat waktu 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 113,05% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022 76,29% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa relalisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Agama Prabumulih Lebih tinggi  dari Capaian 

standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022. 

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN  

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih yang sangat menunjang 

dan menjadikan Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada 

Pengadilan Agama Prabumulih ini berhasil dicapai antara lain:  

a. Kompetensi mediator non hakim seluruhnya bersertifikat sebagai mediator non Hakim,

sehingga hasil mediasinya maksimal.

b. Jumlah Mediator non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Prabumulih sudah

memadai. Berjumlah 1 orang mediator non hakim. Yang dilaksanakan sesuai dengan

jadwal piket.

c. Setiap Triwulan mediator non hakim dievaluasi oleh unsur Pimpinan

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada 

indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat terlihat jika kita membandingkan 

antara jumlah penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan 

yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih. Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara 

Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Prabumulih sangat didukung 

dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:  
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Tabel III. 43. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui 

Mediasi 

Tahun Jumlah Hakim 

Mediator 

Jumlah Biaya 

Panjar Perkara 

Realisasi Biaya 

Panjar Perkara 

Perkara 

Putus 

Capaian Perkara 

Diselesaikan Melalui 

Mediasi 

2023 4 orang Rp. 446.326.500 98,08% 454 113,05 % 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 Capaian kinerja Indikator 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi lebih besar daripada realisasi 

anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien. 

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA  

FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator penyelesaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi, 

yaitu:  

a. Keberhasilan mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh

kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan.

b. Semua mediator non hakim telah bersertifikasi.

FAKTOR PENGHAMBAT

- Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu

satu sama lain, karena faktor perasaan ;

- Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani,

sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk

mencapai perdamaian ;

- Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke

pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di

keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, aparat di desa atau aparat di tingkat kecamatan ;

- Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang  proses mediasi;

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

- Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi

konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai

banyak pengetahuan.
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- Memperkuat monitoring dan evaluasi

Gambar III. 4. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

SASARAN STRATEGIS 3 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  

DAN TERPINGGIRKAN 

Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan 

Terpinggirkan" merupakan sasaran yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan 

Agama Prabumulih dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi 

masyarakat miskim dan terpinggirkan. Pengadilan Agama Prabumulih berusaha keras untuk 

memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui program 

yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI.  

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:  

(1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

(2) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

(Posbakum).

Adapun Capaian Sasaran strategis " Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat 

Miskin Dan Terpinggirkan" tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada Pengadilan Agama 

Prabumulih dapat kita lihat pada table berikut:  



98 

Tabel III. 44. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 

NO INDIKATOR 
CAPAIAN TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase Persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan. 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum).  

0% 0% 125% 121,95% 119,05% 

Capaian Sasaran Meningkatnya Akses 

Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan 

Terpinggirkan Perkara 

100% 100% 112,5% 110,97% 109,52% 

Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Akses 

Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 

2023 Mencapai Target kinerja.  

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator pada sasaran 

strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan:

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 1 

PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG 

DISELESAIKAN 

Indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan 

jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara 

prodeo kali 100 %. Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama Prabumulih 

dalam menyelesaikan perkara prodeo yang masuk. Rumus tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

Pemberian layanan pembebasan biaya/prodeo berpedoman pada Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  

Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan 

diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni). Layanan prodeo ini dapat diberikan 

sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan masih ada. Pada tahun 2023, Pengadilan 
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Agama Prabumulih Mendapatkan anggaran prodeo / pembebasan biaya perkara sebesar Rp 

7.000.000,- dengan target perkara yaitu 10 Perkara. Adapun capaian kinerja untuk indikator 

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut: 

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

Perkara prodeo yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 13 perkara dari 

target yang seharusnya diselesaikan sebanyak 10 perkara. Sehingga berdasarkan formula 

diatas, capaian pada indikator ini sebagai berikut : 

Tabel III. 45. Capaian Kinerja Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2023 

Target Realisasi Capaian 

100% 

13 

 x 100% = 100% 

1 3 

100% 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Perkara 

Prodeo Yang Diselesaikan, realisasi telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 

kinerja sebesar 100 %.  

Tabel III. 46. Kinerja Penyelesaian Perkara prodeo Tahun 2023 

No. Tahun Target Volume 

perkara prodeo 

pada RKAKL 

jumlah perkara yang 

diajukan prodeo 

Jumlah Perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan 

% Capaian 

1 Januari 2023 0 0 0 0 

2 Februari 2023 1 5 5 100% 

3 Maret 2023 1 4 4 100% 

4 April 2023 1 0 0 0 

5 Mei 2023 1 0 0 0 

6 Juni 2023 1 1 1 100% 

7 Juli 2023 1 2 2 100% 

8 Agustus 2023 1 0 0 0 

9 September 2023 1 1 1 100% 

10 Oktober 2023 1 0 0 0 

11 November 2023 1 0 0 0 

12 Desember 2023 0 0 0 0 

TOTAL 10 13 13 100% 

RATA-RATA 100% 
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Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan Perkara Prodeo yang diterima dan diselesaikan 

pada bulan Februari sampai dengan September  2023 adalah 13 Perkara. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 

DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

Adapun capaian indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada 

Pengadilan Agama Prabumulih  selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel dan 

grafik di bawah ini:  

Tabel III. 47. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan tahun sebelumnya 

Tahun Jumlah Perkara yang 

diajukan Prodeo 

Jumlah Perkara 

Prodeo Yang 

Diselesaikan 

Realisasi Target Capaian 

2023 13 13 100% 100% 100% 

2022 14 14 100% 100% 100% 

2021 14 14 100% 100% 100% 

2020 4 4 100% 100% 100% 

2019 4 4 100% 100% 100% 

Grafik 7. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan tahun sebelumnya 
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada setiap tahun perkara prodeo yang diselesaikan 

selalu 100%. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH  YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA  

Tabel III. 48. Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 

sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 

Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo 

Yang Diselesaikan pada Pengadilan Agama 

Prabumulih 

CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 100% 100% 100% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 100% 100% 100% 
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Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Pengadilan Agama Prabumulih  Mencapai Target dari 

Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama 

Prabumulih. 

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK – 

KINERJA) 

Tabel III. 49. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 

dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke 

para pihak tepat waktu 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 100% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022 333,33% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Pengadilan Agama Prabumulih  Lebih rendah  dari 

Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI)  tahun 2022. 

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih  yang sangat menunjang 

dan menjadikan Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan ini berhasil dicapai 

antara lain:  

a. Perkara Prodeo yang diterima sesuai dengan prosedur dan syarat yang lengkap sesuai

dengan ketentuan.

b. Perkara yang diterima adalah Cerai Gugat dan Cerai Talak (Disabilitas dan Lanjut usia)

dan dalam persidangan Tergugat tidak hadir sehingga diputus secara verstek.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara Prodeo 

Yang Diselesaikan sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator perkara yang diselesaikan melalui 
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prodeo dapat terlihat jika kita membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan 

jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih 

sebagai berikut:  

Tabel III. 50. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 

Tahun Jumlah SDM Anggaran prodeo Realisasi 

Anggaran 

Prodeo 

Capaian Realisasi 

Anggaran 

Prodeo 

Capaian 

Perkara Prodeo 

diselesaikan 

2023 Hakim 4 orang 

PP 4 Orang 

JSP 1 orang 

Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 100 % 100 % 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 Capaian kinerja Indikator 

Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan sama dengan realisasi anggaran sehingga 

kinerja Indikator masuk kategori efisien. 

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN KINERJA  

FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan, diantaranya:  

a. Program Sosialisasi melalui sosial media yang dilaksanakan pada awal tahun 2023

dengan tujuan program tersebut berdampak pada Perkara Prodeo yang selesai tepat

waktu;

b. Program pemasangan banner dan spanduk tentang berperkara secara Cuma-Cuma

(Prodeo) yang mudah di akses oleh masyarakat;

FAKTOR PENGHAMBAT 

- Kurangnya info yang diterima masyarakat tentang berperkara prodeo di Pengadilan

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

- Meningkatkan realisasi perkara secara prodeo

- Memperkuat monitoring dan evaluasigedun

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 2 

PERSENTASE PENCARI KEADILAN 

GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT 

LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 
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Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan 

golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan 

layanan hukum kali 100 %. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 
X   100% 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang 

atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada 

informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.  

Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register 

Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah 

layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). Posbakum itu senyatanya melayani 

semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa 

pengacara. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Prabumulih Mendapatkan anggaran 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp 30.450.000 dengan target perkara yaitu 

300 jam layanan. Adapun capaian kinerja untuk indikator Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dilihat pada 

penjelasan sebagai berikut: 

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara 

ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang 

memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan 

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)  yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 

sebanyak 300 JL dari target yang seharusnya diselesaikan sebanyak 300 jam layanan. 

Sehingga berdasarkan formula diatas, capaian pada indikator ini sebagai berikut : 
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Tabel III. 51. Capaian Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum)  Tahun 2023 

Target Realisasi Capaian 

84% 100% 119,05% 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), realisasi lebih 

tinggi dari  target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 119,05%.  

Tabel III. 52. Kinerja Penyelesaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023 

No. Bulan Jumlah permohonan 

layanan posbakum 

Jumlah Perkara 

yang mendapat 

layanan Posbakum 

Realisasi 

1 Januari 2023 0 0 4,2% 

2 Februari 2023 56 56 9,7% 

3 Maret 2023 34 34 11,1% 

4 April 2023 30 30 8,2% 

5 Mei 2023 24 24 7,8% 

6 Juni 2023 44 44 14,3% 

7 Juli 2023 35 35 12% 

8 Agustus 2023 43 43 12,3% 

9 September 2023 45 45 9,8% 

10 Oktober 2023 41 41 7,2% 

11 November 2023 80 80 3% 

12 Desember 2023 25 25 0 

TOTAL 457 457 100% 

RATA-RATA 8,33% 

Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 457 orang 

atau 8.33 %. 
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PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 

2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

Adapun capaian indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama 

Prabumulih selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini:  

Tabel III. 53. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir 

Tahun Jumlah permohonan 

layanan posbakum 

Jumlah Perkara yang 

mendapat layanan Posbakum 

Realisasi Target Capaian 

2023 457 457 100% 84% 119,05% 

2022 394 394 100% 82% 121,95% 

2021 325 325 100% 80% 125% 

2020 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

 

 

Grafik 8. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir 
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 realisasi terserap sempurna sama 

dengan tahun yang lalu namun jumlah layanan yang diberikan lebih besar dari tahun 

sebelumnya.  
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PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH  YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA  

Tabel III. 54. Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023 dengan target jangka menengah 

Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum)  

CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 125% 
121,95% 

119,05% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 80% 82% 84% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Prabumulih Lebih tinggi dari Target 

pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Prabumulih.  

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK – 

KINERJA) 

Tabel III. 55. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Pencari 

Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)  dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)  
Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 119,05% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022 100% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa relalisasi kinerja untuk Indikator Persentase 

Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Prabumulih lebih tinggi dari Capaian standar 

Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022. 
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ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih yang sangat menunjang dan 

menjadikan Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ini berhasil dicapai antara lain :  

- Posbakum memberikan banyak manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan

terutama bagi yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat akan

memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta

pembuatan dokumen gugatan hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam

proses penyelesaian perkara di Pengadilan.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada 

indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum. 

Posbakum untuk tahun 2023 bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Rumah Bantuan Hukum 

LBH Prabumulih Sebenean berdasarkan perjanjian kerjasama No:W6-A12/003/PL.08/I/2023 

tanggal 02 Januari 2023. Capaian kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari 

Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di 

Pengadilan Agama Prabumulih sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan 

sumber daya, sebagai berikut: 

Tabel III. 56. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Penyelesaian Perkara Pencari 

Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

Tahun Jumlah SDM Anggaran 

Posbakum 

Realisasi Anggaran 

Posbakum 

Realisasi Posbakum 

2023 Hakim 4 orang 

PP 4 Orang 

JSP 1 orang 

Rp. 30.450.000 100% 119,05% 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 (analisa tabel diatas) Capaian 

kinerja Indikator Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) lebih tinggi dari realisasi anggaran sehingga kinerja 

Indikator ini masuk kategori efisien. 
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ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN KINERJA  

FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum):  

a. Program seleksi dalam peneriman Posbakum Yang dilaksanakan setiap awal tahun dengan

tujuan program tersebut berdampak pada percepatan penyelesaian perkara pencari

keadilan golongan tertentu Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

b. Program Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan setiap Triwulan oleh unsur

Pimpinan dengan tujuan program tersebut berdampak pada percepatan penyelesaian

perkara pencari keadilan golongan tertentu Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum).

c. Posbakum Pengadilan Agama Prabumulih memberikan layanan berupa: pemberian

informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan, penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana

dimaksud dalam undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau

organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum

cuma-cuma.

FAKTOR PENGHAMBAT 

- Sarana dan prasarana untuk layanan Posbakum yang kurang memadai

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan Posbakum

- Memperkuat monitoring dan evaluasigedun

SASARAN STRATEGIS 4 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

SASARAN STRATEGIS 4 INDIKATOR KINERJA 1 

PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA 

YANG DITINDAKLANJUTI (EKSEKUSI) 
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Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

dengan jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi kali 100 %. 

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dalam 

menyelesaikan putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi). Cara pengukuran indikator 

ini adalah dengan membandingkan jumlah perkara eksekusi yang dapat ditindaklanjuti 

dengan jumlah perkara yang masuk. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang 

dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Untuk dapat mengukur capaian tersebut dapat 

diketahui dengan indikator-indikator di bawah ini: 

Tabel III. 57. Capaian Sasaran Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

NO INDIKATOR 
CAPAIAN TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap putusan Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Sasaran 

Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dalam kurun waktu tahun 2019 

sampai 2023  Mencapai Target  kinerja.  

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

Tabel III. 58. Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2023 

Target Realisasi Capaian 

100% 100% 100% 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase 

Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi), realisasi dapat sama dengan 

target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100 %.  
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Tabel III. 59. Kinerja Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) PA Prabumulih Tahun 2023 

No. Tahun Jumlah Putusan yang 

diajukan eksekusi 

Jumlah putusan 

yang 

dieksekusi 

Capaian 

1 Januari 2023 0 0 0 

2 Februari 2023 0 0 0 

3 Maret 2023 0 0 0 

4 April 2023 0 0 0 

5 Mei 2023 0 0 0 

6 Juni 2023 0 0 0 

7 Juli 2023 0 0 0 

8 Agustus 2023 0 0 0 

9 September 2023 1 1 100 

10 Oktober 2023 0 0 0 

11 November 2023 0 0 0 

12 Desember 2023 0 0 0 

TOTAL 1 1 100% 

RATA-RATA 

Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 100%. 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 

DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

Adapun capaian indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) pada Pengadilan Agama Prabumulih selama beberapa tahun terakhir disajikan 

pada tabel di bawah ini:  

Tabel III. 60. Perbandingan antara Realisasi kinerja dengan Capaian kinerja  Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir 

Tahun Jumlah Putusan Perkara 

yang diajukan 

permohonan eksekusi 

Jumlah putusan Perkara 

yang ditindaklanjuti 

eksekusi  

Realisasi Target Capaian 

2023 1 1 100% 100% 100% 

2022 5 5 100% 100% 100% 

2021 1 1 100% 100% 100% 



111 

Grafik 9. Perbandingan antara Realisasi kinerja dengan Capaian kinerja  Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir 
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 pada persentase Persentase 

Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) telah ditindaklanjuti dengan 

capaian 100% . 

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH  YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA  

Tabel III. 61. Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

(Dieksekusi)  sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah 

Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 
CAPAIAN KINERJA 

2021 2022 2023 

Realisasi Capaian Kinerja 100% 100% 100% 

Target jangka menengah (Renstra 2020-2024) 100% 100% 100% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama 

Prabumulih  sama dengan Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) 

Pengadilan Agama Prabumulih. 
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PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL (BENCHMARK - 

KINERJA) 

Tabel III. 62. Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti (Dieksekusi)  dengan standar Nasional 

No Indikator Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023 100% 

2 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022 129,64% 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama 

Prabumulih  Lebih rendah dari Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022. 

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

Berbagai faktor pendukung yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) ini berhasil dicapai 

oleh Pengadilan Agama Prabumulih  antara lain:  

a. Sebelum eksekusi dilaksanakan diadakan bedah berkas eksekusi tersebut.

b. Sebelum eksekusi dilaksanakan diadakan konstatering objek eksekusi tersebut.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih 

tinggi dari capaian realisasi anggaran. Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada 

indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat terlihat jika kita membandingkan 

antara jumlah penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan 

yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih Capaian kinerja Indikator Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) di Pengadilan Agama Prabumulih sangat 

didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut: 

Tabel III. 63. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

Tahun Jumlah SDM Jumlah Biaya Panjar 

permohonan 

Eksekusi 

Realisasi Biaya 

Eksekusi 

Capaian kinerja Putusan 

Perkara Perdata 

Dieksekusi 

2023 Hakim 4 orang Rp3.405.000,- 100% 100 % 



113 

PP 4 Orang 

JSP 1 orang 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 Capaian kinerja Indikator 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) lebih tinggi dari 

realisasi biaya perkara eksekusi sehingga kinerja Indikator ini masuk kategori efisien.  

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN KINERJA  

FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

adalah:  

1) Bekerjasama dengan BPN dalam pendaftaran sita/ pengangkatan sita, serta pemblokiran

hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Prabumulih.

2) Bekerjasama dengan POLRESTA Prabumulih dalam hal pengamanan pelaksanaan eksekusi.

Gambar III. 5. Perjanjian kerjasama antara PA Prabumulih dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

III.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator 

Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih  yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023, dibiayai oleh Anggaran yang berasal dari DIPA 01 
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Badan Urusan Administrasi MARI, Anggaran DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama MARI dan Biaya Proses Perkara dari Para Pihak. 

Tabel III. 64. Realisasi Anggaran Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Anggaran Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel

3.268.706.000 3.216.457.163 98,86% 

2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara

446.326.500 437.767.500 98,08% 

3 Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan

37.450.000 37.450.000 100% 

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan Pengadilan

0 0 0 

TOTAL 3.752.482.500 3.691.674.663 98,38% 

Untuk melaksanaan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka 

diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. 

 DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 

a. DIPA 01 mencakup anggaran pelaksanaan kegiatan untuk Program:

a. Program Dukungan Manajemen, kegiatan dalam program ini didukung oleh pelaksanaan

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

a. Pengesahan DIPA 01 tertanggal 30 November 2022 dengan Nomor: SP DIPA-

005.01.2.401949/2023 dengan pagu awal anggaran sebesar Rp. 3.268.706.000,- (Tiga

miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah), yang meliputi

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sebagaimana dijelaskan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel III. 65. Kinerja Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa 

Semula 

(Rp) 

Setelah Revisi 

(Rp) 

(Rp) % (Rp) 

1 Belanja Pegawai 2,183,553,000 2.005.563.000 1.974.434.678 98.45% 31.128.322 

2 Belanja Barang 1.230.399.000 1.233.143.000 1,212.072.485 98,29% 21.070.515 

3 Belanja Modal 0 30.000.000 29.950.000 99,83% 50.000 

Total realisasi 
3.413.952.000 3.268.706.000 3.216.457.163 98,86% 52.248.837 
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Dalam  perjalanan anggaran DIPA 01 BUA MARI mengalami beberapa kali revisi diantaranya 

karena: 

a. Adanya pengurangan atau optimalisasi  pagu belanja pegawai;

b. Penambahan anggaran belanja Operasional dari eselon 1 BUA MARI, optimalisasi

anggaran;

c. Penambahan pagu belanja modal, untuk belanja pengadaan UPS;

Tabel III. 66. Perbandingan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2023 

No Jenis Belanja DIPA Badan Urusan Administrasi 01  

2023 2022 2021 2020 

1 Belanja Pegawai 98,45% 96% 96,47% 100% 

2 Belanja Barang 98,29% 98% 97,55% 100% 

3 Belanja Modal 99,83% 99% 98,80% 100% 

Total rata-rata realisasi 98,86% 97,66 98,52% 100% 

Terlihat pada tabel di atas, jika kita dibandingkan rata-rata persentase capaian realisasi 

pada tahun 2023 (98,86%) dengan capaian realisasi tahun 2022 (97,66%) menunjukkan 

terjadinya peningkatan. Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator pada: 

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel”  

a. Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu ;

b. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding;

c. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi;

d. Persepsi pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan ;

Sasaran Strategis 2 “Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara””  

a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim

ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.;

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi ;

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan”  

a. Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan ;

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum) ;

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan Pengadilan”  

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti (Dieksekusi) ; 
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DIPA Eselon 04 Badan Peradilan Agama 

Pengesahan DIPA 04 Tertanggal 30 November 2022 dengan nomor: SP DIPA-

005.04.2.403412/2023  berisikan total pagu anggaran sebesar: Rp. 37.450.000,- (Tiga puluh 

tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Belanja barang sebagai penunjang Program 

Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang terdiri dari kegiatan peningkatan manajemen 

Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Agama Prabumulih. 

Tabel III. 67. Kinerja Anggaran DIPA 04  Badan Peradilan Agama tahun 2023 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa 

Semula Setelah Revisi (Rp) % (Rp) 

1 Belanja Barang 37.450.000 37.450.000 37.450.000 100% 0 

Total realisasi 
37.450.000 37.450.000 37.450.000 100% 0 

Dalam 

Anggaran DIPA 04 tahun 2023 ini digunakan untuk mendukung tercapainya masing-

masing indikator sasaran strategis dengan rencana aksi kegiatan/aktivitas sebagai berikut:  

1. Kegiatan layanan bantuan hukum dengan aksi kegiatan berupa tersedianya pos bantuan

hukum yang mana mendapatkan dana sebesar Rp. 30.450.000,- (Tiga puluh juta empat

ratus lima puluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 30.450.000,- (Tiga puluh juta

empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana realisasi ini mencapai 100 % .

2. Perkara hukum perseorangan dengan aksi kegiatan berupa perkara yang diselesaikan

melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) yang mana kegiatan ini mendapat dana

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000,-

(tujuh juta rupiah)  dimana realisasi mencapai 100 % .

Dari keseluruhan kegiatan DIPA 04 tergambar capaian kegiatan yang telah 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 ini sebesar 100% yang mana kegiatan ini 

mendukung tercapainya indikator pada : 

1. KEGIATAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Tabel III. 68. Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023 

Tahun Pagu Awal 

(Rp) 

Pagu Revisi 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Sisa (Rp) Volume/target 

perkara 

Capaian 

realisasi 

2023 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 10 100% 

2022 7.000.000 7.000.000 5.640.000 1.360.000 10 80,57% 
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2021 7.000.000 7.000.000 6.779.000 221.000 10 96,84% 

2020 1.500.000 1.500.000 1.444.000 56.000 5 96,27% 

Melihat dari tabel diatas kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) untuk tahun 

2023 ini Pengadilan Agama Prabumulih  telah merealisasikan seluruh anggaran Prodeo 

dengan capaian realisasi 100%. 

Adapun anggaran kegiatan ini mendukung tercapainya sasaran strategis Persentase 

Perkara Prodeo yang Diselesaikan dengan Indikator kinerja utama Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dimana Pengadilan Agama Prabumulih 

tetap dapat memberikan pelayanan prodeo sesuai dengan anggaran yang ada dan mencapai 

target serta volume yang sudah ditentukan seperti tahun tahun sebelumnya. 

2. KEGIATAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Tabel III. 69. Laporan Pelayanan Bantuan Hukum Tahun 2023 

Tahun Pagu Awal 

(Rp) 

Pagu Revisi 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Sisa (Rp) Volume/target 

orang 

Capaian 

realisasi 

2023 30.450.000 30.450.000 30.450.000 0 300 100% 

2022 30.450.000 30.450.000 30.450.000 0 300 100% 

2021 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 250 100% 

2020 0 0 0 0 0 0 

Tabel diatas menjelaskan bahwa untuk tahun 2023 ini Pengadilan Agama Prabumulih 

tetap memberikan layanan yang baik kepada para pihak dari tahun-tahun sebelumnya 

sehingga pencapaian kinerja yang dilakukan tetap 100 % . 

Adapun anggaran kegiatan ini mendukung tercapainya sasaran strategis Persentase 

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

dengan Indikator kinerja utama Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan dimana pelayanan di Pengadilan Agama Prabumulih telah dilaksanakan 

dengan dilakukannya kerjasama kepada pihak ketiga melalui penunjukan langsung terhadap 

lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Sebenean sehingga pelayanan kepada para pihak 

yang membutuhkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik serta anggaran dan target serta 

volume yang telah di tentukan dapat tercapai dengan baik. 
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3. LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2023

Adapun kinerja laporan keuangan perkara Pengadilan Agama Prabumulih  dapat dilihat

pada tabel berikut: 

Tabel III. 70.  Laporan Keuangan Panjar Perkara Tahun 2023 

Tahun Penerimaan uang 

panjar perkara Rp  

Pengeluaran 

uang panjar 

perkara Rp  

Sisa panjar 

Perkara yang 

telah 

dikembalikan 

Rp  

Saldo akhir 

Rp  

Capaian 

realisasi 

keuangan 

perkara 

2023 446.326.500 437.767.500 119.250.500 8.559.000 98,08% 

2022 408.591.500 397.314.500 100.786.500 11.277.000 97,24% 

2021 360.237.000 356.787.000 76.637.000 3.450.000 99,04% 

Melihat dari tabel diatas kegiatan Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023, penerimaan 

uang panjar perkara pada tahun 2023 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, karena 

penerimaan perkara pada Tahun 2023 mengalami peningkatan.  

a.
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BAB IV  

PENUTUP 

IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih merupakan 

laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan 

Agama Prabumulih dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. 

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun 

keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. 

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih menyajikan berbagai keberhasilan 

maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih tahun 

2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan 

perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target 

yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya 

indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. 

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 secara keseluruhan 

mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya dari capaian kinerja rata-

rata 96,41% pada tahun 2022 menjadi 105,29% pada tahun 2023, dan capaian tersebut 

secara umum dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata  capaian diatas 

100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: 

adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya 

manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.  
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Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran dari 

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi tahun 2023 sebesar 98,86% atau sebesar 

Rp.3.216.457.163,- (Tiga milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh tujuh 

ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dari pagu tahun anggaran 2023 sejumlah Rp. 

3.268.706.000,-(Tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu 

rupiah), dan realisasi anggaran DIPA 04 Badan Peradilan Agama tahun 2023 sebesar 

100% atau sebesar Rp.37.450.000,-,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu 

rupiah) dari pagu tahun 2023 sejumlah Rp.37.450.000,-,- (Tiga puluh tujuh juta 

empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta capaian keuangan perkara  tahun anggaran 

2023 sebesar 98,08%. 

IV.2. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis 

Pengadilan Agama Prabumulih agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. 

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Prabumulih dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:   

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap 

stakeholder komponen aparatur Pengadilan Agama Prabumulih, masyarakat, dan 

civil society sebagai bahan integral dari pengadilan;

- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara ;

- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan 

peradilan;

- Penguatan pengawasan internal dan eksternal;

- Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk 

memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja;

- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dalam mencapai kinerja;

- Monitoring dan evaluasi penilaian Kinerja Satuan Kerja (kinsatker) setiap Triwulan; 

Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa

yang akan datang yaitu sebagai berikut: 

a. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas
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Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan 

transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan 

Agama Prabumulih sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan 

keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara. 

b. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari

data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah

untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja

yang melebihi 100%.

c. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak

berpihak. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai punish and

reward instrument merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan

instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi

(LKjIP) yang harus optimal.

d. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Prabumulih mulai

dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian

Kinerja, LKjIP, antara lain :

  Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja

Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan

Renstra sebagai acuan.

 Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal

termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung

dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan

kegiatan bagi masyarakat.

e. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024.

f. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data

kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan

kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas 

antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja 

yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 
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LAMPIRAN I 

STRUKTUR ORGANISASI 



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

(Perma No.7 Tahun2015) 



LAMPIRAN 2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

I. SASARAN STRATEGIS

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGU

NG JAWAB 

SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan Tepat 

Waktu 

A. Definisi Operasional Indikator

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan;

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka

waktu penyelesaian pada SIPP;

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2

Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan;

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan;

B. Formula Perhitungan

         Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu  x 100% 

   Jumlah perkara yang diselesaikan 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara tepat waktu,

makamenunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

A. Definisi Operasional Indikator

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah

jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding.

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan;

B. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x 100%

     Jumlah Perkara yang diselesaikan 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan,

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan

dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

A. Definisi Operasional indikator

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal

43 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap

perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan

lain oleh Undang-Undang;

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah

perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari

upaya hukum banding;

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan;

 Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



B. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan 

C. C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan,

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan

dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Index Kepuasan Pencari Keadilan A. Definisi Operasional Indikator

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan

Publik

 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara

komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik

 Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan

 Formula Perhitungan

B. FORMULA PERHITUNGAN

      Index Kepuasan Pencari Keadilan 

SKM unit pelayanan = total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang 

 total unsur yang terisi 

 SKM Unit pelayanan x 25 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Panitera dan 

sekretaris 

Laporan 

Bulanan, 

Semesteran 

dan 

Laporan 

Tahunan 



        Positif, Nilai Persepsi minimal 3,6  dengan nilai konversi interval IKM Index harus 

80., maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Semesteran/Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80

NILAI 

PERSEPSI 

NILAI 

INTERVAL 

SKM 

NILAI INTERVAL 

KONVERSI SKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA 

UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00-2,59 25,00-64,99 D TIDAK BAIK 

2 2,60-3,06 65,00-76,60 C KURANG BAIK 

3 3,06-3,53 76,61-88,30 B BAIK 

4 3,53-4,00 88,31-100,00 A SANGAT BAIK 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu

A. Definisi Operasional Indikator

 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat

waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan

yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan

putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan

kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.

 Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada

tahun berjalan.

B. Formula Perhitungan

  jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu  x 100% 

Jumlah putusan 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Salinan Putusan yang disampaikan tepat

waktu  , maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Semesteran/Tahunan

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



F. Treshold/Ambang Kinerja

 0% s.d. 100% 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi

A. Definisi Operasional Indikator

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .

 Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi

yang berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian;

 Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang

masuk pada tahun berjalan.

 Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya

(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil

sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya

a. B. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% 

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ,

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Tahunan

F. E. Treshold/Ambang Kinerj

0% s.d. 100%

Panitera Laporan 

Semesteran 

dan 

Laporan 

Tahunan 

3. Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 

A. Definisi Operasional Indikator

 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

adalah pembebasan biaya perkara.

 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah perkara prodeo yang

diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni)

proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.

 Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak

perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



B. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara prodeo yang Diselesaikan  x 100% 

   Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Perkara prodeo yang     Diselesaikan,maka

menunjukan kinerja semakin baik\

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Bulanan dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

A. Definisi Operasional Indikator

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak

mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi

konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.

 Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada

register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan

hukum denganjumlah layanan hukum yang terdaftar pada register

Posbakum)

 Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu

membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.

 Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan

dalam IKU nva pengadilan.

B. Formula Perhitungan

  Layanan Bantuan Hukum   x 100% 

Jumlah permohonan layanan hukum 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



Ditetapkan di Prabumulih 
Pada tanggal  02 Januari 2024 

KETUA, 

LUKMIN 

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ,maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Bulanan dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

4. Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

A. Definisi Operasional Indikator

 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.

 Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat

dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diaiukan

permohonan eksekusi

B. Formula Perhitungan

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)       x 100% 

      Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin rendah Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Bulanan dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



LAMPIRAN 3 

MATRIK REVIU RENSTRA 2020-2024 



MATRIK REVIU RENSTRA 2020-2024 

No Tujuan Target 

jangka 

Menengah 

(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatnya 

proses pengadilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

100% Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum Banding 

94% Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

100% 100% 100% 96% 98% 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

94% Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

90% 92% 94% 96% 98% 

Index persepsi 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan peradilan 

89,8% Index persepsi pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

85% 88% 90% 92% 94% 



Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan hukum 

peninjauan kembali 

90,4% Persentase perkara yang 

tidak mengajukan hukum 

peninjauan kembali 

95% 100% 100% 

REVIIU IKU 

Persentase sisa 

perdata agama 

yang diselesaikan 

73,2% Persentase sisa perdata 

agama yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

2. Meningkatnya 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase salinan 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

100% Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase salinan putusan 

perkara perdata yang dikirim 

kepada para pihak tepat 

waktu 

90% 92% 94% 96% 80% 

Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui mediasi 

66,4% Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

90% 92% 94% 40% 50% 

Persentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan 

banding,kasasi dan 

PK yang diajukan 

secara lengkap dan 

tepat waktu 

100% Persentase berkas perkara 

yang dimohonkan 

banding,kasasi dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan 

tepat waktu 

100% 100% 100% 

REVIU IKU 
Persentase putusan 

perkara yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang 

dapat diakses 

secara online dalam 

1 hari setelah putus 

100% Persentase putusan perkara 

yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam 

1 hari setelah putus 

100% 100% 100% 

3. Meningkatnya 

akses peradilan 

Persentase perkara 

prodeo yang 

100% Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 



bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

diselesaikan Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

86% Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

- 80% 82% 84% 86% 

Persentase perkara 

permohonan 

(voluntair) identitas 

hukum 

100% Persentase perkara 

permohonan (voluntair) 

identitas hukum 

100% 100% 100% 

REVIU IKU 

4

4

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata 

yang ditindaklanjuti 

(eksekusi) 

100% Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(eksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Prabumulih, 2 Januari 2024 

Ketua,  

Lukmin, S.Ag., M.E. 

NIP. 19741010 200502 1 001 



LAMPIRAN 4 

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023 



REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2023 

1. 
Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat 

waktu. 
100% 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan 

Upaya Hukum Banding. 
96% 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi. 
96% 

Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 
92% 

2. 
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 

yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu. 
96% 

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 

Mediasi. 
40% 

3. 
Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum). 

84% 

4. 
Meningkatnya Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi). 
100% 

Prabumulih, 28 Februari 2023 

Ketua,  

LUKMIN, S.Ag., M.E 

NIP. 19741010 200502 1 001 



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Target 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan. 

100% 

2. Persentase Perkara Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat Waktu. 

100% 

3. Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan Upaya Hukum Banding. 

96% 

4. Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 

96% 

5. Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali. 

96% 

6. Index Kepuasan Pencari Keadilan. 92% 

7. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 

Tepat Waktu. 

96% 

8. Persentase Perkara yang diselesaikan 

melalui Mediasi. 

96% 

9. Persentase Berkas Perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 

yang diajukan secara Lengkap dan Tepat 

Waktu. 

100% 

10. Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat yang 

100% 



dapat diakses secara Online dalam 

Waktu 1 Hari setelah Putus. 

11. Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan. 

100% 

12. Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum). 

84% 

13. Persentase Perkara Permohonan 

(Voluntair) Identitas Hukum. 

100% 

14. Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 

100% 

Prabumulih, 03 Januari 2023 

Ketua,  

LUKMIN, S.Ag., M.E 

NIP. 19741010 200502 1 001 



RIWAYAT REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

No. Sebelum Sesudah Alasan Reviu 

1 Pada sasaran strategis “Terwujudnya 
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan 
dan Akuntabel” terdapat indikator kinerja 
“Persentase Sisa Perkara Perdata 
Agama yang diselesaikan.” 

Pada sasaran strategis “Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel” pada indikator kinerja “Persentase 
Sisa Perkara Perdata Agama yang 
diselesaikan.” dihilangkan / ditiadakan 

karena indikator kinerja 
“Persentase perkara anak yang 
diselesaikan dengan Diversi” tidak 
ada pada satuan kerja Pengadilan 
Agama Prabumulih 

2 Pada sasaran strategis “Terwujudnya 
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan 
dan Akuntabel” terdapat indikator kinerja 
“Persentase Perkara yang tidak 
mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 
Kembali.” 

Pada sasaran strategis “Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel” terdapat indikator kinerja 
“Persentase Perkara yang tidak mengajukan 
Upaya Hukum Peninjauan Kembali.” 
Dihilangkan/diiadakan. 

Karena sesuai dengan Sekma 
no:173/SEK/SK/I/2022 tentang 
Reviu Indikator Kinerja Utama 
Pengadilan Tingkat Pertama 
Lingkungan Peradilan Agama IKU 
tersebut sudah ditiadakan. 

3 Pada sasaran strategis “Peningkatan 
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara terdapat indikator “Persentase 
Berkas Perkara yang dimohonkan 
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan 
secara Lengkap dan Tepat Waktu” 

Pada sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdapat 
indikator “Persentase Berkas Perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang 
diajukan secara Lengkap dan Tepat 
Waktu”dihilangkan/ditiadakan 

Karena sesuai dengan Sekma 
no:173/SEK/SK/I/2022 tentang 
Reviu Indikator Kinerja Utama 
Pengadilan Tingkat Pertama 
Lingkungan Peradilan Agama IKU 
tersebut sudah ditiadakan 

4 Pada sasaran strategis “Peningkatan 
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara terdapat indikator “Persentase 
Putusan Perkara yang Menarik Perhatian 
Masyarakat yang dapat diakses secara 
Online dalam Waktu 1 Hari setelah 
Putus” 

Pada sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdapat 
indikator “Persentase Putusan Perkara yang 
Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat 
diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari 
setelah Putus” dihilangkan/ditiadakan 

Karena sesuai dengan Sekma 
no:173/SEK/SK/I/2022 tentang 
Reviu Indikator Kinerja Utama 
Pengadilan Tingkat Pertama 
Lingkungan Peradilan Agama IKU 
tersebut sudah ditiadakan. 

5 Pada sasaran strategis Meningkatnya 
Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan terdapat indikator 
Persentase Perkara Permohonan 
(Voluntair) Identitas Hukum. 

Pada sasaran strategis Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan terdapat indikator Persentase 
Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas 
Hukum” dihilangkan/ditiadakan 

Karena sesuai dengan Sekma 
no:173/SEK/SK/I/2022 tentang 
Reviu Indikator Kinerja Utama 
Pengadilan Tingkat Pertama 
Lingkungan Peradilan Agama IKU 
tersebut sudah ditiadakan 

6 Pada sasaran strategis “Terwujudnya 
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan 
dan Akuntabel” terdapat indikator kinerja 
“Persentase perkara anak yang 
diselesaikan dengan Diversi” 

Pada sasaran strategis “Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel” pada indikator kinerja “Persentase 
perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi” 
dihilangkan / ditiadakan 

karena indikator kinerja 
“Persentase perkara anak yang 
diselesaikan dengan Diversi” tidak 
ada pada satuan kerja Pengadilan 
Agama Prabumulih 

7 Pada sasaran strategis “Peningkatan 
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara” pada Indikator kinerja 
“Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi” target tahun 2023 
sebesar  96% 

Pada sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada 
Indikator kinerja “Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui Mediasi” target tahun 2024 
sebesar  dirubah dari 98% menjadi 40% 

Karena target 98% pada indikator 
Kinerja“Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui Mediasi” 
capaiannya rata rata jauh untuk 
mencapai target yang ditetapkan. 
Jumlah Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui Mediasi rata 
rata per bulan dibawah 50% 

Prabumulih,  28 Februari 2023  

Ketua PA Prabumulih, 

Lukmin,S.Ag.,M.E 

NIP. 19741010 200502 1 001 



LAMPIRAN 5 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

NOMOR  W6-A12/ 001 /OT.01.1/I/2023 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama : LUKMIN, S.Ag, ME 

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. 

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.  

Pihak  Pertama  pada tahun 2023 ini berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  yang 

seharusnya sesuai  lampiran  perjanjian  ini,  dalam  rangka  mencapai  target  kinerja  jangka 

menengah  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan. Keberhasilan 

dan  kegagalan  pencapaian  target  kinerja  tersebut  menjadi tanggung jawab pihak 

pertama. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas terhadap  capaian  kinerja  dari  perjanjian  ini  dan  mengambil  tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Prabumulih, 02 Januari 2023 

Pihak Kedua Pihak Pertama 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. LUKMIN, S.Ag, ME 

NIP. 195704131984031001 NIP. 197410102005021001 



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

NOMOR  W6-A12/ 001 /OT.01.1/I/2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 

2023 

1. 
Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat 

waktu. 100% 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan 

Upaya Hukum Banding. 96% 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi. 96% 

Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 92% 

2. 
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 

yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu. 96% 

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 

Mediasi. 40% 

3. 
Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum). 
84% 

4. 
Meningkatnya Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi). 100% 

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut: 

Kegiatan Anggaran 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 

Urusan Administrasi. 

Rp. 3.413.952.000 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 

Agung. 

Rp. - 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Rp. 37.450.000 

Prabumulih, 02 Januari 2023 

Ketua,  

LUKMIN, S.Ag, ME 

NIP. 197410102005021001 



LAMPIRAN 6 

RENCANA AKSI KINERJA 
 TAHUN 2023 



[Pengadilan Agama Prabumulih]   2 

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023 
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO 
SASARAN STATEGIS INDIKATOR TARGET 

I II III IV 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 25 30 35 100

c. Persentase  perkara  yang  tidak  mengajukan  upaya  hukum

banding
100 100 100 100

d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 70 75 78 90

d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi 70 72 79 98

e. Index  Persepsi  pencari  keadilan  yang  puas  terhadap  layanan
peradilan

70 80 90 100

NO AKSI / KEGIATAN 
JADWAL 

PELAKSANAAN 

(TRIWULAN) 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
ANGGARAN 

1 2 3 4 
1  Melakukan pendataan 

sisa perkara Tahun 
2022 

√  Terdapat data sisa 
perkara Tahun 2022 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

Pembinaan Administrasi dan 
Pengelolaan Keuangan 
Badan Urusan  Administrasi 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
Tepat Waktu 

‐ 

2  Mengevaluasi sisa 
perkara Tahun 2022  √ 

Diketahui penyebab 
perkara Tahun 
2022 yg belum 
diselesaikan 

3  Menyelesaikan sisa 
perkara Tahun 2022  √ 

Terselesaikannya 
sisa perkara 
Tahun2021 



[Pengadilan Agama Prabumulih]   3 

4  Membuat Berita Acara 
Sidang sesuai SOP  √ 

Berita Acara Sidang 
Tepat Waktu 

5  Melaksanakan 
Pemberitahuan isi 
putusan tepat waktu 

√ 
Pelaksanaan PBT 
tepat waktu 

6  Melakukan minutasi 
perkara tepat waktu  √ 

Tertibnya 
administrasi 
perkara 

7  Mendata dan 
mengevaluasi perkara 
yang belum selesai 
lebih dari 3 bulan 

√  √  √  √ 
Diketahui penyebab 
perkara belum 
diselesaikan 

8  Melakukan Penundaan 
Sidang dengan tengat 
waktu yg tidak terlalu 
lama 

√  √  √  √ 
Terdapat data perkara 
yang lebih 3 bulan 

9  Mencoret perkara 
yang sudah melebihi 
batas waktu teguran 

√  √  √  √ 
Penyelesaian perkara 
sesuai dengan asas 
peradilan 

10  Membuat Berita Acara 
Sidang sesuai dengan 
SOP 

√  √  √  √ 
Jarak Penundaan Sidang 
yang tidak 
terlalu lama 

11  Melakukan minutasi 
perkara tepat waktu  √  √  √  √ 

Menyelesaikan perkara 
yang melebihi 
batas waktu 

12  Menyampaikan 
Pemberitahuan Isi 
Putusan Secara Tepat 
Waktu 

√  √  √  √ 
Terlaksananya 
Pemberitahuan Isi 
Putusan tepat waktu 
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13  Melakukan pendataan 
terhadap perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum Banding 

√  √  √  √ 
Terdapat data perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

Pembinaan 
Administrasi 

dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan 
Urusan 

Administrasi 

Persentase 
Perkara yang 

tidak 
mengajukan 
Upaya Hukum 

Banding 

14  Melakukan Pendataan 
terhadap perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum Kasasi 

√  √  √  √ 
Terdapat data perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum Kasasi 

Persentase Perkara 
yang 
tidak 
mengajukan 
Upaya Hukum 
Kasasi 

15  Membentuk Tim 
Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 

√  √  Terbentuknya Tim 
Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

Index 
Persepsi 
Pencari 
Keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan 

16  Membuat jadwal 
pelaksanaan Survey 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) 

√  √  Terbentuknya Tim 
Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 

17  Mendata dan merekap 
Data SKM 

√  √  Data SKM 

18  Menyusun Laporan SKM  √  √  Laporan SKM 

19  Melakukan Sosialisasi 
Hasil SKM 

√  √  CPAR 

20  Membuat rencana tindak 
lanjut hasil SKM 

√  √  Rencana Aksi 
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NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR 

TARGET 

I II III IV 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada
parapihak tepat waktu 60 70 80 100 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 40 50 60 94 

NO AKSI / KEGIATAN 
JADWAL 

PELAKSANAAN 

(TRIWULAN) 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

ANGGARAN 

1 2 3 4 
1  Menginput tundaan 

sidang setelah sidang 
dilaksanakan 

√  √  √  √  Jadwal tundaan 
sidang tepat waktu 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

Persentase 
Salinan 
Putusan yang 
dikirim ke para 
pihak tepat 
waktu 

‐ 

2  Membuat Berita Acara 
Sidang setelah sidang 
dilaksanakan 

√  √  √  √ 
Berita Acara Sidang 
tepat waktu 

3  Membuat putusan 
sebelum sidang 
pembacaan putusan 

√  √  √  √ 
Putusan selesai 
tepat waktu 

4  Menginput amar dan 
tanggal putusan pada 
SIPP 

√  √  √  √ 
Data Putusan Tepat 
Waktu 

5  Mengunggah salinan 
putusan ke SIPP  √  √  √  √ 

E‐Doc salinan putusan tepat 
waktu 

6  Melakukan Evaluasi 
ketepatan waktu 
penyampaian salinan 

√  √  √  √ 
Tertibnya 
administrasi 
perkara 
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putusan 

7  Mengirimkan Hakim 
Mediator untuk mengikuti 
ujian sertifikasi mediator 

√  √  √  √ 
Meningkatnya kompetensi 
mediator 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

‐ 

8  Mendata perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

√  √  √  √ 
Laporan Perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

9  Mengevaluasi 
keberhasilan perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

√  √  √  √ 
Hasil Evaluasi 

10  Menyediakan ruang 
mediasi yang nyaman  √ 

Ruang Mediasi 
yang nyaman 
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NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR 

TARGET 

I II III IV 

3 Meningkatnya akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 25 50 75 100 
b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (Posbakum)
50 60 70 80 

NO AKSI / KEGIATAN 
JADWAL 

PELAKSANAAN 

(TRIWULAN) 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
ANGGARAN 

1 2 3 4 
1  Melakukam sosialisasi 

kepada masyarakat umum 
mengenai adanya program 
prodeo 

√  Adanya banner, pengumuman 
melalui website dan media 
social (FB,IG) 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama 

Persentase 
Perkara prodeo yang 
diselesaikan 

Rp.7.000.000,‐ 

2  Memeriksa  kelengkapan 
berkas perkara prodeo  √  √  √  √ 

Surat Keputusan Kuasa 
Pengguna Anggaran 

3  Mengajukan  SPM  untuk 
perkara  prodeo  yang 
diajukan 

√  √  √  √ 
Terbitnya SP2D Perkara 
prodeo yang diajukan 

4  Melakukan  pemanggilan 
kepada  para  pihak  sesuai 
dengan SOP 

√  √  √  √ 
Relaas panggilan para pihak 

5  Membuat  Berita  Acara 
Sidang sesuai dengan SOP  √  √  √  √ 

Berita Acara Sidang 

6  Menyampaikan 
pemberitahuan  isi  putusan 
kepada  para  pihak  tepat 
waktu 

√  √  √  √ 
Pemberitahuan Isi Putusan 



[Pengadilan Agama Prabumulih]   8 

7  Pertanggungjawaban 
pengajuan perkara prodeo 
oleh Bendahara 
Pengeluaran 

√  √  √  √ 
Arsip Bendahara Pengeluaran 

Membuat panitia 
pelaksanaan seleksi lelang 
Penyedia Layanan bantuan 
hukum 

√ 
Surat Keputusan mengenai 
panitia seleksi lelang melalui 
website dan medsos 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama 

Persentase 
Pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hokum (posbakum) 

Rp.30.450.000,‐ 

Seleksi lelang penyedia 
layanan bantuan hukum 

√  Pengumuman seleksi lelang 
melalui website dan medsos 

Melakukan MoU dengan 
pemenang lelang penyedia 
layanan bantuan hokum 

√ 
Surat Perjanjian Kerja 

Pembuatan surat gugatan 
tanpa dipungut biaya  √  √  √  √ 

Surat Gugatan para pihak 

Membuat laporan kegiatan 
pelayanan bantuan hokum  √  √  √  √ 

Laporan kegiatan pelayanan 
bantuan hukum 

Membuat Surat Perintah 
Membayar sesuai 
Perjanjian Kerja 

√  √  √  √ 
SPM 

Pertanggungjawabab 
kegiatan posbakum  oleh 
Bendahara Pengeluaran 

√  √  √  √ 
Arsip bendahara pengeluaran 
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NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR 

TARGET 

I II III IV 

4 Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

25 50 75 100 

NO AKSI / KEGIATAN 
JADWAL 

PELAKSANAAN 

(TRIWULAN) 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
ANGGARAN 

1 2 3 4 
1  Mendata, 

Mengidentifikasi putusan 
perkara yang ditindak 
lanjuti (dieksekusi) 

√  √  √  √ 
terdeteksi potensi 
putusan perkara yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama 

Persentase Putusan 
Perkara yang ditindak 
lanjuti (dieksekusi) 

‐ 

2  Melaksanakan  peringatan 
(aanmaning)  √  √  √  √ 

Terlaksananya pelaksanaan 
putusan (eksekusi) secara 
sukarela 

3  Membuat Surat 
Perintah pelaksanaan 
putusan (eksekusi) 

√  √  √  √ 
Terbitnya Surat 
Perintah 
Pelaksanaan 
putusan (eksekusi) 

4  Membuat Berita Acara 
Eksekusi sesuai SOP  √  √  √  √ 

Berita Acara Sidang 

 

 

Prabumulih, 02 Januari 2023 
Ketua,  

Lukmin, S.Ag., M.E. 
NIP. 19741010 200502 1 001 



LAMPIRAN 7 

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA 

AKSI PERJANJIAN KINERJA 



MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 

TAHUN 2023 TRIWULAN I/II/III/IV 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya 

proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan 

dan akuntabel 

a. Persentase perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum Banding,

96 % 99,60 % 103,75 % 

c. Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum Kasasi

96 % 100 % 104,17 % 

d. Index persepsi

pencari keadilan

yang puas terhadap

layanan peradilan

96 % 96 % 104,34 % 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata, 

mengidentifikasi dan 

mengevaluasi perkara 

yang lebih dari 5 bulan 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Melaporkan dan mencari 

solusi yang Tepat serta 

melaporkan ke PTA 

untuk perkara yang 

belum putus lebih dari 5 

bulan 

Terdata jumlah 

perkara yang lebih 

dari 5 bulan 

tidak ada 

permasalahan 

-



3 Pembuatan Berita Acara 

Sidang sesuai SOP dan 

menggunakan aplikasi 

SIPP sebagai penunjang 

BAS selesai tepat 

waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pelaksanaan pem 

beritahuan isi putusan 

tepat waktu 

Pelaksanaan PBT 

tepat waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pelaksanaan minutasi 

perkara tepat waktu 

Minutasi perkara tepat 

waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Mendata dan 

mengevaluasi 

penyelesaian perkara 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara melebibi 

ketentuan waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Melaksanakan 

persidangan sesuai asas 

persidangan cepat, 

sederbana dan biaya 

ringan 

Terlaksananya 

persidangan cepat 

sederbana dan biaya 

ringan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Menunda persidangan 

tidak terlalu lama (1 

minggu dan maksimal 2 

minggu) dalam kota, dan 

luar kota sesuai 

kebutuhan 

Adanya Jarak 

penundaan sidang 

yang tidak terlalu 

lama 

tidak ada 

permasalahan 

- 

9 Menyusun Jadwal 

Pelaksanaan dan 

Kebutuhan Survey 

kepuasan Masyarakat, 

serta melaksanakan SKM 

Jadwal dan 

pelaksanaan SKM, 

Kuesioner SKM 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Mendata dan merekap 

basil SKM 

Adanya Data hasil 

SKM 

tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Menyusun Laporan Hasil 

SKM 

Adanya Laporan SKM tidak ada 

permasalahan 

- 

12 Melakukan evaluasi 

berdasarkan basil SKM 

dan melakukan tinjauan 

Manajemen 

Adanya CPAR tidak ada 

permasalahan 

-



NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

2. Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase salinan

putusan yang

sampaikan tepat

waktu

96  % 100 % 104,17 % 

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi

40% 45,22% 113,05 % 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Menginput tundaan 

sidang setelah 

Adanya Jadwal 

Sidang Tundaan 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 sidang dilaksanakan Adanya BAS tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Membuat Berita Acara 

Sidang setelah sidang 

dilaksanakan 

Adanya Data 

Putusan di SIPP 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Membuat Putusan 

sebelum sidang 

Adanya e-doc

Salinan Putusan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Menginput Amar 

Putusan dan Tanggal 

Adanya SK dan 

Jadwal Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Putusan di SIPP setelah 

Sidang Putusan 

Adanya Publikasi 

Nama dan Jadwal 

Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Mengusulkan Hakim-

Hakim yang belum 

bersertifikat mediator 

Adanya Usulan 

Diklat Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

-



9 Menyiapkan instrumen-

instrumen kelengkapan 

pelaksanaan mediasi 

Adanya Instrumen 

Pelaksanaan 

Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Menyiapkan sarana 

(ruangan, kelengkapan 

ruangan) mediasi 

Adanya Sarana 

Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Merekapitulasi basil 

pelaksanaan mediasi 

Adanya Laporan 

Pelaksanaan 

Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

3. Meningkatnya 

akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum).

84 % 100 % 119,05 % 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN 

PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 

1 Mensosialisasikan 

program bantuan 

pembebasan biaya 

perkara 

Adanya 

lnformasi 

ketersediaan 

bantuan 

pembebasan 

biaya perkara 

tidak ada 

permasalahan 

-



2 Menerima permohonan 

pembebasan biaya 

perkara 

Adanya 

Permohonan 

pembebasan 

biaya perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Menerbitkan SK untuk 

pembebanan biaya 

perkara 

Adanya SK 

Pembebanan 

biaya perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Peng um um an Rencana 

Pengadaan melalui 

Aplikasi SIRUP 

Adanya 

Terumumkannya 

pengadaan 

melalui aplikasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pengajuan Pejabat 

Pengadaan/ Pokja 

Pengadaan Jasa 

Konsultasi Posbakum 

Adanya 

Permohonan 

Pejabat/Pokja 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Pengadaan/Seleksi Jasa 

Konsultasi Posbakum 

Adanya Proses 

Pengadaan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Pemberian Layanan 

Bantuan Hukum melalui 

Posbakum 

Adanya Layanan 

Posbakum 

tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100 % 100% 100% 

Rata- rata capaian 105,29 % 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN 

PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 

1 Mendata Putusan sudah 

Berkekuatan Hukum 

Tetap 

Adanya Daftar 

Perkara BHT 

tidak ada 

permasalahan - 

2 Pembuatan Akta Cerai Adanya 

Pembuatan Akta 

tidak ada 

permasalahan 

-



Cerai 

3 Memeriksa kelengkapan 

eksekusi 

Adanya Ceklist 

Kelengkapan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Menindaklanjuti 

Permohonan Eksekusi 

Adanya 

Permohonan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Melaksanakan Eksekusi Adanya 

Pelaksanaan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 

Melakukan Koordinasi 

dengan Pihak Terkait 

(Kepolisian, BPN, KPKNL, 

Desa/Keluarahan, 

SAMSAT) 

Adanya Hasil 

Koordinasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

Prabumulih, 02 Januari 2024 

Ketua,  

LUKMIN, S.Ag, ME 

NIP. 197410102005021001 
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PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023



PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu

100 % 100,00% 100,00% 

b. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding

96% 99,60% 103,75% 

c. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi

96% 100,00% 104,17% 

d. Index persepsi pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

92 % 96,00% 104,34 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 103,06 

SASARAN STRATEGIS 2 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase salinan putusan yang

disampaikan tepat waktu

b. Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi 

96 % 

40 % 

100 % 

45,22 % 

104,17 % 

113,05 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 108,61% 

SASARAN STRATEGIS 3 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

b. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

100 % 

84 % 

100 % 

100 % 

100 % 

119,05 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 109,53% 

SASARAN STRATEGIS 4 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100 % 100 % 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 100% 

RATA –RATA CAPAIAN 105,29% 



LAMPIRAN 9 

PENCAPAIAN KINERJA BERKALA PER TRIWULAN 
TAHUN 2023



 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
jend Sudirman Kel Patih Galung  Telp. 0713-3311680  Fax. 0713-3311680 

Prabumulih  - Sumatera Selatan  31127 

e-mail : pa.prabumulih@gmail.com

LAPORAN KINERJA  

TRIWULAN  TAHUN 2023 

 Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;

 Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

 Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan

Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut

dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi

kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
jend Sudirman Kel Patih Galung  Telp. 0713-3311680  Fax. 0713-3311680 

Prabumulih  - Sumatera Selatan  31127 

e-mail : pa.prabumulih@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023 

N

o. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(%) 

Realisasi Triwulan 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

Input Realisasi Capaian 

(%) 

Input Realisasi Capaian 

(%) 

Input Realisasi Capaian 

(%) 

Input Realisasi Capaian 

(%) 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu 

100  125 125 

100,00% 

100,00 94 94 

100,00% 

100,00 125 125 

100,00% 

100,00 110 110 

100,00% 

100,00 

2. Index Persepsi 

Pencari Keadilan 

Yang Puas Terhadap 

Layanan Peradilan 

92  0 0 

0,00% 

0,00 100 92 

92,00% 

100,00 0 0 

0,00% 

0,00 100 100 

100,00% 

108,69 

3. Persentase Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

96  125 125 

100,00 % 

104,17 94 94 

100,00% 

104,17 125 125 

100,00% 

104,17 110 110 

100,00% 

104,17 

4. Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

96  125 123 

98,40% 

102,50 94 94 

100,00% 

104,17 125 125 

100,00% 

104,17 110 110 

100,00% 

103,75 



 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
jend Sudirman Kel Patih Galung  Telp. 0713-3311680  Fax. 0713-3311680 

Prabumulih  - Sumatera Selatan  31127 

e-mail : pa.prabumulih@gmail.com

5. Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

84  90 90 

100,00% 

119,05 98 98 

100,00% 

119,05 123 123 

100,00% 

119,05 146 146 

100,00% 

119,05 

6. Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

100  9 9 

100,00% 

100,00 1 1 

100,00% 

100,00 3 3 

100,00% 

100,00 0 0 

0,00% 

0,00 

7. Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata 

Agama yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

100  125 125 

100,00% 

100,00 94 94 

100,00% 

100,00 125 125 

100,00% 

100,00 110 110 

100,00% 

100,00 

8. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata Agama yang 

disampaikan ke para 

Pihak tepat waktu 

96  125 125 

100,00% 

104,17 94 94 

100,00% 

104,17 125 125 

100,00% 

104,17 110 110 

100,00% 

104,17 

9. Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

40  30 7 

23,33% 

58,32 20 6 

30,00% 

75,00 32 10 

31,25% 

78,12 27 26 

96,30% 

240,75 

90,41 98,73 91,33 100,73 91,40 101,21 99,53 122,62 

Nilai rata rata 105,29 



 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
jend Sudirman Kel Patih Galung  Telp. 0713-3311680  Fax. 0713-3311680 

Prabumulih  - Sumatera Selatan  31127 

e-mail : pa.prabumulih@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN 

No Kegiatan Anggaran 

1 Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Rp7.000.000,- 

2 Meningkatkan persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum)  

Rp.30.450.000,- 

Prabumulih, 2 Januari 2024 

Ketua, 

Lukmin,S.Ag.,M.E 



LAMPIRAN 10 

LAPORAN PERNYATAAN REVIU LKJIP 



LAMPIRAN III   

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023  

TANGGAL : 17 Juli 2023  

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih 

untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi 

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman 

Pengadilan Agama Prabumulih.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan 

secara akurat, andal dan valid.  

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan 

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. 

Prabumulih, 5 Januari 2024 

Pereviu I, Pereviu II, 

Fiqhan Hakim,S.H.I Humaidi,S.H 



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH     
Jalan Jendral Sudirman, Patih Galung Kecamatan, Prabumulih Barat  

Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31127. www.pa-prabumulih.go.id, pa.prabumulih@gmail.com 

Prabumulih, 29 Desember  2023 

Nomor   : W6-A12/358/0T.01.1/I/2023 

Lampiran : 1 (satu) exsamplar 

Hal : Laporan Hasil Reviu 

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

  Pengadilan Agama Prabumulih 

  Tahun Anggaran 2023 

Yth. Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Di Tempat  

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih No.W6-

A12/971/OT.01.1/XII/2022 perihal Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023, kami telah 

melakukan serangkaian aktivitas reviu untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai 

akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Agama Prabumulih TA 2023 maka dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih TA 2023. 

Hasil reviu adalah sebagai berikut : 

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama

Prabumulih TA 2023 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen

Pengadilan Agama Prabumulih. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas

atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami,

tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini

keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

1. Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah;

http://www.pa-prabumulih.go.id/
mailto:pa.prabumulih@gmail.com


2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Sekma Nomor 878/SEK/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

4. Keputusan Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

di Bawahnya;

5. SK Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor No.W6-A12/971/OT.01.1/XII/2022

tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023;

3. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 1 s.d. 29 Desember 2023 (29 hari). Pelaksanaan Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2023 dilakukan secara paralel dengan

waktu pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023, hal ini dimaksudkan agar penyampaian

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun

Anggaran 2023 dapat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

1. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,

keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja TA 2023

kepada satuan kerja Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Sasaran reviu adalah meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023 yang disajikan oleh Bagian

Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Prabumulih.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama

Prabumulih Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Metode pengumpulan data/informasi

2. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

3. Penyusunan kertas kerja reviu



Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah berdasarkan penyajian data 

kinerja manajemen. 

6. Simpulan

1. Penyajian Laporan Kinerja

Penyajian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih

Tahun Anggaran 2023 telah menggunakan format laporan kinerja sebagaimana

ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Mekanisme Penyusunan

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023 disusun oleh

Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan pelaporan Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah cukup, didukung dengan data

yang memadai.

3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari Kepaniteraan/Kesekretariatan ke

bagian Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan pelaporan Pengadilan Agama

Prabumulih terdiri dari Laporan Bulanan dan Tahunan yang telah diatur dalam

Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Internal Pengadilan Agama Prabumulih Nomor :

W6-A12/ 303/ OT.01.1/ XII/2022.

4. Data /informasi kinerja yang telah disampaikan dalam Laporan Kinerja telah cukup

dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang sesuai SOP.

3. Substansi

a. Sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam dokumen Perjanjian

Kinerja.

b. Sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan Renstra Pengadilan Agama

Prabumulih Tahun 2020-2024.

c. Sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

d. Sasaran, indikator dan target kinerja dalam Renstra Pengadilan Agama Prabumulih

2020-2024 merupakan target indikator kinerja sasaran dalam Perjanjian Kinerja.

e. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan Dokumen IKU

yang telah ditetapkan



f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah cukup menyatakan tujuan/sasaran.

g. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah cukup SMART.

4. Penyampaian Laporan Kinerja

Penyampaian laporan kinerja paling lambat 28 Februari 2024 dalam bentuk hardcopy

kepada Kepala Badan Urusan Administrasi cq Biro Perencanaan dan Organisasi serta

mengunggah pada aplikasi eSAKIP Komdanas, eSAKIP Reviu KemenpanRB dan Publikasi ke

web Pengadilan Agama Prabumulih sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung

Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023.

7. Rekomendasi

Memperhatikan ketentuan Keputusan Sekma Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023  tentang

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, tim reviu merekomendasikan sebagai berikut :

1. Segera melengkapi dan menyampaikan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023 dan dokumen SAKIP lainnya

melalui pos (kirim hardcopy), aplikasi eSAKIP KOMDANAS, eSAKIP Reviu MenpanRB dan

web PA Prabumulih;

2. Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan

penganggaran dimasa yang akan datang;

3. Mendorong terciptanyan inovasi manajemen untuk peningkatan kinerja di masa yang

akan dating;

4. Mengembangkan sistem AKIP dengan berbasis aplikasi kinerja yang terintegrasi;

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan 

Agama Prabumulih  Tahun Anggaran 2023 disampaikan untuk dimaklumi. 

Prabumulih, 29 Desember 2023 

Ketua Tim, 

Muhammad Firdaus, S.Kom 



LAMPIRAN II   

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023  

TANGGAL : 17 Juli 2023 

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO Pernyataan cheklist 

1 Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah 

menampilkan data penting IP 

2. LKj telah menyajikan informasi target

kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP

yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang

mendukung informasi pada badan

laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke

depan

6. Telah menyajikan akuntabilitas 

keuangan

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

2 Mekanisme Penyusunan 1. LKj IP disusun oleh unit  kerja yang

memiliki tugas fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampikan dalam LKj

telah didukung dengan data yang

memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian

data dan informasi dari unit kerja ke unit

penyusun LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab

pengumpulan data/informasi di setiap

unit kerja

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan

dalam LKj telah diyakini keandalannya

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah

diketahui oleh unit kerja terkait

7. LKj IP bulanan merupakan gabungan

partisipasi dari dibawahnya.

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

3 Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian

kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras

dengan rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam Indikator

Kinerja

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam Indikator

Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang memadai

√ 

√ 

√ 

√ 

√



7. Telah terdapat perbandingan data kinerja

dengan tahun lalu, standar nasional dan

sebagainya yang bermanfaat

8. IKU dan IK telah cukup mengukur

tujuan/ sasaran

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan
yang memadai

10. IKU dan IK telah SMART

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Prabumulih, 5 Januari 2024 

Pereviu I, Pereviu II, 

Fiqhan Hakim,S.H.I Humaidi,S.H 



LAMPIRAN 11 

SK TIM PENYUSUNAN LKJIP 



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NOMOR : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024 

TENTANG 

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, 

Menimbang  :                  a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan 
laporan tahunan Pengadilan Agama Prabumulih Kelas 
II tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP 
Tahun 2023; 

b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang 
Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya 
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Pedoman Penyusnan Pelaporannya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga;

4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan 

KESATU 

: 

: 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
(SAKIP) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 
2023; 

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama 
Prabumulih Nomor: W6-A12/ 037 /OT.01.2/SK/I/2023 
Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Tim Penyusunan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat 
keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023; 



KETIGA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat 
Keputusan ini menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Kelas 
II Tahun 2023; 

KEEMPAT : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan 
keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh 
kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini; 

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; 

Ditetapkan di  Prabumulih 
Pada tanggal 02 Januari 2024 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

LUKMIN 

Tembusan : 
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang 



LAMPIRAN I 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 
Nomor     : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024 
Tanggal  : 02 Januari 2024 

TENTANG 

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

No Nama Jabatan dalam Dinas Jabatan dalam Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Lukmin,S.Ag.,M.E 

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H 

Ahmad Marzuki,S.Ag.,M.H 

Muhammad Firdaus, S.Kom 

Nani Kurniati,S.Kom 

Nurbaiti, S.Th.I. 

Eny Andriany,S.M 

Indah Wahyu Ramadhany, A.Md 

Silvy Monica,A.Md 

Nurlinda Sari, SH 

Al’Muallif, S.Ag. 

Hafisi, S.H 

Siti Nur Zhafira,S.H 

Venia Ananti Fidiamtiz,A.Md 

Ketua 

Wakil Ketua 

Panitera 

Sekretaris 

Kasubbag PTIP 

Kasubbag Umum dan Keuangan 

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 

Pengelola Sistem dan Jaringan 

Bendahara Pengeluaran 

Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Gugatan 

Panitera Muda Permohonan 

Analisis Perkara Peradilan 

Pengelola Perkara 

Penanggung jawab 

Pengarah 

Ketua Tim 

Wakil Ketua 

Sekretaris Tim 

Koordinator Tim Pengelola Data 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Koordinator Tim Pengumpul Data 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

LUKMIN 



LAMPIRAN II 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 
Nomor     : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024 
Tanggal  : 02 Januari 2024 

STRUKTUR TIM PENYUSUNAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

LUKMIN 

Penanggung jawab 

Pengarah 

Ketua Tim 

Wakil Ketua Tim 

Sekretaris 



LAMPIRAN III 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 
Nomor     : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024 
Tanggal  : 02 Januari 2024 

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

1. Penanggung jawab
a. Mengkoordinasikan penyusunan laporan SAKIP bersama seluruh anggota tim;
b. Bertanggung jawab agar penyusunan laporan SAKIP dapat selesai tepat waktu;
c. Memantau perkembangan/kemajuan dari pekerjaan Tim melalui Ketua Tim;
d. Menetapkan Keputusan tentang pembentukan Tim Penyusunan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama
Prabumulih;

e. Menyampaikan laporan kepada pengarah mengenai perkembangan/kemajuan
pelaksanaan penyusunan Laporan SAKIP;

f. Mengevaluasi hasil pekerjaan tim penyusunan SAKIP tahun 2023 PA
Prabumulih;

2. Pengarah
a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan

kegiatan penyusunan laporan SAKIP PA Prabumulih Tahun 2023;
b. Memberikan arahan kepada seluruh anggota tim dalam hal pelaksanaan

pengumpulan data serta pengolahan data SAKIP;
c. Menentukan batas waktu penyusunan laporan SAKIP;

3. Ketua TIM
a. Mengkoordinasikan pekerjaan antara tim pengumpul data dan tim pengolah

data;
b. Menetapkan batas waktu untuk pengumpulan data yang selanjutnya

diserahkan kepada tim pengelola data untuk disusun dokumennya;
c. Menerima laporan dari masing-masing Koordinator tim mengenai 

perkembangan/kemajuan dari pekerjaan tim;
d. Melaporkan kepada penanggung jawab mengenai perkembangan/kemajuan

dari pekerjaan tim;

4. Wakil Ketua Tim
a. Membantu ketua tim dalam penyusunan Laporan SAKIP;
b. Berkoordinasi dengan sekretaris, koordinator tim pengumpul data dan

koordinator tim pengelola data dalam hal teknis penyusunan laporan SAKIP;
c. Memastikan semua data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan SAKIP

tersedia;

2. Sekretaris
a. Melaksanakan proses surat menyurat yang berkaitan dengan penyusunan

SAKIP;
b. Menyimpan semua arsip pelaksanaan kerja tim berupa surat menyurat,

undangan rapat, notulen, daftar hadir dan bukti pengiriman selama proses
penyusunan Laporan SAKIP;

c. Menyerahkan semua arsip pelaksanaan kerja tim kepada Kasubbag PTIP
setelah laporan SAKIP selesai disusun dan dikirmkan;

3. Koordinator Tim pengumpul Data
a. Berkoordinasi dengan semua anggota tim untuk pengumpulan data yang tidak

lengkap saat penyusunan laporan SAKIP;
b. Berkoordinasi dengan koordinator tim pengelola data jika ada data yang tidak

lengkap saat penyusunan laporan SAKIP;
c. Melaporkan hasil kinerja tim kepada ketua tim;

4. Anggota Tim pengumpul Data
a. Menyiapkan bahan dan data untuk laporan SAKIP sesuai dengan format yang

telah disediakan;



b. Melaporkan kepada ketua tim jika terdapat data yang kurang;
c. Menyerahkan data yang diminta kepada ketua tim untuk selanjutnya

diserahkan kepada ketua tim pengelola data;

5. Koordinator tim pengelola data
a. Mengkoordinir seluruh anggota tim dalam hal pengelola data SAKIP;
b. Melakukan pengelola data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP
c. Menyusun dokumen dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu rencana

strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja,
pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja;

6. Anggota Tim pengelola data
a. Melakukan pengelolaan data setelah diterima dari tim pengumpul data;
b. Menyusun dokumen sesuai dengan outline yang telah ditentukan;
c. Melaporkan kepada koordinator tim jika ada data yang kurang;
d. Menyerahkan laporan SAKIP kepada koordinator tim setelah disusun untuk

dievaluasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

     LUKMIN 



LAMPIRAN 12 

ANALISIS EFISIENSI 



ANALISIS EFISIENSI 

SASARAN STRATEGIS 1 : 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL 

DATA REALISASI TAHUN 2023 

Indikator Kinerja Target 2023 Realisasi 

2023 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi Result 

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100,00% 100,00% 454 454 100% 

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Banding,

96% 99,60% 103,75% 454 452 99,56% 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

96% 100,00% 104,17% 454 454 100% 

d. Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan

92 % 96,00% 104,34 % 200 192 96% 

Rata-rata capaian kinerja fisik 96% 98,9% 103,06% 390 388 98,89 

Rata-rata capaian kinerja keuangan 10.289.894.500 10.124.588.989 98,39 10.289.894.500 10.124.588.989 98,39 

SASARAN STRATEGIS 1 : 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

DATA REALISASI TAHUN 2023 

Indikator Kinerja Target 

2023 

Realisasi 

2023 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi Result 

Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu 96 % 100 % 104,17 % 454 454 100% 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 40 % 45,22 % 113,05 % 106 49 46,22% 

Rata-rata capaian kinerja fisik  96% 100,00% 104,17% 280 251 73,11 

Rata-rata capaian kinerja keuangan  476.266.500 467.707.500 98,20 476.266.500 467.707.500 98,20 



SASARAN STRATEGIS 1 : 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN 

DATA REALISASI TAHUN 2023 

Indikator Kinerja Target 

2023 

Realisasi 

2023 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi Result 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 % 100 % 100 % 13 13 100% 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). 

84 % 100 % 119,05 % 457 457 100% 

Rata-rata capaian kinerja fisik 96% 100,00% 104,17% 235 235 100% 

Rata-rata capaian kinerja keuangan 37.450.000 37.450.000 100% 37.450.000 37.450.000 100% 

SASARAN STRATEGIS 1 : 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

DATA REALISASI TAHUN 2023 

Indikator Kinerja Target 

2023 

Realisasi 

2023 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi Result 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 % 100 % 100% 454 454 100% 

Rata-rata capaian kinerja fisik  96% 100,00% 104,17% 454 454 100% 

Rata-rata capaian kinerja keuangan  3.405.000 3.405.000 100% 3.405.000 3.405.000 100% 

KESIMPULAN 

Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 efektif yaitu sebesar 103,89%. 

Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,14% 

Karena capaian kinerja fisik (103,89%) > realisasi anggaran (99,14%), maka Sasaran Strategis dicapai secara Efisien. 

Prabumulih, 5 Januari 2024 

Ketua, 

Lukmin,S.Ag.,M.E 
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SK PENYUSUNAN REVIU IKU 
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KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NOMOR : W6-A12/ 037 /OT.01.2/SK/I/2023 

TENTANG 

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Menimbang :  1.  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  3  
dan   pasal  4 Peraturan  Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi 
Pemerintah;   

2.  bahwa dengan berakhirnya masa Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-
2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan 
Agama Prabumulih perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama; 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor  3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang - undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor  :  8  Tahun  2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur
Negara    Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian 
Dokumen SAKIP; 

8. SK Sekma RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022  tanggal
31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pada pengadilan Tingkat Banding dan
pengadilan tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

9. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Prabumulih  tanggal 04 Januari
2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Agama Prabumulih;

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH  
TENTANG  PENETAPAN REVIU  INDIKATOR KINERJA 
UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH; 

KESATU :  Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam 
lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang 
digunakan oleh Pengadilan Agama Prabumulih, untuk 
menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, 
Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi 
pencapaian kinerja; 

KEDUA :  Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama 
bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di 
Lingkungan MA RI  dan Pengadilan Agama Prabumulih     
agar  tetap memiliki IKU yang valid dan dapat 
dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian 
pelaksanaan program dan kegiatan; 

KETIGA :  Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila  di kemudian hari terdapat 
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; 
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Ditetapkan di  Prabumulih   

Pada tanggal    03 Januari 2023 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

LUKMIN 



2020 - 2024 [REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA] 

4 

Lampiran 
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Nomor : W6-A12/ 037 /OT.01.2/SK/I/2023 

Tanggal :  03 Januari 2023 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

I. SASARAN STRATEGIS

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGU

NG JAWAB 

SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan Tepat 

Waktu 

A. Definisi Operasional Indikator

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan;

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka

waktu penyelesaian pada SIPP;

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2

Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan;

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan;

B. Formula Perhitungan

         Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu  x 100% 

   Jumlah perkara yang diselesaikan 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara tepat waktu, 

makamenunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Bulanan dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

A. Definisi Operasional Indikator

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah

jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding.

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan;

B. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x 100%

     Jumlah Perkara yang diselesaikan 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan,

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan

dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

A. Definisi Operasional indikator

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal

43 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap

perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan

lain oleh Undang-Undang;

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah

perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari

upaya hukum banding;

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan;

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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 Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi

B. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan 

C. C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan,

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan

dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Index Kepuasan Pencari Keadilan A. Definisi Operasional Indikator

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan

Publik

 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara

komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik

 Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan

 Formula Perhitungan

B. FORMULA PERHITUNGAN

      Index Kepuasan Pencari Keadilan  

SKM unit pelayanan = total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang 

 total unsur yang terisi 

 SKM Unit pelayanan x 25 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, Nilai Persepsi minimal 3,6  dengan nilai konversi interval IKM Index harus

Panitera dan 

sekretaris 

Laporan 

Bulanan, 

Semesteran 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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80., maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Semesteran/Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80

NILAI 

PERSEPSI 

NILAI 

INTERVAL 

SKM 

NILAI INTERVAL 

KONVERSI SKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA 

UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00-2,59 25,00-64,99 D TIDAK BAIK 

2 2,60-3,06 65,00-76,60 C KURANG BAIK 

3 3,06-3,53 76,61-88,30 B BAIK 

4 3,53-4,00 88,31-100,00 A SANGAT BAIK 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu

A. Definisi Operasional Indikator

 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat

waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan

yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan

putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan

kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.

 Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada

tahun berjalan.

B. Formula Perhitungan

  jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu  x 100% 

Jumlah putusan 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Salinan Putusan yang disampaikan tepat

waktu  , maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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 Semesteran/Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja

 0% s.d. 100% 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi

A. Definisi Operasional Indikator

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .

 Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi

yang berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian;

 Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang

masuk pada tahun berjalan.

 Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya

(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil

sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya

a. B. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% 

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ,

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Tahunan

F. E. Treshold/Ambang Kinerj

0% s.d. 100%

Panitera Laporan 

Semesteran 

dan 

Laporan 

Tahunan 

3. Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 

A. Definisi Operasional Indikator

 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

adalah pembebasan biaya perkara.

 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah perkara prodeo yang

diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni)

proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.

 Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak

perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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B. Formula Perhitungan

 Jumlah Perkara prodeo yang Diselesaikan   x 100% 

   Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Perkara prodeo yang     Diselesaikan,maka

menunjukan kinerja semakin baik\

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Bulanan dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

A. Definisi Operasional Indikator

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak

mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi

konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.

 Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada

register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan

hukum denganjumlah layanan hukum yang terdaftar pada register

Posbakum)

 Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu

membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.

 Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan

dalam IKU nva pengadilan.

B. Formula Perhitungan

  Layanan Bantuan Hukum        x 100% 

Jumlah permohonan layanan hukum 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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Ditetapkan di Prabumulih 
Pada tanggal  03 Januari 2023 

KETUA, 

  LUKMIN 

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ,maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Bulanan dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

4. Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

A. Definisi Operasional Indikator

 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.

 Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat

dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diaiukan

permohonan eksekusi

B. Formula Perhitungan

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)       x 100% 

      Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi 

C. Satuan yang digunakan

Persentase

D. Trend/Polaritas

Positif, semakin rendah Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi

maka menunjukan kinerja semakin baik

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN

Bulanan dan Tahunan

F. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



LAMPIRAN 14 

SK TIM REVIU RENSTRA 



ii

SK TIM REVIU RENSTRA 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
NOMOR :  W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA 2020-2024 
PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Menimbang      :     a. bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi Renstra 2020 – 2024 Pengadilan 

Agama Prabumulih, maka dipandang perlu untuk membentuk tim penyusunan 

review renstra 2018 – 2023 Pengadilan Agama Prabumulih; 

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan

mampu sebagai Tim Penyusunan Review Renstra 2020-2024 pada Pengadilan

Agama Prabumulih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian; 

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana

diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan

Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan

Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;



iii

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan MENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan MENPAN Nomor 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

10. Surat Keputusan LAN Nomor 239/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan  : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA 2020 - 2024 PADA 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH; 

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: W6-

A12/057/OT.01.2/SK/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Membentuk kembali Tim 

Penyusunan Review Renstra 2020 – 2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih dengan 

susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala 

sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini; 

KETIGA Keputusan ini diberikan   kepada yang bersangkutan  untuk diketahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya; 

Ditetapkan di  : PRABUMULIH 
Pada tanggal  : 02 Januari 2023 
KETUA, 

Lukmin, S.Ag., M.E. 
NIP. 19741010 200502 1 001 



iv

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
NOMOR  :  W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA 2020 – 2024 

PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO N A M A JABATAN DINAS JABATAN DALAM TIM 

1 Lukmin, S.Ag., M.E. Ketua Penasihat Tim 

2 Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. Wakil Ketua Pengawas Tim 

3 Fiqhan Hakim, S.H.I. Hakim Pengawas Tim 

4 Humaidi, S.H. Hakim Pengawas Tim 

5 Muhammad Firdaus, S.Kom Sekretaris Ketua Tim 

7 Ahmad Marzuki, S.Ag. Panitera Anggota

8 Rizki Amelia, S.E., S.H. Panmud Hukum Anggota

9 Hafisi, S.H. Panmud Gugatan Anggota 

10 Al Muallif, S.Ag Panmud Permohonan Anggota 

11 Nurbaiti, S.Th.I 
Kepala Sub Bagian Umum 

dan Keuangan 
Anggota 

12 Rada Faisal, S.Kom., M.H. 

Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana 

Anggota 

Ditetapkan di  : PRABUMULIH 
Pada tanggal  : 02 Januari 2023 
KETUA, 

Lukmin, S.Ag., M.E. 
NIP. 19741010 200502 1 001 



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NOMOR :  42/KPA.W6-A12/SK.RA1.3/I/2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA RENSTRA 2020-2024 
PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Menimbang     :                  a. bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi Renstra 
2020 – 2024 Pengadilan Agama Prabumulih, maka 
dipandang perlu untuk membentuk tim penyusunan 
review Ketiga renstra 2020 – 2024 Pengadilan Agama 
Prabumulih; 

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai
Tim Penyusunan Review Ketiga Renstra 2020-2024
pada Pengadilan Agama Prabumulih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian; 

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan
undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama; 

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan
Agama ke Mahkamah Agung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan MENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;



9. Peraturan MENPAN Nomor 29/2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

10
. 
Surat Keputusan LAN Nomor  239/2003 tentang
Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA 
RENSTRA 2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA 
PRABUMULIH; 

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama 
Prabumulih Nomor: W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023 
Tanggal 02 Januari 2023 dan Membentuk kembali Tim 
Penyusunan Review Ketiga Renstra 2020 – 2024 pada 
Pengadilan Agama Prabumulih dengan susunan tim 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan 
diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini; 

KETIGA Keputusan  ini diberikan  kepada  yang bersangkutan  
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana 
mestinya; 

Ditetapkan di Prabumulih 
Pada tanggal 2 Januari 2024 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

LUKMIN 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
NOMOR : 42/KPA.W6-A12/SK.RA1.3/I/2024 
TANGGAL : 2 Januari 2024 

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA RENSTRA 
2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO N A M A JABATAN DINAS 
JABATAN 

DALAM TIM 

1 Lukmin, S.Ag., M.E. Ketua Penasihat Tim 

2 
Erni Melita Kurnia Lestari, 

S.H.I., M.H. 
Wakil Ketua Pengawas Tim 

3 Fiqhan Hakim, S.H.I. Hakim Pengawas Tim 

4 Humaidi, S.H. Hakim Pengawas Tim 

5 Muhammad Firdaus, S.Kom Sekretaris Ketua Tim 

7 Ahmad Marzuki, S.Ag. Panitera Anggota 

8 Nani Kurniati,S.Kom Kasubbag PTIP Anggota 

8 Nurlinda Sari,SE,SH Panmud Hukum Anggota 

9 Hafisi, S.H. 
Panmud 

Permohonan 
Anggota 

10 Al Muallif, S.Ag Panmud Gugatan Anggota 

11 Nurbaiti, S.Th.I 
Kepala Sub Bagian 

Umum dan 
Keuangan 

Anggota 

12 Eny Andriany, SM. 

Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 
Laksana 

Anggota 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

LUKMIN 



LAMPIRAN 15 

SK PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN 

PENGUMPULAN DATA KINERJA 



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

 NOMOR : 45/KPA.W6-A12/SK.RA1.9/I/2024 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA 
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan dan akuntabilitas kinerja 
diperlukan adanya pedoman Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan 
Agama Prabumulih; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
maka Pengadilan Agama Prabumulih perlu melakukan
penyelarasan perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pengendalian dan pelaporan kinerja, serta
evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, berupa
perbaikan kinerja secara berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Prabumulih tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan
Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun 2023;



Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di Pengadilan;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan IKU;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkmah Agung
RI dan Badan Peradilan dibawahnya;

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN 
PENGUMPULAN DATA KINERJA PENGADILAN AGAMA 
PRABUMULIH TAHUN 2023 

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Nomor : W6-A12/336/OT.01.1/XII/2022 Tanggal 28 

Desember 2022 Tentang Pedoman Teknis pengukuran dan 

pengumpulan Data kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 

2023; 

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan 
Data Kinerja PA Prabumulih sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini; 

KETIGA : Menetapkan mekanisme pengumpulan dan pengukuran 
kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan 
pengukuran Data kinerja, mekanisme apabila terjadi 
kesalahan penginputan data kinerja serta jadwal monev 



pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya; 

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada tanggal 2 Januari 2024 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, 

LUKMIN 



LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
NOMOR   : 45/KPA.W6-A12/SK.RA1.9/I/2024 
TANGGAL :  02 Januari 2024 

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai 

aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, pada komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, yang 

dinilai/dievaluasi meliputi: 

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan;

2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara

efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;

3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment

serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan 

adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat 

efektivitas dan efisiensi pencapaian output dan outcome yang dihasilkan dari suatu 

program/kegiatan. Standar baku tersebut mencakup teknis dan metode pengukuran 

kinerja, cara pengukuran dan waktu pengukuran serta sumber data yang akurat, dengan 

memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi eSAKIP kOMDANAS dan 

eKinerja BKN). 

Hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam rangka 

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Prabumulih. 



B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan di Bawahnya.

C. MANFAAT PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

1. Mengetahui kinerja yg telah dicapai melalui upaya-upaya (kebijakan, program,

kegiatan) yang telah dilakukan;

2. Dasar peningkatan kinerja yang direncanakan untuk tahun berikutnya;

3. Menjadi (salah satu) dasar pengambilan keputusan;

4. Sebagai alat komunikasi baik internal maupun eksternal;

5. Untuk mengidentifikasi kepuasan pemanfaatan pelayanan kepada stake holders.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari panduan pengukuran dan pengumpulan data kinerja ini

adalah sebagai:

1. Langkah aksi penyempurnaan dokumen AKIP Pengadilan Agama Prabumulih;

2. Pembangunan sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pengadilan Agama

Prabumulih;

3. Sebagai panduan/pedoman Pengadilan Agama Prabumulih, dalam rangka

pelaksanaan pengukuran dan Pelaporan kinerja secara berkala;

4. Peningkatan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dan penyamaan persepsi

pengukuran kinerja;

BAB II 

PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA 

A. Pengertian Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja

dengan target kinerja.



Pengumpulan Data Kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

kinerja yang telah ditetapkan masing-masing penanggungjawab data tersebut dan 

penanggungjawab kegiatan pengumpulan data kinerja secara keseluruhan, baik secara 

manual ataupun digital. 

B. Prinsip Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian

(keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari

penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya

informasi kinerja yang lengkap, PA Prabumulih kegagalan, mempertahankan keberhasilan,

dan meningkatkan kinerja.

Dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, hal penting yang harus 

dilakukan adalah: 

1. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap,

tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka

perbaikan kinerja PA Prabumulih. Untuk itu perlu dibangun mekanisme pengumpulan

data kinerja tiap indikator kinerja dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam

pencapaian kinerja;

2. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja Ketua PA Prabumulih;

3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan target dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil

pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang akan digunakan dalam

penyusunan laporan kinerja.

BAB III 

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR 

A. Sasaran Strategis pertama :

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Definisi Operasional Indikator

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) 

Lingkungan Peradilan; 

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu 

penyelesaian pada SIPP; 



Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus 

dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada 

Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan; 

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi 

pada tahun berjalan; 

II.  Indikator Kinerja Kedua :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Definisi Operasional Indikator

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah 

perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. 

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi 

pada tahun berjalan; 

III.Indikator Kinerja Ketiga :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Definisi Operasional indikator

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal 43 

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya 

telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-Undang; 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah 

perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari 

upaya hukum banding; 

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi 

pada tahun berjalan; 

Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi; 

IV. Indikator Kinerja Keempat:

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Definisi Operasional Indikator

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik; 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara 

komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan public; 

Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan; 

B. Sasaran Strategis Kedua :

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

I. Indikator Kinerja Pertama:



Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para pihak tepat waktu 

Definisi Operasional Indikator 

SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu 

adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang 

berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk 

perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak 

paling lama 14 (empat belas) hari; 

Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 

berjalan; 

II. Indikator Kinerja Kedua:

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Definisi Operasional Indikator

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang 

berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian; 

Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang 

masuk pada tahun berjalan. 

Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya 

(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil 

sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya; 

C. Sasaran Strategis Ketiga

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Definisi Operasional Indikator

 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

adalah pembebasan biaya perkara;

 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah perkara prodeo yang

diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses

penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni;

 Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak

perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan;

II. Indikator Kinerja Kedua :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (Posbakum).

Definisi Operasional Indikator

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;



 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak

mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi

konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum;

 Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada

register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan

hukum denganjumlah layanan hukum yang terdaftar pada register

Posbakum);

 Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat

surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara;

 Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan

dalam IKU nya pengadilan;

D. Sasaran Strategis Keempat

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi).

Definisi Operasional Indikator

 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.

 Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat

dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan

permohonan eksekusi.

BAB III 

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA 

A. Sasaran Strategis pertama :

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Penanggungjawab : Panitera

Sumber Data: Laporan Perkara bulanan dan tahunan

II. Indikator Kinerja Kedua

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Penanggungjawab : Panitera

Sumber Data: Laporan Perkara bulanan dan tahunan

III. Indikator Kinerja Ketiga

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Penanggungjawab : Panitera

Sumber Data: Laporan Perkara semesteran dan tahunan

IV. Indikator Kinerja Keempat:

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Penanggungjawab  : Panitera dan sekretaris



Sumber Data : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat bulanan, 

semesteran dan tahunan 

B. Sasaran Strategis Kedua:

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu

Penanggungjawab : Panitera 

Sumber Data  : Laporan Perkara bulanan dan tahunan 

II. Indikator Kinerja Kedua

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Penanggungjawab : Panitera 

Sumber Data  : Laporan Perkara tahunan 

C. Sasaran Strategis Ketiga

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Penanggungjawab : Panitera dan sekretaris 

Sumber Data  : Laporan Perkara Prodeo bulanan dan tahunan 

II. Indikator Kinerja Kedua :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum).

Penanggungjawab : Panitera dan sekretaris 

Sumber Data  : Laporan Perkara Posbakum bulanan dan tahunan 

D. Sasaran Strategis Keempat

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi).

Penanggungjawab : Panitera 

Sumber Data  : Laporan Perkara bulanan dan tahunan 

    Penanggung jawab Pengumpulan data kinerja tersebut dilakukan oleh Kepala Sub 

Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

BAB IV 

MEKANISME PENGUKURAN KINERJA 

A. Sasaran Strategis pertama :

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

I. Indikator Kinerja Pertama :
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

a. Formula Perhitungan



Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu  x 100% 

Jumlah perkara yang diselesaikan 

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara tepat waktu,

makamenunjukan kinerja semakin baik

d. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

II. Indikator Kinerja Kedua

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

a. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan,

maka menunjukan kinerja semakin baik

d. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

III. Indikator Kinerja Ketiga

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

a. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan 

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan,

maka menunjukan kinerja semakin baik

d. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%



IV. Indikator Kinerja Keempat

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

a. Formula Perhitungan
Index Kepuasan Pencari Keadilan  

Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 untuk mendapatkan 

nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang 

dengan rumus sebagai berikut : 

SKM unit pelayanan = total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang 

 total unsur yang terisi 

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, 

maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut: 

    SKM Unit pelayanan x 25 

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka 

setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk : 

A. Menambah unsur yang dianggap relevan;

B. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang

dominan dalam unit pelayanan dengan catatan jumlah bobot seluruh

unsur tetap 1;

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus

 80., maka menunjukan kinerja semakin baik.

d. Treshold/Ambang Kinerja

Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80
NILAI 

PERSEPSI 

NILAI INTERVAL 

SKM 

NILAI INTERVAL 

KONVERSI SKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00-2,59 25,00-64,99 D TIDAK BAIK 

2 2,60-3,06 65,00-76,60 C KURANG BAIK 

3 3,06-3,53 76,61-88,30 B BAIK 

4 3,53-4,00 88,31-100,00 A SANGAT BAIK 

B. Sasaran Strategis Kedua:

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

I. Indikator Kinerja Pertama :



Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu 

a. Formula Perhitungan

jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu  x 100% 

Jumlah putusan 

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Salinan Putusan yang disampaikan tepat

waktu, maka menunjukan kinerja semakin baik

d.Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

II. Indikator Kinerja kedua :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

a. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% 

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi 

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi,

maka menunjukan kinerja semakin baik.

d. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

C. Sasaran Strategis Ketiga:

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

a. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara prodeo yang Diselesaikan       x 100% 

Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo 

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas



Positif, semakin tinggi persentase Perkara prodeo yang Diselesaikan,maka 

menunjukan kinerja semakin baik. 

d. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

II.Indikator Kinerja Kedua  :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum).

a. Formula Perhitungan

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan

      Layanan Bantuan Hukum  x 100% 

Jumlah permohonan layanan hukum 

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ,maka menunjukan kinerja semakin

baik.

d. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%

D. Sasaran Strategis Keempat:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi).

a. Formula Perhitungan

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)       x 100% 

      Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi 

b. Satuan yang digunakan

Persentase

c. Trend/Polaritas

Positif, semakin rendah Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi

maka menunjukan kinerja semakin baik

d. Treshold/Ambang Kinerja

0% s.d. 100%



BAB V 

JADWAL/WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN 

PENGUKURAN KINERJA 

A. Sasaran Strategis pertama :

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per bulan.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per bulan, per triwulan dan per tahun.

II. Indikator Kinerja Kedua :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per semester.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per semester dan per tahun.

III. Indikator Kinerja Ketiga:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per semester.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per semester dan per tahun.

IV. Indikator Kinerja Keempat :

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per bulan.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per bulan, per triwulan dan per tahun.

B. Sasaran Strategis Kedua :

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per bulan.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per bulan, per triwulan dan per tahun.

II. Indikator Kinerja Kedua :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi .

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per bulan.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per tahun.



C. Sasaran Strategis Ketiga :

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per bulan.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per bulan, per triwulan dan per tahun.

II.Indikator Kinerja Kedua :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum).

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per bulan.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per bulan, per triwulan dan per tahun.

D. Sasaran Strategis Keempat :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

I. Indikator Kinerja Pertama :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi).

Jadwal waktu pengumpulan data kinerja adalah per bulan.

Jadwal waktu pengukuran kinerja adalah per bulan, per triwulan dan per tahun.

BAB VI 

METODE PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja mengunakan 2 metode yaitu secara manual dan berbasis 

elektronik (aplikasi eSAKIP KOMDANAS). Apabila pengukuran nilai capaian kinerja pada 

aplikasi eSAKIP KOMDANAS tidak sesuai dengan pengukuran capaian kinerja yang 

manual, maka pengukuran yang digunakan adalah yang manual. 

Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu memperhatikan Langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ketua

PA Prabumulih;

2. Membandingkan realisasi dengan target kinerja tersebut.

A. Pengukuran Kinerja Secara Manual

Pengukuran kinerja dilakukan secara manual dengan menggunakan format excell

sebagai berikut :



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

kinerja 

Target 

% 

Realisasi bulan Januari Realisasi s.d. bulan Januari 

Input Realisasi Capaian 

% 

Input Realisasi Capaian 

% % % 

Rata rata total 

B. Pengukuran Kinerja Menggunakan Aplikasi eSAKIP KOMDANAS MARI

Pada Aplikasi eSAKIP KOMDANAS Mahkamah Agung RI Pengukuran kinerja 

terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 

pimpinan unit kerja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem 

elektronik (aplikasi eSAKIP KOMDANAS). Adapun tahapan pelaksanaan pengukuran 

kinerja pada aplikasi eSAKIP KOMDANAS adalah sebagai berikut:  

1. Log in eSAKIP KOMDANAS

Buka laman https://komdanas.mahkamahagung.go.id/Masukan username dan 

password Username : iwaramadhany@gmail.com 

Password : perencanaan.prabu 

mailto:iwaramadhany@gmail.com


2. Masuk menu Perencanaan e-SAKIP

Pilih menu perencanaan 

Pilih e-SAKIP; 

Menu Sasaran Strategis dan Indikator 

Digunakan untuk menginput dan mengedit target pada indikator kinerja utama 

pertahun; 

Menu Dokumen SAKIP 

Digunakan untuk mengupload atau mendowload dokumen SAKIP pertahun; 

Menu Dashboard 

Untuk melihat rasio perbandingan sasaran strategis, dan grafik rata-rata capaian 

IKU pertahun; 

Menu Laporan Capaian Kinerja Bulanan 

Digunakan untuk menginput realisasi kinerja perbulan dan sebagai monitoring 

capaian kinerja perbulannya; 

Menu Monitoring Capaian Kinerja Triwulan 

Digunakan untuk memonitoring capaian kinerja per triwulan; 

Menu nilai AKIP 

Digunakan untuk mengupload nilai LHE AKIP Pengadilan Agama Prabumulih 

pertahun; 

Rekapitulasi Nilai AKIP 

Digunakan untuk memonitoring rasio nilai AKIP dan perbandingan nilai AKIP 

pertahunnya. 



3. Dokumentasi Pengukuran Kinerja:

1. Pilih menu Laporan Capaian Kinerja Bulanan

2. Pilih Tahun yang dipilih

3. Klik Bulan yang akan dicetak

BAB VII 

MEKANISME APABILA TERJADI KESALAHAN PENGINPUTAN DATA 

Kesalahan penginputan data kinerja satker PA Prabumulih (SOP Terlampir). 

1. Kepala Sub Baian Perencanaan teknologi Informasi dan pelaporan menerima Laporan

data kinerja dari Panitera dan Tim SKM;

2. Kepala Sub Baian Perencanaan teknologi Informasi dan pelaporan mereviu data

kinerja yang diterima;

3. Data kinerja yang salah dikembalikan kepada Panitera;

4. Panitera memerintahkan pejabat Panmud Hukum dan Tim SKM untuk melakukan

perbaikan data;

5. Panitera menyampaikan laporan perbaikan data kinerja kepada Kepala Sub Baian

Perencanaan teknologi Informasi dan pelaporan;

BAB VIII 

JADWAL MONEV PENGUKURAN KINERJA 

Mengacu pada Rencana Aksi, jadwal rapat monitoring dan evaluasi pengukuran 

kinerja per triwulan, dihadiri seluruh pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama 

Prabumulih dan Bagian Perencanaan sebagai penanggung jawab kegiatan rapat 

tersebut. 



BAB IX 

PENUTUP 

Pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja ini menjadi acuan bagi 

Pengadilan Agama Prabumulih dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data 

kinerja atas target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pedoman 

pengukuran dan pengumpulan data kinerja ini diharapkan dapat membantu Pengadilan 

Agama Prabumulih untuk meningkatkan kinerja yang lebih berkualitas, transparan, dan 

akuntabel. 

Ditetapkan di Prabumulih  

pada tanggal 02 Januari 2024 

KETUA, 

Lukmin, S.Ag.,M.E 

NIP.19741010 200502 1 001 
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tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

2. Peraturan Men-PANRB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja.

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Renstra

Kualifikasi Pelaksanaan
1. Memahami peraturan perundangan yang terkait
2. Memahami sasaran dan capaian program
3. Memahami tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Agama Prabumulih
4. Memahami penjabaran dari Renstra

Peralatan/Perlengkapan

1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data)
2. ATK

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan

Jika SOP tidak terlaksana maka penyusunan Laporan
kinerja tidak berjalan akuntabel

PENGADILAN AGAMA 
PRABUMULIH

BAGIAN
PERENCANAAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN PELAPORAN
JJalan Jend. Sudirman, Kel. Patih Galung, Kec. 

Prabumulih Barat, Kota
Prabumulih 31127

Telp. / Fax. (0713) 311680
Website: www.pa-prabumulih.go.id E-mail :

pa.prabumulih@gmail.com

SOP MEKANISME PERBAIKAN DATA KINERJA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR 
TANGGAL 

: 45/KPA.W6-A12/SK.RA1.9/I/2024
 : 02 Januari 2024



SOP Mekanisme Perbaikan Data Kinerja

Ditetapkan di Prabumulih pada 
tanggal 02 Januari 2024
KETUA,

Lukmin, S.Ag.,M.E
NIP.19741010 200502 1 001

P E L A K S A N A MUTU BUKU

NO AKTIVITAS Panitera Kasubbag PTIP Panmud
Hukum Tim SKM Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat laporan data 
keperkaraan banding dan 
menyerahkan ke 
Kasubbag PTIP

Lembar disposisi 1 minggu Disposisi

2 Mereviu data kinerja
yang diterima

Data pengukuran kinerja 1 hari Data kinerja

3 Data pengukuran kinerja 1 jam Data kinerjakasubbag PTIP 
menyerahkan data yang 
salah ke Panitera

4 Memerintahkan Panmud 
Hukum dan Tim SKM 
memperbaiki data yang 
salah

Data pengukuran kinerja 2 hari Data kinerja

5 Menyampaikan Data pengukuran kinerja 1 jam Data kinerja
perbaikan
Panitera

data ke

6 Menyampaikan 
perbaikan data ke 
sasubbag PTIP

Data pengukuran kinerja 1 jam Data kinerja

7 Melakukan rekapitulasi
terhadap perbaikan data
kinerja sebagai bahan
laporan

Data pengukuran kinerja 1 jam Data kinerja



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II
Jalan Jend. Sudirman, Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota 

Prabumulih 31127
Telp. / Fax. (0713) 311680

Website: www.pa-prabumulih.go.id     E-mail : 
pa.prabumulih@gmail.com

NomorSOP 

Disahkan Oleh 

SOP/AS/39 
02 Januari 2019 

SOP PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

DasarHukum 
1. UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara
2. UU Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas UU Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

3. UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara

4. UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang
Pemberlakuan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Administrasi Peradilan

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
249/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
Negara Lembaga

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang
Pedoman Pedoman Pelayanan Infonnasi Peradilan

10. Peraturan Kemenpan RB Nomor 12 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja., Pelaporan
Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja

11. Permenpan & RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang
Evaluasi atas implementasi sistim akuntabilitas kinerja
Pemerintah

12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor :
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkmah Agung
dan Badan Peradilan an berada dibawahn a

Keterkaitan 
1. SOP Penyusunan RKA-KL
2. SOP Penyusunan Renstra
3. SOP Pen sunan RKT

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan laporan 
T ahunan da at ber · alan den an baik 

1. Memahami tentang Komponen SAKlP
2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan SAKlP (IKU,

Renstra., RKT, PKT dan LKjIP)
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

Komputer, Scnanner, printer, server, jaringan internet, 
Buku Referensi 

Pencatatan dan endataan 
Penyusunan Laporan Tahunan dan diupload pada website 
serta da at diakses ublik 

Ketua
Pengadilan Agama Prabumulih

Lukmin,S.Ag.,ME
NIP.19741010 200502 1 001

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal efektif

03 Januari 2022
03 Januari 2023





URAIAN NO PROSEDUR 

Membuat 
Konsep SK Tim 1 Penyusunan 
Renstra 

Mengoreksi dan 
memaraf konsep 
SK Tim 
Penyusunan 
Renstra 

4 

5 

6 

7 

Menandatangani 
dan 
memerintahkan 
pelaksanaan 
Penyusunan 
Renstra 
Membuat konsep 
surat undangan 
kepada Tim 
penyusun 
Renstra PA 
Prabumulih 
Mengoreksi dan 
memaraf konsep 
surat undangan 
kepada Tim 
penyusun 
Renstra PA 
Prabumulih 
Menandatangani 
surat undangan 
kepada Tim 
penvusunan 
Menyampaikan 
undangan 
kepada Tim 
Penyusun 
Renstra 

Rapat persiapan 
8 penyusunan 

Renstra 

Menghimpun 
fonnat data dan 
infonnasi renstra 

9 dari 
Kepaniteraan 
dan 
Kesekretariatan 

Kasubag 
Kasubbag 
Perencan 

Kepegav. aan, Tl 
aian dan dan Ortala Pelaporan 

,,, 
·, �7

.... " 

2. PENYUSUNAN RENSTRA

PELAKSANA 

Tim 
Bidang Penyusun 
Terkait SAKIP

�"'
/ ' 

, ' 

Sekretaris 

' /·◄ 

� 

� 
,r ' /. V 
Ya 

Ketua 

-idak 
'""'-/./ 
Ya Tidak: 
-

" 
' .• 

"-. .. ( 

MUTUBAKU Ket 

Kelengka Waktu Output pan 

SOP 
alur 

Disposisi 30 Disposisi surat 

Surat Menit Surat Masuk 
dan 
surat 
keluar 

KonsepSK Konsep 
SKTim 

nm 
penyusun 20 penyusu 

Menit nan 
an Renstra Renstra PA 
Prabumulih 

PA 
Prabumulih 

SKTim SKlim 
penyusu penyusun 10 nan an Renstra Menit Renstra 

PA PA 
Prabumulih Prabumulih 

Konsep Konsep 
surat 20 surat 
undangan Menit undanga 
rapat n rapat 

Konsep Konsep 
surat 20 surat 
undangan Menit undanga 
rapat n rapat 

Surat Surat 
undangan s undanga Menit rapat nrapat 

RPJP,RPJM, 
Renstra MA, 
lKUdan 4jam Hasil 
Pedoman Notulen 
penyusunan 
Renstra 

Format Format 
data data yang SOP 
yang sudah diisi sudah pencari 

oleh Kepa- 2 hari diisioleh an data 
niteraan Kepanite dan 
dan inform 
Kesek- raandan asi Kesekret retariatan ariatan 



Menganalisis 
data dan 

10 informasi renstra 
yang telah 
terkumpul 

11 Menyusun drat 
Renstra 

Mengoreksi 
12 konsep Dokumen 

Renstra 

13 

14 

Mempresentasik 
an Draft Renstra 
dihadapan 
pimpinan dan 
pejabatdi 
lingkungan PA 
Prabumulih 
Menyampaikan 
Dokumen 
Renstra kepada 
Ketua melalui 
Sekretaris/Panite 
ra 
Menelaah dan 

15 memaraf 
dokumen 
Renstra 
Menelaah dan 
menandatangani 
dokumen 
Renstra 
Mengarsipkan 
dan 
menyampaikan 
dokumen 

16 Renstra kepada 
bagian umum 
untuk dikirimkan 
kepada pihak 
terkait 

- - --� .... 

_, 
' 

� 

,� 

� 

.__� 

Tidak 
' /' ◄
"--✓ 

Ya I nTKhl 
4, 

-, ✓/

Ya 

Format 
data yang SOP sudahdllsi 
oleh Kepa- Draft pencari 

nlteraan 2 hari Renstra an data 

dan 
daninf 

Kesek- ormasi 

retarlatan 

Draft Draft 
Renstra 2 hari Renstra 

Draft 1 hari Draft 
Renstra Renstra 

Draft 2Jam Draft 
Renstra Renstra 

Ookumen 10 Ookumen 
Renstra menit Renstra 

Disposisi 

Ookumen persetuju 

Renstra ljam an 
dokumen 
Renstra 

Ookumen 20 Ookumen 
Renstra Menit Renstra 









17 Mengirimkan ., Ookumen 1 Ookumen 
Ookumen LKjlP Ice LKjlP jam LKjlP 
PTA Palembang 

•--,,.�;.t-"fl';•· 

I 
18 Mendislribusikan • Dokllmen 1 Dokumen 

OokumenlKjlP 

.T.J 
LKjlP jam LKjlP 

kepada Bidang Terkait 

19 Mengupload Dokumen 

. � .. I 
Ookumen 1 Ookumen 

LKjtP pada Website LKjlP jam LKjlP 

I
20 Mengarsipkan .Y... 

) 1 
Dokumen 1 Dokumen 

Dokumen LKjf P LKjlP jam LKjlP 
·-·,-·-,,-'""J

Waktu yang diperlukan : 2.210 menit / 5 harl 1 jam 31 menit 



LAMPIRAN 16 

SK PEDOMAN TEKNIS 

PERENCANAAN KINERJA 



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

 NOMOR : 61/KPA.W6-A12/SK.RA1.9/I/2024 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan dan akuntabilitas kinerja 
diperlukan adanya pedoman Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan 
Agama Prabumulih; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
maka Pengadilan Agama Prabumulih perlu melakukan
penyelarasan perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pengendalian dan pelaporan kinerja, serta
evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, berupa
perbaikan kinerja secara berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Prabumulih tentang Pedoman Teknis Perencanaan
Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023;



Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di Pengadilan;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan IKU;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkmah Agung
RI dan Badan Peradilan dibawahnya;

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA 
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023 

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Nomor : W6-A12/134/OT.01.1/XI/2022 Tanggal 1 November 

2022 Tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Pengadilan 

Agama Prabumulih Tahun 2023; 

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Pengadilan 
Agama Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini; 

KETIGA : Menetapkan sistematika dan format penyusunan dokumen 
perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada tanggal 2 Januari 2024 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, 

LUKMIN 



LAMPIRAN I : 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : 61/KPA.W6-A12/SK.RA1.9/I/2024 
TANGGAL : 2 Januari 2024

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai 
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, pada komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, yang dinilai 

meliputi:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk

mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan
(cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting);

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan.
Dalam pelaksanaan perencanaan kinerja harus didasarkan pada indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Validitas hasil perencanaan kinerja akan semakin baik
dengan adanya standar baku perencanaan kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat
efektivitas dan efisiensi pencapaian output dan outcome yang dihasilkan dari suatu
program/kegiatan. Standar baku tersebut mencakup kebijakan penyusunan perubahan
dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja,
penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja.



Hasil dari perencanaan Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan, 
dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Prabumulih.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan di Bawahnya;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

C. MANFAAT PERENCANAAN KINERJA
1. Menentukan tujuan yang jelas dan dapat dicapai;
2. Menentukan sasaran kinerja 5 (lima) tahun kedepan ;
3. Mengukur pencapaian target;
4. Memperbaiki kebijakan untuk mencapai tujuan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih
dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai acuan bagi Pengadilan  Agama
Prabumulih dalam menyusun dokumen SAKIP;

2. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih
bertujuan untuk mendorong peningkatan pencapaian Kinerja di Pengadilan
Agama Prabumulih melalui penganggaran berbasis Kinerja;



BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Penyusunan dokumen Perencanaan pada Pengadilan Agama Prabumulih
dilakukan oleh Tim Penyusunan Dokumen SAKIP yang dipimpin ketua satgas
SAKIP yaitu Panitera Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan SK Ketua
Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan sebagai motor
penggerak utama menyusun dan mengarsipkan dokumen perencanaan
Pengadilan Agama Prabumulih.

BAB IV
PERENCANAAN KINERJA

Pengadilan Agama Prabumulih menyusun dokumen perencanaan Kinerja yang terdiri 

atas:
a. Rencana Strategis;
b. Indikator Kinerja Utama
c. Rencana Kinerja Tahunan
d. Perjanjian Kinerja.
e. Rencana Aksi

BAGIAN KESATU
RENCANA STRATEGIS

1. Renstra disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

2. Renstra sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
a. pendahuluan;
b. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
c. arah kebijakan dan strategi;
d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
e. penutup; dan
f. lampiran.

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana Kinerja dan anggaran,
Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja.

3. Struktur penulisan Renstra tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.



4. Pengadilan Agama Prabumulih membentuk tim penyusunan dokumen
Renstra.

5. Renstra sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Agama Prabumulih untuk masa 5 (lima) tahun.

6. Pengadilan Agama Prabumulih menyusun Renstra untuk masa 5 (lima) tahun
dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung.

7. Ketentuan mengenai penyusunan dokumen Renstra memperhatikan Peraturan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

8. Dalam menyusun dokumen Renstra harus berdasarkan dokumen Penjenjangan
Kinerja.

9. Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri atas 5 (lima)
tahapan, yaitu:

a. Menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam Penjenjangan
Kinerja;

b. Menentukan faktor kunci keberhasilan ( critical success factor);
c. Menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada

kondisi antara sampai kondisi paling operasional;

d. Merumuskan Indikator Kinerja; dan
e. Menerjemahkan Pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan

Kinerja jabatan.
10. Renstra pada Pengadilan Agama Prabumulih menjadi acuan dalam

menentukan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya yang relevan
ditetapkan dengan surat keputusan.

11. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a) Spesifik (specific);
b) Dapat terukur (measurable);
c) Dapat dicapai (attainable);
d) Relevan (relevant); dan
e) Berjangka waktu tertentu (time bound).

12. Format surat keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan
Agama Prabumulih tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.



13. Reviu terhadap Renstra dan IKU Pengadilan Agama Prabumulih
dilaksanakan setiap akhir tahun sebelum menyusun Perjanjian Kinerja tahun
berikutnya. Reviu informasi dalam Renstra dan IKU untuk menilai apakah masih
relevan untuk digunakan di tahun-tahun ke depan dalam periode Renstra dan juga
sebagai tindaklanjut rekomendasi penilaian LHE AKIP dari Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
14. Hasil reviu dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang ditandatangani oleh

Ketua TIM SAKIP dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih.
15. Format Berita Acara Hasil Reviu Renstra dan IKU Pengadilan Agama

Prabumulih tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

BAGIAN KEDUA
RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Pengadilan Agama Prabumulih menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai
dokumen perencanaan Kinerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Prabumulih disusun dengan
berpedoman pada Renstra Pengadilan Agama Prabumulih.

3. Rencana Kinerja Tahunan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran.
4. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja.
5. Format Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Prabumulih tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAGIAN KETIGA
PERJANJIAN KINERJA

1. Pernyataan Kinerja antara atasan dengan bawahan dilaksanakan melalui
Perjanjian Kinerja.

2. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja:
a. Ketua Pengadilan Agama Prabumulih ditandatangani oleh pejabat yang

bersangkutan dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Palembang.
b. Wakil Ketua/Hakim Tinggi/Panitera/Sekretaris ditandatangani oleh pejabat

yang bersangkutan dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama

Prabumulih.



c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,Kepala Sub Bagian
Perencanaan teknologi Informasi dan Pelaporan dan Kepala Sub
Bagian Kepegawaian dan Ortala ditandatangani oleh pejabat yang
bersangkutan dan disetujui oleh Sekretaris.

d. Panmud Hukum,Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan
ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh

Panitera

3. Masing-masing menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan
mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

4. Perjanjian Kinerja disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan
anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

5. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir
yang mencantumkan Sasaran Strategis/Program/Kegiatan, Indikator Kinerja,
Target Kinerja, Program/Kegiatan dan anggaran.

6. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat/pimpinan unit.
b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan

dan sasaran (perubahan Program, Kegiatan dan alokasi).
c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
7. Format Perjanjian Kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAGIAN KEEMPAT 

RENCANA AKSI

1. Rencana Aksi disusun untuk memastikan kegiatan pendukungan pencapaian PK

berjalan secara dinamis dan capaian kinerja dapat dipantau secara berkala

2. Format Rencana Aksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.



BAB V
JADWAL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

1. Monitoring dilaksanakan secara berjenjang dan setiap jam kerja
2. Rapat evaluasi kinerja dilaksanakan per triwulan sesuai dengan Rencana Aksi.
3. Rapat Evaluasi kinerja dipimpin Ketua PA Prabumulih dan dihadiri seluruh

aparatur PA Prabumulih.
4. Penanggung jawab pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi kinerja adalah

Sub Bagian Perencanaan teknologi informasi dan Pelaporan.

5. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja ditindaklanjut dan dipantau oleh pimpinan.

BAB VI

PENUTUP

1. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal Pengadilan Agama
Prabumulih agar dijadikan acuan/petunjuk oleh seluruh aparatur Pengadilan
Agama Prabumulih dalam memahami, melaksanakan serta menyusun
dokumen SAKIP.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Januari 2024 
KETUA,

Lukmin,S.Ag
 NIP. 19741010 200502 1 001



LAMPIRAN II : 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR 
TANGGAL 

: 61/KPA.W6-A12/SK.RA1.9/I/2024 
: 2 Januari 2024

Struktur Penulisan Rencana Strategis

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum

Bab ini menjelaskan kondisi umum Pengadilan Agama Prabumulih yang 

melihat dari aspek sejarah pembentukan Pengadilan Agama Prabumulih, 
kedudukan, tugas pokok dan fungsi, wilayah hukum, capaian kinerja periode lalu 

(Tahun 2015-2019) dan capaian reformasi birokrasi periode lalu (Tahun 

2015-2019).

1.2 Potensi dan Permasalahan
Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, 
potensi, kelemahan, peluang serta permasalahan yang dihadapi Pengadilan 

Agama Prabumulih.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi dan Misi

Bab ini menjelaskan rumusan visi, misi Pengadilan Pengadilan Agama Prabumulih. 
Visi, Misi berpedoman kepada Visi, Misi Mahkamah Agung RI.
2.2 Tujuan

Bab ini menjelaskan rumusan tujuan Pengadilan Agama Prabumulih. Tujuan 

berpedoman kepada Tujuan Mahkamah Agung RI.

2.3 Sasaran Strategis
Bab ini menjelaskan rumusan Sasaran Strategis Pengadilan Agama 
Prabumulih disertai Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

sasaran. Indikator dilengkapi dengan definisi dan cara pengukuran.

2.4 Program dan Kegiatan



Bab ini mengambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mencapai sasaran strategis serta unit/bagian yang bertanggungjawab atas
pelaksanan kegiatan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI
1.1 Arah Kebijakan dan Strategis

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah 

Agung, selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan 
Agama Prabumulih. Arah kebijakan PPengadilan Agama Prabumulih dilaksanakan 

melalui Program yang juga dilengkapi dengan Sasaran Program dari masing-
masing Program tersebut.

1.2 Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi 
yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis 
Pengadilan Agama Prabumulih. Kerangka Kelembagaan menjelaskan 

struktur organisasi, tugas pokok masing-masing sub bagian/unit serta pengelolaan 

sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya 

manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

1.3 Kerangka Kelembagaan
Kerangka Kelembagaan menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok masing-
masing sub bagian/unit serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di
dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas
maupun kuantitas.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
1.1 Target Kinerja

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja Pengadilan Agama Prabumulih 

selama periode perencanaan. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan 

satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja.

1.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara
keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis



BAB V PENUTUP
Bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah
disusun.

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan



Format Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR : …………………..

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan 
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024, maka perlu disusun lndikator Kinerja Utama 
Pengadilan Agama Prabumulih untuk mengukur 
keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang 
ditetapkan;

b. bahwa untuk menyusun lndikator Kinerja Utama Pengadilan
Agama Prabumulih berlandaskan pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
lndikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tentang
Penetapan lndikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih.

Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua alas UndangUndang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 201 O tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020 - 2024;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama;

Memperhatikan 1.

2.

SK Reviu Penetapan lndikator Kinerja Utama Mahkamah
Agung Nomor ..... ./ ...... / ........... ./ .......... ./ ....
tentang..............................;
Hasil Rapat Tim Reviu lndikator Kinerja Utama Pengadilan
TAgama Prabumulih tanggal..........................tentang
Pembahasan Reviu lndikator Kinerja Utama Pengadilan 
Agama Prabumulih.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KESATU : lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh 
Pengadilan Agama Prabumulih dalam menyusun Rencana 
Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta 
melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.;

KEDUA : bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Bahwa
Penetapan lndikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk 
menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama 
Prabumulih agar tetap memiliki lndikator Kinerja yang 
valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian 
pelaksanaan program dan kegiatan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ……..
KETUA PENGADILAN AGAMA 
PRABUMULIH

…………………..
NIP. ……………..



LAMPIRAN KEPUTUSAN ……………
NOMOR :
TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN  AGAMA PRABUMULIH

No Kinerja
Utama

Indikator
Kinerja

Penjelasan Penanggung
jawab

Sumber
Data

a.Definisi Operasional lndikator
(menjelaskan pengertian dan
batasan setiap indikator dan
kriteria/ketentuan yang menjadi
acuan, sehingga menjadi jelas apa
yang dimaksudkan dalam
operasional suatu indikator dan
tidak multitafsir)

b.Formula Perhitungan
(Rumusan/mekanisme perhitungan
yang digunakan dalam
menghasilkan capaian indikator
alas pengukuran data kinerja)

c.Satuan yang Digunakan
Jumlah/persentase/indeks dst.
(satuan nilai yang digunakan
untuk mengukur indikator)

d. Trend/Polaritas
Positif (+) / negatif (-): (Jika
positif (+) berarti semakin
besar/naik berarti semakin baik
dan sebaliknya polaritas negatif (-)
semakin besar/naik berarti
semakin jelek/buruk}

e.Periode Pengambilan Data
Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan
Periodik/spot/real time

f. Treshold/Ambang Kinerja
ext. <50%; 50% sd 70%; > 70%
(range capaian kinerja yang
diharapkan : buruk; baik dan
sangat baik)

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ……..
KETUA PENGADILAN 
AGAMA PRABUMULIH

…………………..
NIP. ……………..



Format Rencana Kinerja Tahunan untuk Pengadilan Tingkat Pertama

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN …
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA

TARGET

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ……..
KETUA PENGADILAN 
AGAMA PRABUMULIH

…………………..
NIP. ……………..



Format Perjanjian Kinerja Tahunan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN …
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : ……………

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, Kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama : …
Jabatan : …
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : …
Jabatan : …
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi janggung jawab Pihak
Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang

….…..

Prabumulih, …………..

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama 

Prabumulih

….……..



PERJANJIAN KINERJA TAHUN …
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kegiatan Anggaran
1. ….……….. Rp ……….
2. ….……….. Rp ……….

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang

….…..

Palembang, …………..

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama 

Prabumulih

….……..



Format Rencana Aksi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ………..
PENGADILAN  AGAMA PRABUMULIH

NO SASARAN STRATEGIS
PERTAMA

INDIKATOR TARGET
I II III IV

NO AKSI/
KEGIATAN

JADWAL
PELAKSANAAN

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA
(Rp)

I II III IV

NO SASARAN STRATEGIS
KEDUA

INDIKATOR TARGET
I II III IV

NO AKSI/
KEGIATAN

JADWAL
PELAKSANAAN

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA
(Rp)

I II III IV

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ……..
KETUA PENGADILAN 
AGAMA PRABUMULIH

…………………..
NIP. ………………..

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Januari 2024 
KETUA,

Lukmin



LAMPIRAN 17 

LHE AKIP 2022 













  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 18 

TINDAK LANJUT LHE AKIP 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya 

maka Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 

Anggaran 2022  ini dapat disusun dan disampaikan tepat waktu. 

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 

Anggaran 2022 disusun untuk menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang 

Nomor: 1866/KPTA.W6-A/RA1.3/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai 

AKIP Pengadilan Agama Prabumulih adalah 72,3 atau BB (Sangat Baik). 

Terakhir, kami harapkan semoga Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) AKIP 

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi bahan rekomendasi 

Pengadilan Agama Prabumulih untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama 

Prabumulih kedepannya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Prabumulih, 29 Desember 2023 

Ketua, 

 

 

 

Lukmin, S.Ag.,M.E. 

NIP. 19741010 200502 1 001 

 
 

 
 
 
 
 



LAPORAN TINDAK LANJUT LHE AKIP 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2022, telah 

dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. 

Tujuan evaluasi tersebut adalah : 

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 

b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 

c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 

B. DASAR HUKUM 

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 1866/KPTA.W6-

A/RA1.3/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Agama Prabumulih memperoleh nilai sebesar 

72,3 atau BB (Sangat Baik). 

 

No Komponen/Sub 

Komponen/Kriteria 

Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja 

1 Perencanaan Kinerja 30,00 22,5 

2 Pengukuran Kinerja 30,00 21 

3 Pelaporan Kinerja 15,00 10,8 

4 Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal 

25,00 18 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 72,3 

Predikat BB (Sangat Baik) 

 

 

 



C. REKAPITULASI REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP PA PRABUMULIH TA 2022 

 

No Komponen Jumlah 

Rekomendasi 

Rekomendasi 

yang 

Ditindaklanjuti 

Ket 

1 Perencanaan Kinerja 5 5 100% 

2 Pengukuran Kinerja 8 8 100% 

3 Pelaporan Kinerja 9 9 100% 

4 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

internal 
4 4 100% 

TOTAL 26 26 100% 

 
 
 

D. LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN I 

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023 

TANGGAL : 17 Juli 2023 

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 

TAHUN 2023 TRIWULAN I/II/III/IV 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

A. MONEV ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

a. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

Banding,

100 % 100 % 104,17% 

c. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

Kasasi

96 % 100 % 104.17% 

d. Index persepsi pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

peradilan

92 % 0 % 0 % 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi perkara yang lebih dari 

5 bulan 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Melaporkan dan mencari solusi yang 

Tepat serta melaporkan ke PTA untuk 

perkara yang belum putus lebih dari 5 

bulan 

Terdata jumlah perkara yang 

lebih dari 5 bulan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai 

SOP dan menggunakan aplikasi SIPP 

sebagai penunjang 

BAS selesai tepat waktu tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pelaksanaan pem beritahuan isi 

putusan tepat waktu 

Pelaksanaan PBT tepat waktu tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pelaksanaan minutasi perkara tepat 

waktu 

Minutasi perkara tepat waktu tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Mendata dan mengevaluasi 

penyelesaian perkara 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian perkara 

melebibi ketentuan waktu 

tidak ada 

permasalahan 

-



7 Melaksanakan persidangan sesuai asas 

persidangan cepat, sederbana dan 

biaya ringan 

Terlaksananya persidangan 

cepat sederbana dan biaya 

ringan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Menunda persidangan tidak terlalu 

lama (1 minggu dan maksimal 2 

minggu) dalam kota, dan luar kota 

sesuai kebutuhan 

Adanya Jarak penundaan 

sidang yang tidak terlalu lama 

tidak ada 

permasalahan 

- 

9 Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan 

Kebutuhan Survey kepuasan 

Masyarakat, serta melaksanakan SKM 

Jadwal dan pelaksanaan SKM, 

Kuesioner SKM 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Mendata dan merekap basil SKM Adanya Data hasil SKM tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Menyusun Laporan Hasil SKM Adanya Laporan SKM tidak ada 

permasalahan 

- 

12 Melakukan evaluasi berdasarkan basil 

SKM dan melakukan tinjauan 

Manajemen 

Adanya CPAR tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

2. Peningkatan efektivitas 

pengelolaan  penyelesaian 

perkara 

a. Persentase salinan

putusan yang

sampaikan tepat waktu

100  % 100% 104,17 % 

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi

  40% 42,33% 105,83% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Menginput tundaan sidang 

setelah 

Adanya Jadwal Sidang Tundaan 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 sidang dilaksanakan Adanya BAS tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Membuat Berita Acara Sidang 

setelah sidang dilaksanakan 

Adanya Data Putusan di SIPP tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Membuat Putusan sebelum 

sidang 

Adanya e-doc Salinan Putusan tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Menginput Amar Putusan dan 

Tanggal 

Adanya SK dan Jadwal Mediator tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Putusan di SIPP setelah Sidang 

Putusan 

Adanya Publikasi Nama dan Jadwal 

Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Mengusulkan Hakim-Hakim yang 

belum bersertifikat mediator 

Adanya Usulan Diklat Mediator tidak ada 

permasalahan 

-



9 Menyiapkan instrumen-

instrumen kelengkapan 

pelaksanaan mediasi 

Adanya Instrumen Pelaksanaan 

Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Menyiapkan sarana (ruangan, 

kelengkapan ruangan) mediasi 

Adanya Sarana Mediasi tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Merekapitulasi basil pelaksanaan 

mediasi 

Adanya Laporan Pelaksanaan 

Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

3. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

100 % 67 % 66,67 % 

b. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum).

96 % 109.13% 119,05% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mensosialisasikan program bantuan 

pembebasan biaya perkara 

Adanya lnformasi ketersediaan 

bantuan pembebasan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Menerima permohonan 

pembebasan biaya perkara 

Adanya Permohonan pembebasan 

biaya perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Menerbitkan SK untuk pembebanan 

biaya perkara 

Adanya SK Pembebanan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pengumuman Rencana Pengadaan 

melalui Aplikasi SIRUP 

Adanya Terumumkannya 

pengadaan melalui aplikasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pengajuan Pejabat Pengadaan/ 

Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi 

Posbakum 

Adanya Permohonan Pejabat/Pokja tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi 

Posbakum 

Adanya Proses Pengadaan tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Pemberian Layanan Bantuan Hukum 

melalui Posbakum 

Adanya Layanan Posbakum tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 % 100% 100% 

Rata- rata capaian 96,41 % 



NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata Putusan sudah 

Berkekuatan Hukum Tetap 

Adanya Daftar Perkara BHT tidak ada 

permasalahan - 

2 Pembuatan Akta Cerai Adanya Pembuatan Akta Cerai tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Memeriksa kelengkapan eksekusi Adanya Ceklist Kelengkapan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Menindaklanjuti Permohonan 

Eksekusi 

Adanya Permohonan Eksekusi tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Melaksanakan Eksekusi Adanya Pelaksanaan Eksekusi tidak ada 

permasalahan 

- 

6 

Melakukan Koordinasi dengan Pihak 

Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, 

Desa/Keluarahan, SAMSAT) 

Adanya Hasil Koordinasi tidak ada 

permasalahan 

- 

B. MONEV ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

b. Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu

100 % 100 % 100 % 

e. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding,

100 % 100% 104,17% 

f. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi

96 % 100 % 104,17% 

g. Index persepsi pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

92 % 96 % 100 % 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 

bulan 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Melaporkan dan mencari solusi yang 

Tepat serta melaporkan ke PTA untuk 

perkara yang belum putus lebih dari 5 

bulan 

Terdata jumlah perkara 

yang lebih dari 5 bulan 

tidak ada 

permasalahan 

-



3 Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai 

SOP dan menggunakan aplikasi SIPP 

sebagai penunjang 

BAS selesai tepat waktu tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pelaksanaan pem beritahuan isi putusan 

tepat waktu 

Pelaksanaan PBT tepat 

waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pelaksanaan minutasi perkara tepat 

waktu 

Minutasi perkara tepat 

waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Mendata dan mengevaluasi penyelesaian 

perkara 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara melebibi 

ketentuan waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Melaksanakan persidangan sesuai asas 

persidangan cepat, sederbana dan biaya 

ringan 

Terlaksananya 

persidangan cepat 

sederbana dan biaya 

ringan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Menunda persidangan tidak terlalu lama 

(1 minggu dan maksimal 2 minggu) dalam 

kota, dan luar kota sesuai kebutuhan 

Adanya Jarak penundaan 

sidang yang tidak terlalu 

lama 

tidak ada 

permasalahan 

- 

9 Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan 

Kebutuhan Survey kepuasan Masyarakat, 

serta melaksanakan SKM 

Jadwal dan pelaksanaan 

SKM, Kuesioner SKM 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Mendata dan merekap basil SKM Adanya Data hasil SKM tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Menyusun Laporan Hasil SKM Adanya Laporan SKM tidak ada 

permasalahan 

- 

12 Melakukan evaluasi berdasarkan basil 

SKM dan melakukan tinjauan Manajemen 

Adanya CPAR tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

2. Peningkatan efektivitas 

pengelolaan  penyelesaian 

perkara 

c. Persentase salinan putusan

yang sampaikan tepat

waktu

100  % 100% 104,17 % 

d. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui

mediasi

40% 

36,67% 91,68% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Menginput tundaan sidang setelah Adanya Jadwal Sidang Tundaan 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 sidang dilaksanakan Adanya BAS tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Membuat Berita Acara Sidang 

setelah sidang dilaksanakan 

Adanya Data Putusan di SIPP tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Membuat Putusan sebelum sidang Adanya e-doc Salinan Putusan tidak ada 

permasalahan 

-



6 Menginput Amar Putusan dan 

Tanggal 

Adanya SK dan Jadwal Mediator tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Putusan di SIPP setelah Sidang 

Putusan 

Adanya Publikasi Nama dan 

Jadwal Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Mengusulkan Hakim-Hakim yang 

belum bersertifikat mediator 

Adanya Usulan Diklat Mediator tidak ada 

permasalahan 

- 

9 Menyiapkan instrumen-instrumen 

kelengkapan pelaksanaan mediasi 

Adanya Instrumen Pelaksanaan 

Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Menyiapkan sarana (ruangan, 

kelengkapan ruangan) mediasi 

Adanya Sarana Mediasi tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Merekapitulasi basil pelaksanaan 

mediasi 

Adanya Laporan Pelaksanaan 

Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

c. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

100 % 100 % 100 % 

d. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum).

96 % 100% 119,05% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mensosialisasikan program bantuan 

pembebasan biaya perkara 

Adanya lnformasi ketersediaan 

bantuan pembebasan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Menerima permohonan pembebasan 

biaya perkara 

Adanya Permohonan 

pembebasan biaya perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Menerbitkan SK untuk pembebanan 

biaya perkara 

Adanya SK Pembebanan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pengumuman Rencana Pengadaan 

melalui Aplikasi SIRUP 

Adanya Terumumkannya 

pengadaan melalui aplikasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pengajuan Pejabat Pengadaan/ Pokja 

Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum 

Adanya Permohonan 

Pejabat/Pokja 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi 

Posbakum 

Adanya Proses Pengadaan tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Pemberian Layanan Bantuan Hukum 

melalui Posbakum 

Adanya Layanan Posbakum tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

50 % 50% 100% 

Rata- rata capaian 100% 



NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata Putusan sudah Berkekuatan Hukum 

Tetap 

Adanya Daftar Perkara 

BHT 

tidak ada 

permasalahan - 

2 Pembuatan Akta Cerai Adanya Pembuatan 

Akta Cerai 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Memeriksa kelengkapan eksekusi Adanya Ceklist 

Kelengkapan Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi Adanya Permohonan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Melaksanakan Eksekusi Adanya Pelaksanaan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 

Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait 

(Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Keluarahan, 

SAMSAT) 

Adanya Hasil 

Koordinasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

C. MONEV ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya proses peradilan yang 

pasti, transparan dan akuntabel 

a. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum Banding,

100 % 100% 104,17 % 

c. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi

96 % 100 % 104.17% 

d. Index persepsi pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan

92 % 0% 0% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN PERMASALAHAN TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi perkara yang lebih 

dari 5 bulan 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara 

tidak ada permasalahan - 

2 Melaporkan dan mencari solusi yang 

Tepat serta melaporkan ke PTA 

untuk perkara yang belum putus 

lebih dari 5 bulan 

Terdata jumlah perkara 

yang lebih dari 5 bulan 

tidak ada permasalahan - 

3 Pembuatan Berita Acara Sidang 

sesuai SOP dan menggunakan 

aplikasi SIPP sebagai penunjang 

BAS selesai tepat waktu tidak ada permasalahan - 

4 Pelaksanaan pem beritahuan isi 

putusan tepat waktu 

Pelaksanaan PBT tepat 

waktu 

tidak ada permasalahan -



5 Pelaksanaan minutasi perkara tepat 

waktu 

Minutasi perkara tepat 

waktu 

tidak ada permasalahan - 

6 Mendata dan mengevaluasi 

penyelesaian perkara 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara melebibi 

ketentuan waktu 

tidak ada permasalahan - 

7 Melaksanakan persidangan sesuai 

asas persidangan cepat, sederbana 

dan biaya ringan 

Terlaksananya 

persidangan cepat 

sederbana dan biaya 

ringan 

tidak ada permasalahan - 

8 Menunda persidangan tidak terlalu 

lama (1 minggu dan maksimal 2 

minggu) dalam kota, dan luar kota 

sesuai kebutuhan 

Adanya Jarak penundaan 

sidang yang tidak terlalu 

lama 

tidak ada permasalahan - 

9 Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan 

Kebutuhan Survey kepuasan 

Masyarakat, serta melaksanakan 

SKM 

Jadwal dan pelaksanaan 

SKM, Kuesioner SKM 

tidak ada permasalahan - 

10 Mendata dan merekap basil SKM Adanya Data hasil SKM tidak ada permasalahan - 

11 Menyusun Laporan Hasil SKM Adanya Laporan SKM tidak ada permasalahan - 

12 Melakukan evaluasi berdasarkan 

basil SKM dan melakukan tinjauan 

Manajemen 

Adanya CPAR tidak ada permasalahan - 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan  

penyelesaian perkara 

a. Persentase salinan

putusan yang sampaikan

tepat waktu

100  % 104,17% 104,17 % 

b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui

mediasi

  40% 36% 90% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Menginput tundaan sidang setelah Adanya Jadwal Sidang 

Tundaan perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 sidang dilaksanakan Adanya BAS tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Membuat Berita Acara Sidang setelah 

sidang dilaksanakan 

Adanya Data Putusan di SIPP tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Membuat Putusan sebelum sidang Adanya e-doc Salinan 

Putusan 

tidak ada 

permasalahan 

-



6 Menginput Amar Putusan dan Tanggal Adanya SK dan Jadwal 

Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Putusan di SIPP setelah Sidang Putusan Adanya Publikasi Nama dan 

Jadwal Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum 

bersertifikat mediator 

Adanya Usulan Diklat 

Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

9 Menyiapkan instrumen-instrumen 

kelengkapan pelaksanaan mediasi 

Adanya Instrumen 

Pelaksanaan Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan 

ruangan) mediasi 

Adanya Sarana Mediasi tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Merekapitulasi basil pelaksanaan mediasi Adanya Laporan 

Pelaksanaan Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum).

96 % 100% 119,05% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mensosialisasikan program bantuan 

pembebasan biaya perkara 

Adanya lnformasi ketersediaan 

bantuan pembebasan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Menerima permohonan pembebasan 

biaya perkara 

Adanya Permohonan 

pembebasan biaya perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Menerbitkan SK untuk pembebanan 

biaya perkara 

Adanya SK Pembebanan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pengumuman Rencana Pengadaan 

melalui Aplikasi SIRUP 

Adanya Terumumkannya 

pengadaan melalui aplikasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pengajuan Pejabat Pengadaan/ Pokja 

Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum 

Adanya Permohonan 

Pejabat/Pokja 

tidak ada 

permasalahan 

-



6 Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi 

Posbakum 

Adanya Proses Pengadaan tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Pemberian Layanan Bantuan Hukum 

melalui Posbakum 

Adanya Layanan Posbakum tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

4. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 % 75% 100% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata Putusan sudah Berkekuatan 

Hukum Tetap 

Adanya Daftar Perkara 

BHT 

tidak ada permasalahan 

- 

2 Pembuatan Akta Cerai Adanya Pembuatan Akta 

Cerai 

tidak ada permasalahan - 

3 Memeriksa kelengkapan eksekusi Adanya Ceklist 

Kelengkapan Eksekusi 

tidak ada permasalahan - 

4 Menindaklanjuti Permohonan 

Eksekusi 

Adanya Permohonan 

Eksekusi 

tidak ada permasalahan - 

5 Melaksanakan Eksekusi Adanya Pelaksanaan 

Eksekusi 

tidak ada permasalahan - 

6 

Melakukan Koordinasi dengan Pihak 

Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, 

Desa/Keluarahan, SAMSAT) 

Adanya Hasil Koordinasi tidak ada permasalahan - 

D. MONEV ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

a. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum Banding,

100 % 100 % 104,17 % 

c. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi

96 % 100 % 104.17% 

d. Index persepsi pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan

92 % 100% 100,70% 



NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 

bulan 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Melaporkan dan mencari solusi yang 

Tepat serta melaporkan ke PTA untuk 

perkara yang belum putus lebih dari 5 

bulan 

Terdata jumlah perkara 

yang lebih dari 5 bulan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai 

SOP dan menggunakan aplikasi SIPP 

sebagai penunjang 

BAS selesai tepat waktu tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pelaksanaan pem beritahuan isi putusan 

tepat waktu 

Pelaksanaan PBT tepat 

waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pelaksanaan minutasi perkara tepat 

waktu 

Minutasi perkara tepat 

waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Mendata dan mengevaluasi penyelesaian 

perkara 

Terdata dan terdeteksi 

potensi penyelesaian 

perkara melebibi 

ketentuan waktu 

tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Melaksanakan persidangan sesuai asas 

persidangan cepat, sederbana dan biaya 

ringan 

Terlaksananya 

persidangan cepat 

sederbana dan biaya 

ringan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Menunda persidangan tidak terlalu lama 

(1 minggu dan maksimal 2 minggu) dalam 

kota, dan luar kota sesuai kebutuhan 

Adanya Jarak penundaan 

sidang yang tidak terlalu 

lama 

tidak ada 

permasalahan 

- 

9 Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan 

Kebutuhan Survey kepuasan Masyarakat, 

serta melaksanakan SKM 

Jadwal dan pelaksanaan 

SKM, Kuesioner SKM 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Mendata dan merekap basil SKM Adanya Data hasil SKM tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Menyusun Laporan Hasil SKM Adanya Laporan SKM tidak ada 

permasalahan 

- 

12 Melakukan evaluasi berdasarkan basil 

SKM dan melakukan tinjauan Manajemen 

Adanya CPAR tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

2. Peningkatan efektivitas 

pengelolaan  penyelesaian 

perkara 

a. Persentase salinan

putusan yang sampaikan

tepat waktu

100  % 100% 104,17 % 

b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui

mediasi

  40% 32% 96,65 % 



NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Menginput tundaan sidang setelah Adanya Jadwal Sidang 

Tundaan perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 sidang dilaksanakan Adanya BAS tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Membuat Berita Acara Sidang setelah 

sidang dilaksanakan 

Adanya Data Putusan di 

SIPP 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Membuat Putusan sebelum sidang Adanya e-doc Salinan 

Putusan 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Menginput Amar Putusan dan Tanggal Adanya SK dan Jadwal 

Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Putusan di SIPP setelah Sidang Putusan Adanya Publikasi Nama 

dan Jadwal Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

8 Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum 

bersertifikat mediator 

Adanya Usulan Diklat 

Mediator 

tidak ada 

permasalahan 

- 

9 Menyiapkan instrumen-instrumen 

kelengkapan pelaksanaan mediasi 

Adanya Instrumen 

Pelaksanaan Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

10 Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan 

ruangan) mediasi 

Adanya Sarana Mediasi tidak ada 

permasalahan 

- 

11 Merekapitulasi basil pelaksanaan mediasi Adanya Laporan 

Pelaksanaan Mediasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

3. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum).

96 % 100% 119,05% 



NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mensosialisasikan program bantuan 

pembebasan biaya perkara 

Adanya lnformasi 

ketersediaan bantuan 

pembebasan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

2 Menerima permohonan pembebasan biaya 

perkara 

Adanya Permohonan 

pembebasan biaya 

perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya 

perkara 

Adanya SK Pembebanan 

biaya perkara 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Pengumuman Rencana Pengadaan melalui 

Aplikasi SIRUP 

Adanya Terumumkannya 

pengadaan melalui aplikasi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Pengajuan Pejabat Pengadaan/ Pokja 

Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum 

Adanya Permohonan 

Pejabat/Pokja 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi 

Posbakum 

Adanya Proses Pengadaan tidak ada 

permasalahan 

- 

7 Pemberian Layanan Bantuan Hukum 

melalui Posbakum 

Adanya Layanan 

Posbakum 

tidak ada 

permasalahan 

- 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

4. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 % 100% 100% 

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES 

PELAKSANAAN 

URAIAN 

PERMASALAHAN 

TINDAK 

LANJUT 

1 Mendata Putusan sudah Berkekuatan 

Hukum Tetap 

Adanya Daftar Perkara BHT tidak ada 

permasalahan - 

2 Pembuatan Akta Cerai Adanya Pembuatan Akta 

Cerai 

tidak ada 

permasalahan 

- 

3 Memeriksa kelengkapan eksekusi Adanya Ceklist Kelengkapan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

4 Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi Adanya Permohonan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

5 Melaksanakan Eksekusi Adanya Pelaksanaan 

Eksekusi 

tidak ada 

permasalahan 

- 

6 

Melakukan Koordinasi dengan Pihak 

Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, 

Desa/Keluarahan, SAMSAT) 

Adanya Hasil Koordinasi tidak ada 

permasalahan 

-



LAMPIRAN II   

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023  

TANGGAL : 17 Juli 2023 

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO Pernyataan cheklist 

1 Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah 

menampilkan data penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi

target kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian

kinerja IP yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran

yang mendukung informasi pada

badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan

ke depan

6. Telah menyajikan akuntabilitas

keuangan

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

2 Mekanisme Penyusunan 1. LKjIP disusun oleh unit  kerja yang

memiliki tugas fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampikan dalam

LKjIP telah didukung dengan data

yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme

penyampaian data dan informasi

dari unit kerja ke unit penyusun

LKjIP

4. Telah ditetapkan penanggung

jawab pengumpulan

data/informasi di setiap unit kerja

5. Data/informasi kinerja yang

disampaikan dalam LKjIP telah

diyakini keandalannya

6. Analisis/penjelasan dalam LKjIP

telah diketahui oleh unit kerja

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√



terkait 

7. LKjIP bulanan merupakan 

gabungan partisipasi dari 

dibawahnya. 

 

3 Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 

sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja 

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 

selaras dengan rencana strategis 

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya 

tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai 

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 

sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja 

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 

sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama 

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya 

tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai 

7. Telah terdapat perbandingan data 

kinerja dengan tahun lalu, standar 

nasional dan sebagainya yang 

bermanfaat 

8. IKU dan IK telah cukup mengukur 

tujuan/ sasaran 

9. Jika “tidak” telah terdapat 
penjelasan yang memadai 

10. IKU dan IK telah SMART 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
 

Prabumulih, 29 Desember  2023 

 

Pereviu I,       Pereviu II, 

 

 

 

 

Fiqhan Hakim,S.H.I      Humaidi,S.H 

 
 

 

 



LAMPIRAN III   

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023  

TANGGAL : 17 Juli 2023  

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih 

untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi 

yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman Pengadilan Agama 

Prabumulih. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan 

secara akurat, andal dan valid.  

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. 

Prabumulih, 29 Desember  2023 

Pereviu I, Pereviu II, 

Fiqhan Hakim,S.H.I Humaidi,S.H 



LAMPIRAN IV  

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR  : 1282/SEK/SK/VII/2023  

TANGGAL  : 17 Juli 2023 

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO Rekomendasi LHE Tahun 2022 Permasalahan Rencana Aksi 

Tindak Lanjut 

Target Waktu 

Pelaksanaan 

Penanggung 

jawab 

Status/Progres 

Penyelesaian 

Link Bukti 

Dukung 

A PERENCANAAN KINERJA 

1 Agar disusun pedoman teknis perencanaan 

kinerja satker yang mencakup antara lain 

kebijakan penyusunan, perubahan dan 

sistematika penyajian dokumen perencanaan 

kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan 

rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi 

kinerja (mengacu pada pedoman penyusunan 

SAKIP MARI) 

Belum ada pedoman teknis 

perencanaan kinerja internal 

yang mencakup antara lain 

kebijakan penyusunan, 

perubahan dan sistematika 

penyajian dokumen perencanaan 

kinerja, perjanjian kinerja, 

penyusunan rencana aksi dan 

jadwal monitoring evaluasi 

kinerja (mengacu pada pedoman 

penyusunan SAKIP MARI) 

membuat pedoman 

teknis perencanaan 

kinerja internal 

1 Bulan 1 Okt-31 Okt 

2023 

Ketua Sudah ditindaklanjuti 

dengan 

menyusun pedoman 

teknis 

perencanaan kinerja 

internal yang 

berisi : kebijakan 

penyusunan, 

perubahan dan 

sistematika 

penyajian dokumen 

perencanaan 

kinerja, perjanjian 

kinerja, 

penyusunan rencana 

aksi dan 

jadwal monitoring 

evaluasi kinerja; 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1N

J1n-

LFgZAYwFRYHl

QF8YhzhAeY-

e0f3 

2 Agar disusun kejelasan keterkaitan dan atau 

analisis keterkaitan rencana jangka panianq 

lembaqa dengan renstra unit kerja 

Target kurang achievable, karena 

indikator mediasi tidak dapat 

dicapai 

Reviu Renstra 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Ketua, 

Wakil 

Ketua, 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti, 

dengan 

membuat matriks 

keterkaitan 

rencana jangka panjang 

(blue 

print) Mahkamah Agung 

2010-2035 

dengan Renstra PTA 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1R

WIZV2Bcr2HE

KLUQ3RNNk6

SEbYxEz3y1 

https://drive.google.com/drive/folders/1NJ1n-LFgZAYwFRYHlQF8YhzhAeY-e0f3
https://drive.google.com/drive/folders/1NJ1n-LFgZAYwFRYHlQF8YhzhAeY-e0f3
https://drive.google.com/drive/folders/1NJ1n-LFgZAYwFRYHlQF8YhzhAeY-e0f3
https://drive.google.com/drive/folders/1NJ1n-LFgZAYwFRYHlQF8YhzhAeY-e0f3
https://drive.google.com/drive/folders/1NJ1n-LFgZAYwFRYHlQF8YhzhAeY-e0f3
https://drive.google.com/drive/folders/1NJ1n-LFgZAYwFRYHlQF8YhzhAeY-e0f3
https://drive.google.com/drive/folders/1NJ1n-LFgZAYwFRYHlQF8YhzhAeY-e0f3
https://drive.google.com/drive/folders/1RWIZV2Bcr2HEKLUQ3RNNk6SEbYxEz3y1
https://drive.google.com/drive/folders/1RWIZV2Bcr2HEKLUQ3RNNk6SEbYxEz3y1
https://drive.google.com/drive/folders/1RWIZV2Bcr2HEKLUQ3RNNk6SEbYxEz3y1
https://drive.google.com/drive/folders/1RWIZV2Bcr2HEKLUQ3RNNk6SEbYxEz3y1
https://drive.google.com/drive/folders/1RWIZV2Bcr2HEKLUQ3RNNk6SEbYxEz3y1
https://drive.google.com/drive/folders/1RWIZV2Bcr2HEKLUQ3RNNk6SEbYxEz3y1


Palembang dan PA 

Prabumulih 

2020-2024 

3 Agar disusun pohon kinerja yang 

mengambarkan keselarasan tujuan organisasi 

dan kineria individu 

Pohon kinerja tidak ada garis 

koordinasi 

Membuat pohon 

kinerja dengan garis 

koordinasi 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan membuat pohon 

kinerja dengan garis 

koordinasi 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1K

Teb3AEo-

efyjx448NBSv

g-bWolup3Ba

4 Agar disusun target dengan baik, karena masih 

ada capaian kinerja dibawah 100% dan ada 

target ditetapkan terlalu kecil 

Target belum ditetapkan dengan 

baik, karena masih ada capaian 

kinerja dibawah 100% 

(achievable) dan ada target 

ditetapkan terlalu kecil 

 SKP, Laporan 

kinerja, Reviu RKT 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Ketua, 

Wakil 

Ketua, 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan menetapkan 

target dengan baik 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1h

OLerNeFcs8qF

BaI6DgDSTZl1

o16hoQ1 

5 Agar melengkapi informasi 

perbaikan/penyempurnaan dokumen 

perencanaan dalam mewujudkan kondisi lebih 

baik misalnya dari sisi anggaaan atau target dll 

Tidak ada informasi 

perbaikan/penyempurnaan 

dokumen perencanaan dalam 

mewujudkan kondisi lebih baik 

misalnya dari sisi anggaran atau 

target dll 

LKJIP BAB III, 

REnstra BAB III 

1 bulan 1 Okt-31 Okt 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan membuat 

informasi perbaikan 

/penyempurnaan 

dokumen 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1r

V3WWXyoOk

BQt8OtUgjpxf

wWrzpyTnzc 

B PENGUKURAN 

1 Agar disusun pedoman teknis pengukuran dan 

pengumpulan data kinerja internal yang 

mencakup sekurang-kurangnya mekanisme 

pengumpulan dan pengukuran kinerja, 

jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan 

pengukuran data kinerja, termasuk SOP perlu 

mengatur apabila terjadi kesalahan 

penginputan data, serta menyiapkan jadwal 

monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi 

Pedoman teknis pengukuran dan 

pengumpulan data kinerja 

internal belum mencakup 

sekurang-jkurangnya mekanisme 

pengumpulan dan pengukuran 

kinerja, jadwal/waktu 

pelaksanaan pengumpulan dan 

pengukuran data kinerja, 

termasuk SOP perlu mengatur 

apabila terjadi kesalahan 

penginputan data, serta 

menviapkan jadwal monev 

penqukuran kinerja sesuai 

rencana aksi 

- Pedoman teknis

pengukuran dan

pengumpulan data 

kinerja 

internal,yang berisi

Mekanisme 

pengumpulan dan 

pengukuran kinerja,

Jadwal waku

pelaksanaan 

pengumpulan dan 

pengukuran daa

kinerja, SOP

pengumpulan data 

kinerja,Jadwal 

monev yang sesuai

dengan rencana

aksi

1 bulan 1 Okt-31 Okt 

2023 

Panitera,Se

kretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan membuat 

Pedoman teknis 

pengukuran dan 

pengumpulan data 

kinerja internal 

mencakup sekurang-

kurangnya mekanisme 

pengumpulan dan 

pengukuran kinerja, 

jadwal/waktu 

pelaksanaan 

pengumpulan dan 

pengukuran data 

kinerja, termasuk SOP 

perlu mengatur apabila 

terjadi kesalahan 

penginputan data, serta 

menviapkan jadwal 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/11

qM2d8nA-

jiS6AEIx9GBH

qeWnRnNGf8j 

https://drive.google.com/drive/folders/1KTeb3AEo-efyjx448NBSvg-bWolup3Ba
https://drive.google.com/drive/folders/1KTeb3AEo-efyjx448NBSvg-bWolup3Ba
https://drive.google.com/drive/folders/1KTeb3AEo-efyjx448NBSvg-bWolup3Ba
https://drive.google.com/drive/folders/1KTeb3AEo-efyjx448NBSvg-bWolup3Ba
https://drive.google.com/drive/folders/1KTeb3AEo-efyjx448NBSvg-bWolup3Ba
https://drive.google.com/drive/folders/1KTeb3AEo-efyjx448NBSvg-bWolup3Ba
https://drive.google.com/drive/folders/1hOLerNeFcs8qFBaI6DgDSTZl1o16hoQ1
https://drive.google.com/drive/folders/1hOLerNeFcs8qFBaI6DgDSTZl1o16hoQ1
https://drive.google.com/drive/folders/1hOLerNeFcs8qFBaI6DgDSTZl1o16hoQ1
https://drive.google.com/drive/folders/1hOLerNeFcs8qFBaI6DgDSTZl1o16hoQ1
https://drive.google.com/drive/folders/1hOLerNeFcs8qFBaI6DgDSTZl1o16hoQ1
https://drive.google.com/drive/folders/1hOLerNeFcs8qFBaI6DgDSTZl1o16hoQ1
https://drive.google.com/drive/folders/1rV3WWXyoOkBQt8OtUgjpxfwWrzpyTnzc
https://drive.google.com/drive/folders/1rV3WWXyoOkBQt8OtUgjpxfwWrzpyTnzc
https://drive.google.com/drive/folders/1rV3WWXyoOkBQt8OtUgjpxfwWrzpyTnzc
https://drive.google.com/drive/folders/1rV3WWXyoOkBQt8OtUgjpxfwWrzpyTnzc
https://drive.google.com/drive/folders/1rV3WWXyoOkBQt8OtUgjpxfwWrzpyTnzc
https://drive.google.com/drive/folders/1rV3WWXyoOkBQt8OtUgjpxfwWrzpyTnzc
https://drive.google.com/drive/folders/11qM2d8nA-jiS6AEIx9GBHqeWnRnNGf8j
https://drive.google.com/drive/folders/11qM2d8nA-jiS6AEIx9GBHqeWnRnNGf8j
https://drive.google.com/drive/folders/11qM2d8nA-jiS6AEIx9GBHqeWnRnNGf8j
https://drive.google.com/drive/folders/11qM2d8nA-jiS6AEIx9GBHqeWnRnNGf8j
https://drive.google.com/drive/folders/11qM2d8nA-jiS6AEIx9GBHqeWnRnNGf8j
https://drive.google.com/drive/folders/11qM2d8nA-jiS6AEIx9GBHqeWnRnNGf8j


monev penqukuran 

kinerja sesuai rencana 

aksi 

2 Agar dokumen IKU mendefinisikan indikator 

secara jelas, trend/polaritas indikator, periode 

pengambilan data/frekuensi 

pemantauan/pelaporan dan treshold 

Dokumen IKU belum sepenuhnya 

mendefinisikan indikator secara 

jelas, trend/pola ritas indikator, 

periode pengambilan 

data/frekuensi 

pemantauan/pelaporan dan 

treshold 

Dokumen Reviu IKU 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

reviu IKU yang 

mendefinisikan 

indikator secara jelas, 

trend/polaritas 

indikator, periode 

pengambilan 

data/frekuensi 

pemantauan/pelaporan 

dan treshold 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1S

Wkiv9gmFsFr

1bAO7W4PSIP

S-00IbYZd 

3 Agar melengkapi data kinerja yang 

mendukung pengukuran capaian kinerja yanq 

relevan untuk mengukur capaian kinerja yanq 

diharapkan 

Data kinerja yang mendukung 

pengukuran capaian kinerja 

belum sepenuhnya relevan untuk 

mengukur capaian kinerja yang 

diharapkan 

Data kinerja yang 

relevan untuk 

mengukur capaian 

kinerja yang 

diharapkan 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan membuat 

monev Pengukuran 

kinerja yang relevan 

menggunakan excel 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1p

cLoPvLtAfYjnd

qWy4JZWDLKl

UNziA0x 

4 Agar setiap level sub organisasi melakukan 

pemantauan atas pengukuran capaian kinerja 

unit dibawahnya secara berjenjang pada 

masing-masing bawahan. 

Setiap level sub organisasi belum 

melakukan pemantauan atas 

pengukuran capaian kinerja unit 

dibawahnva secara berjeniang. 

Rapat monev 

kepaniteraan 

Rapat monev 

kesekretariaan 

Perjanjian kinerja 

dan SKP pegawai 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Ketua, 

Wakil 

Ketua, 

Panitera, 

Sekretaris 

Rapat monev 

kepaniteraan dan rapat 

monev kesekretariatan 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1O

3D0mOkWpAj

I6xCsKBGHeEg

OKkY6imqi 

5 Agar pengukuran data kinerja memanfaatkan 

teknologi informasi yang terintegrasi pada 

sumber data atau jika tidak memungkinkan 

untuk sementara daoat menqqunakan excell 

vanq sumber datanya terintegrasi dalam satu 

kertas kerja. Hasil pengukuran sebaiknya 

dibuat dalam bentuk laporan capaian kinerja 

berkala 

Pengukuran kinerja belum 

optimal memanfaatkan teknologi 

informasi yang terintegrasi pada 

sumber data atau jika tidak 

memungkinkan untuk sementara 

dapat menggunakan excell yang 

sumber datanya terintegrasi 

dalam satu kertas kerja. Hasil 

pengukuran sebaiknya dibuat 

dalam bentuk laporan capaian 

kinerja berkala 

Laporan capaian 

kinerja berkala 

2 bulan 1 Okt-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Laporan capaian kinerja 

berkala per triwulan 

menggunakan excel 

yang sumber data 

terintegrasi dnegan 

teknologi informasi 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1Y

VoWNVIAwU1

BLnoOSfms4X

sDH7FwzQKH 

6 Agar melengkapi informasi bahwa pengukuran 

kinerja telah mempengaruhi penvesuaian 

aktivitas dalam mencapai kinerja 

Tidak ada informasi yang 

menyatakan pengukuran kinerja 

telah mempengaruhi 

penyesuaian aktivitas dalam 

mencapai kinerja 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan melengkapi 

informasi bahwa 

pengukuran kinerja 

telah mempengaruhi 

penvesuaian aktivitas 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/14

mdHV4-

KCwUTX0zD0

u6sQgP92XVf

https://drive.google.com/drive/folders/1SWkiv9gmFsFr1bAO7W4PSIPS-00IbYZd
https://drive.google.com/drive/folders/1SWkiv9gmFsFr1bAO7W4PSIPS-00IbYZd
https://drive.google.com/drive/folders/1SWkiv9gmFsFr1bAO7W4PSIPS-00IbYZd
https://drive.google.com/drive/folders/1SWkiv9gmFsFr1bAO7W4PSIPS-00IbYZd
https://drive.google.com/drive/folders/1SWkiv9gmFsFr1bAO7W4PSIPS-00IbYZd
https://drive.google.com/drive/folders/1SWkiv9gmFsFr1bAO7W4PSIPS-00IbYZd
https://drive.google.com/drive/folders/1pcLoPvLtAfYjndqWy4JZWDLKlUNziA0x
https://drive.google.com/drive/folders/1pcLoPvLtAfYjndqWy4JZWDLKlUNziA0x
https://drive.google.com/drive/folders/1pcLoPvLtAfYjndqWy4JZWDLKlUNziA0x
https://drive.google.com/drive/folders/1pcLoPvLtAfYjndqWy4JZWDLKlUNziA0x
https://drive.google.com/drive/folders/1pcLoPvLtAfYjndqWy4JZWDLKlUNziA0x
https://drive.google.com/drive/folders/1pcLoPvLtAfYjndqWy4JZWDLKlUNziA0x
https://drive.google.com/drive/folders/1O3D0mOkWpAjI6xCsKBGHeEgOKkY6imqi
https://drive.google.com/drive/folders/1O3D0mOkWpAjI6xCsKBGHeEgOKkY6imqi
https://drive.google.com/drive/folders/1O3D0mOkWpAjI6xCsKBGHeEgOKkY6imqi
https://drive.google.com/drive/folders/1O3D0mOkWpAjI6xCsKBGHeEgOKkY6imqi
https://drive.google.com/drive/folders/1O3D0mOkWpAjI6xCsKBGHeEgOKkY6imqi
https://drive.google.com/drive/folders/1O3D0mOkWpAjI6xCsKBGHeEgOKkY6imqi
https://drive.google.com/drive/folders/1YVoWNVIAwU1BLnoOSfms4XsDH7FwzQKH
https://drive.google.com/drive/folders/1YVoWNVIAwU1BLnoOSfms4XsDH7FwzQKH
https://drive.google.com/drive/folders/1YVoWNVIAwU1BLnoOSfms4XsDH7FwzQKH
https://drive.google.com/drive/folders/1YVoWNVIAwU1BLnoOSfms4XsDH7FwzQKH
https://drive.google.com/drive/folders/1YVoWNVIAwU1BLnoOSfms4XsDH7FwzQKH
https://drive.google.com/drive/folders/1YVoWNVIAwU1BLnoOSfms4XsDH7FwzQKH
https://drive.google.com/drive/folders/14mdHV4-KCwUTX0zD0u6sQgP92XVf_dk7
https://drive.google.com/drive/folders/14mdHV4-KCwUTX0zD0u6sQgP92XVf_dk7
https://drive.google.com/drive/folders/14mdHV4-KCwUTX0zD0u6sQgP92XVf_dk7
https://drive.google.com/drive/folders/14mdHV4-KCwUTX0zD0u6sQgP92XVf_dk7
https://drive.google.com/drive/folders/14mdHV4-KCwUTX0zD0u6sQgP92XVf_dk7
https://drive.google.com/drive/folders/14mdHV4-KCwUTX0zD0u6sQgP92XVf_dk7


dalam mencapai kinerja _dk7 

7 Agar melengkapi informasi bahwa pengukuran 

kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran 

Tidak ada informasi yang 

menyatakan pengukuran kinerja 

telah mempengaruhi 

penyesuaian anggaran dalam 

mencapai kinerja 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan melengkapi 

informasi bahwa 

pengukuran kinerja 

mempengaruhi 

penyesuaian anggaran 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1Q

sqQSDS6waDx

90sfm8x30Db

5wYlAn1jK 

8 Agar melengkapi informasi atas efisiensi atas 

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja 

Tidak adanya informasi atas 

efisiensi atas penggunaan 

anggaran dalam mencapai kinerja 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan melengkapi 

informasi atas efisiensi 

atas penggunaan 

anggaran dalam 

mencapai kinerja 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1m

6CSoMaY6NP

8sRpbugihH2v

1JW9594yM 

C PELAPORAN KINERJA 

1 Agar disusun laporan kinerja berkala 

(sistematika berdasarkan Permenpan No 

53/2014) 

Laporan kinerja berkala belum 

ada (sistematika berdasarkan 

Permenpan No 53/2014) 

Laporan kinerja 

berkala 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan membuat 

Laporan kinerja berkala 

per triwulan  

Laporan kinerja berkala 

berdasarkan Permenpan 

No. 53 tahun 2014 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1rl

0OBMBvBVI-

3tqD1WEH0a

Dzcy2jSo96 

2 Agar laporan kinerja menginfokan 

perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi 

kineria tahun-tahun sebelumnva 

Laporan kinerja belum 

menginfokan perbandingan 

realisasi realisasi kinerja tahun-

tahun sebelumnya 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan Informasi 

perbandingan realisasi 

kinerja dengan realisasi 

kineria tahun-tahun 

sebelumnva 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1p

ufOnVrSgnUy

UeMhD80X7e

dPr2XVlcag 

3 Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan 

perbandingan realisasi kinerja denqan realiasi 

kineria di level nasional/internasional 

(Benchmark Kinerja). 

Dokumen Laporan Kinerja belum 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan realiasi 

kinerja di level 

nasional/internasional 

(Benchmark Kinerja). 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan Informasi 

perbandingan realisasi 

kinerja denqan realiasi 

kineria di level BAB IV 

LKJIPnasional/internasio

nal (Benchmark Kinerja). 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1m

P0IS4ZfyjfUy6

rA9Mb0v4182

91C4xoB 

4 Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan 

efisiensi atas penggunaan sumber dava 

(money) 

Dokumen Laporan Kinerja belum 

menginfokan efisiensi atas 

penggunaan sumber daya 

(money) 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan menginfokan 

efisiensi atas 

penggunaan sumber 

dava (money) 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1u

xTChwrqUurN

Hzpl5TFWB6j

https://drive.google.com/drive/folders/14mdHV4-KCwUTX0zD0u6sQgP92XVf_dk7
https://drive.google.com/drive/folders/1QsqQSDS6waDx90sfm8x30Db5wYlAn1jK
https://drive.google.com/drive/folders/1QsqQSDS6waDx90sfm8x30Db5wYlAn1jK
https://drive.google.com/drive/folders/1QsqQSDS6waDx90sfm8x30Db5wYlAn1jK
https://drive.google.com/drive/folders/1QsqQSDS6waDx90sfm8x30Db5wYlAn1jK
https://drive.google.com/drive/folders/1QsqQSDS6waDx90sfm8x30Db5wYlAn1jK
https://drive.google.com/drive/folders/1QsqQSDS6waDx90sfm8x30Db5wYlAn1jK
https://drive.google.com/drive/folders/1m6CSoMaY6NP8sRpbugihH2v1JW9594yM
https://drive.google.com/drive/folders/1m6CSoMaY6NP8sRpbugihH2v1JW9594yM
https://drive.google.com/drive/folders/1m6CSoMaY6NP8sRpbugihH2v1JW9594yM
https://drive.google.com/drive/folders/1m6CSoMaY6NP8sRpbugihH2v1JW9594yM
https://drive.google.com/drive/folders/1m6CSoMaY6NP8sRpbugihH2v1JW9594yM
https://drive.google.com/drive/folders/1m6CSoMaY6NP8sRpbugihH2v1JW9594yM
https://drive.google.com/drive/folders/1rl0OBMBvBVI-3tqD1WEH0aDzcy2jSo96
https://drive.google.com/drive/folders/1rl0OBMBvBVI-3tqD1WEH0aDzcy2jSo96
https://drive.google.com/drive/folders/1rl0OBMBvBVI-3tqD1WEH0aDzcy2jSo96
https://drive.google.com/drive/folders/1rl0OBMBvBVI-3tqD1WEH0aDzcy2jSo96
https://drive.google.com/drive/folders/1rl0OBMBvBVI-3tqD1WEH0aDzcy2jSo96
https://drive.google.com/drive/folders/1rl0OBMBvBVI-3tqD1WEH0aDzcy2jSo96
https://drive.google.com/drive/folders/1pufOnVrSgnUyUeMhD80X7edPr2XVlcag
https://drive.google.com/drive/folders/1pufOnVrSgnUyUeMhD80X7edPr2XVlcag
https://drive.google.com/drive/folders/1pufOnVrSgnUyUeMhD80X7edPr2XVlcag
https://drive.google.com/drive/folders/1pufOnVrSgnUyUeMhD80X7edPr2XVlcag
https://drive.google.com/drive/folders/1pufOnVrSgnUyUeMhD80X7edPr2XVlcag
https://drive.google.com/drive/folders/1pufOnVrSgnUyUeMhD80X7edPr2XVlcag
https://drive.google.com/drive/folders/1mP0IS4ZfyjfUy6rA9Mb0v418291C4xoB
https://drive.google.com/drive/folders/1mP0IS4ZfyjfUy6rA9Mb0v418291C4xoB
https://drive.google.com/drive/folders/1mP0IS4ZfyjfUy6rA9Mb0v418291C4xoB
https://drive.google.com/drive/folders/1mP0IS4ZfyjfUy6rA9Mb0v418291C4xoB
https://drive.google.com/drive/folders/1mP0IS4ZfyjfUy6rA9Mb0v418291C4xoB
https://drive.google.com/drive/folders/1mP0IS4ZfyjfUy6rA9Mb0v418291C4xoB
https://drive.google.com/drive/folders/1uxTChwrqUurNHzpl5TFWB6jVuabcMb4Y
https://drive.google.com/drive/folders/1uxTChwrqUurNHzpl5TFWB6jVuabcMb4Y
https://drive.google.com/drive/folders/1uxTChwrqUurNHzpl5TFWB6jVuabcMb4Y
https://drive.google.com/drive/folders/1uxTChwrqUurNHzpl5TFWB6jVuabcMb4Y
https://drive.google.com/drive/folders/1uxTChwrqUurNHzpl5TFWB6jVuabcMb4Y


VuabcMb4Y 

5 Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan 

upaya perbaikan dan penvempurnaan kinerja 

ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). 

Dokumen Laporan Kinerja belum 

menginfokan upaya perbaikan 

dan penyempurnaan kinerja ke 

depan (rekomendasi perbaikan 

kinerja). 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan menginfokan 

upaya perbaikan dan 

penvempurnaan kinerja 

ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja). 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1A

ohuJC3zfaFjOI

opBKCXXmJzo

JWOg3XT 

6 Agar melengkapi informasi dalam laporan 

kinerja telah digunakan dalam penyesuaian 

aktifitas melalui reviu/revisi SOP dalam 

kaitannya dengan perbaikan kinerja 

Belum ada informasi apakah 

informasi dalam laporan kinerja 

digunakan dalam penyesuaian 

aktifitas melalui reviu/revisi SOP 

dalam kaitannya dengan 

perbaikan kineria 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan informasi 

apakah informasi dalam 

laporan kinerja 

digunakan dalam 

penyesuaian aktifitas 

melalui reviu/revisi SOP 

dalam kaitannya dengan 

perbaikan kineria 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1O

8_J5aARnPord

SGx2qEy9CYd

5F3D2hy5 

7 Agar melengkapi informasi dalam laporan 

kinerja berkala telah digunakan untuk 

penyesuaian penqgunaan anggaran 

Belum ada informasi apakah 

informasi dalam laporan kinerja 

berkala telah digunakan untuk 

penyesuaian Penggunaan 

anqqaran 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan informasi 

apakah informasi dalam 

laporan kinerja berkala 

telah digunakan untuk 

penyesuaian 

Penggunaan anqqaran 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1Zs

hwLxMUmgcb

2qBDVytlV87_

h-82psnC 

8 Agar melengkapi lnformasi dalam laporan 

kinerja menginformasikan penvesuaian 

perencanaan kineria vanq akan dihadapi 

berikutnya 

lnformasi dalam laporan kinerja 

belum menginformasikan 

penyesuaian perencanaan kinerja 

yang akan dihadapi berikutnya 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan lnformasi dalam 

laporan kinerja belum 

menginformasikan 

penyesuaian 

perencanaan kinerja 

yang akan dihadapi 

berikutnya 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1G

BMllsy-

ewnoUTNq1q

Lcc8-7fljfjcrJ 

9 Agar melengkapi lnformasi bahwa laporan 

kinerja menginformasikan perubahan budaya 

kineria organisasi 

lnformasi dalam laporan kinerja 

belum menginformasikan 

perubahan budaya kineria 

orqanisasi 

LKJIP BAB IV 1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan lnformasi dalam 

laporan kinerja belum 

menginformasikan 

perubahan budaya 

kineria orqanisasi 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/15

meSAaWhzJXL

xJHlFf29OKC4

zZKB5HjO 

D EVALUASI  AKUNTABILITAS KINERJA 

1 Agar disusun pedoman teknis evaluasi kinerja 

internal yang mencakup sekurang-kurangnya 

mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu 

Belum ada pedoman evaluasi 

kinerja internal 

Pedoman evaluasi 

kinerja internal 

2 bulan 1 Okt-30 Nov 

2023 

Ketua, 

Wakil 

Ketua, 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan menyusun 

pedoman teknis evaluasi 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/12

https://drive.google.com/drive/folders/1uxTChwrqUurNHzpl5TFWB6jVuabcMb4Y
https://drive.google.com/drive/folders/1AohuJC3zfaFjOIopBKCXXmJzoJWOg3XT
https://drive.google.com/drive/folders/1AohuJC3zfaFjOIopBKCXXmJzoJWOg3XT
https://drive.google.com/drive/folders/1AohuJC3zfaFjOIopBKCXXmJzoJWOg3XT
https://drive.google.com/drive/folders/1AohuJC3zfaFjOIopBKCXXmJzoJWOg3XT
https://drive.google.com/drive/folders/1AohuJC3zfaFjOIopBKCXXmJzoJWOg3XT
https://drive.google.com/drive/folders/1AohuJC3zfaFjOIopBKCXXmJzoJWOg3XT
https://drive.google.com/drive/folders/1O8_J5aARnPordSGx2qEy9CYd5F3D2hy5
https://drive.google.com/drive/folders/1O8_J5aARnPordSGx2qEy9CYd5F3D2hy5
https://drive.google.com/drive/folders/1O8_J5aARnPordSGx2qEy9CYd5F3D2hy5
https://drive.google.com/drive/folders/1O8_J5aARnPordSGx2qEy9CYd5F3D2hy5
https://drive.google.com/drive/folders/1O8_J5aARnPordSGx2qEy9CYd5F3D2hy5
https://drive.google.com/drive/folders/1O8_J5aARnPordSGx2qEy9CYd5F3D2hy5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZshwLxMUmgcb2qBDVytlV87_h-82psnC
https://drive.google.com/drive/folders/1ZshwLxMUmgcb2qBDVytlV87_h-82psnC
https://drive.google.com/drive/folders/1ZshwLxMUmgcb2qBDVytlV87_h-82psnC
https://drive.google.com/drive/folders/1ZshwLxMUmgcb2qBDVytlV87_h-82psnC
https://drive.google.com/drive/folders/1ZshwLxMUmgcb2qBDVytlV87_h-82psnC
https://drive.google.com/drive/folders/1ZshwLxMUmgcb2qBDVytlV87_h-82psnC
https://drive.google.com/drive/folders/1GBMllsy-ewnoUTNq1qLcc8-7fljfjcrJ
https://drive.google.com/drive/folders/1GBMllsy-ewnoUTNq1qLcc8-7fljfjcrJ
https://drive.google.com/drive/folders/1GBMllsy-ewnoUTNq1qLcc8-7fljfjcrJ
https://drive.google.com/drive/folders/1GBMllsy-ewnoUTNq1qLcc8-7fljfjcrJ
https://drive.google.com/drive/folders/1GBMllsy-ewnoUTNq1qLcc8-7fljfjcrJ
https://drive.google.com/drive/folders/1GBMllsy-ewnoUTNq1qLcc8-7fljfjcrJ
https://drive.google.com/drive/folders/15meSAaWhzJXLxJHlFf29OKC4zZKB5HjO
https://drive.google.com/drive/folders/15meSAaWhzJXLxJHlFf29OKC4zZKB5HjO
https://drive.google.com/drive/folders/15meSAaWhzJXLxJHlFf29OKC4zZKB5HjO
https://drive.google.com/drive/folders/15meSAaWhzJXLxJHlFf29OKC4zZKB5HjO
https://drive.google.com/drive/folders/15meSAaWhzJXLxJHlFf29OKC4zZKB5HjO
https://drive.google.com/drive/folders/15meSAaWhzJXLxJHlFf29OKC4zZKB5HjO
https://drive.google.com/drive/folders/12z--IQP6UAIG2e-V3HdlklDzKiGUhD_K
https://drive.google.com/drive/folders/12z--IQP6UAIG2e-V3HdlklDzKiGUhD_K
https://drive.google.com/drive/folders/12z--IQP6UAIG2e-V3HdlklDzKiGUhD_K


berjenjang, dan evaluasi kinerja internal, 

monitoring kinerja berjenjang dan 

rekomendasi serta tindak lanjut evaluasi 

periodik (dapat menggunakan SK Sekma 

Nomor 878/SEK/SKNll/2022 sebaqai rujukan) 

Panitera, 

sekretaris 

kinerja internal z--

IQP6UAIG2e-

V3HdlklDzKiG

UhD_K 

2 Agar dilaksanakan rapat triwulan yang 

optimal, dan laporan capaian kinerja berkala 

sebagai bahan rapat, sehingga bisa diketahui 

realisasi kinerja tiap indikator serta realisasi 

anggaran per triwulan 

Rapat evaluasi dilaksanakan 

namun belum optimal 

Rapat evaluasi 

triwulan dengan 

laporan capaian 

kinerja berkala dan 

realisasi anggaran 

per triwulan 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan Rapat evaluasi 

dengan laporan capaian 

kinerja berkala dan 

realisasi anggaran per 

triwulan 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1fF

9ZCrCp6jjbc_h

FaOVEumZJ5O

oQtqw9 

3 Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

dilaksanakan pada masing-masing baqian 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal belum dilaksanakan pada 

masing- masina bagian 

Rapat monev 

kepanieraan 

Rapat monev 

kesekretariatan 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan Rapat monev 

kepanieraan 

Rapat monev 

kesekretariatan 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/14

KJTbRpPolMuj

iYdpO3AeL6f

wFyaJg-Y 

4 Agar memanfaatkan evaluasi sebagai sarana 

perbaikan aktivitas atau cara kerja dengan 

menganalisis capaian yang masih rendah 

sehingga dapat ditentukan lanqkah-lanqkah 

strateqis untuk menqatasinva 

Evaluasi belum digunakan 

sebagai sarana perbaikan 

aktivitas atau cara kerja dengan 

menganalisis capaian yang masih 

rendah sehingga dapat 

ditentukan langkah-langkah 

strategis untuk mengatasinya 

Rapat monev 

capaian kinerja per 

triwulan 

1 bulan 1 Nov-30 Nov 

2023 

Panitera, 

sekretaris 

Sudah ditindaklanjuti 

dengan Rapat monev 

per triwulan 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1k

gIj51CL7c2Kw

XfyHDdDhCM

FVu4_pHPJ 

Prabumulih,  29 Desember  2023 

Ketua 

Lukmin, S.Ag.,M.E 

NIP. 19741010 200502 1 001 

E. PENUTUP
Demikianlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/12z--IQP6UAIG2e-V3HdlklDzKiGUhD_K
https://drive.google.com/drive/folders/12z--IQP6UAIG2e-V3HdlklDzKiGUhD_K
https://drive.google.com/drive/folders/12z--IQP6UAIG2e-V3HdlklDzKiGUhD_K
https://drive.google.com/drive/folders/12z--IQP6UAIG2e-V3HdlklDzKiGUhD_K
https://drive.google.com/drive/folders/1fF9ZCrCp6jjbc_hFaOVEumZJ5OoQtqw9
https://drive.google.com/drive/folders/1fF9ZCrCp6jjbc_hFaOVEumZJ5OoQtqw9
https://drive.google.com/drive/folders/1fF9ZCrCp6jjbc_hFaOVEumZJ5OoQtqw9
https://drive.google.com/drive/folders/1fF9ZCrCp6jjbc_hFaOVEumZJ5OoQtqw9
https://drive.google.com/drive/folders/1fF9ZCrCp6jjbc_hFaOVEumZJ5OoQtqw9
https://drive.google.com/drive/folders/1fF9ZCrCp6jjbc_hFaOVEumZJ5OoQtqw9
https://drive.google.com/drive/folders/14KJTbRpPolMujiYdpO3AeL6fwFyaJg-Y
https://drive.google.com/drive/folders/14KJTbRpPolMujiYdpO3AeL6fwFyaJg-Y
https://drive.google.com/drive/folders/14KJTbRpPolMujiYdpO3AeL6fwFyaJg-Y
https://drive.google.com/drive/folders/14KJTbRpPolMujiYdpO3AeL6fwFyaJg-Y
https://drive.google.com/drive/folders/14KJTbRpPolMujiYdpO3AeL6fwFyaJg-Y
https://drive.google.com/drive/folders/14KJTbRpPolMujiYdpO3AeL6fwFyaJg-Y
https://drive.google.com/drive/folders/1kgIj51CL7c2KwXfyHDdDhCMFVu4_pHPJ
https://drive.google.com/drive/folders/1kgIj51CL7c2KwXfyHDdDhCMFVu4_pHPJ
https://drive.google.com/drive/folders/1kgIj51CL7c2KwXfyHDdDhCMFVu4_pHPJ
https://drive.google.com/drive/folders/1kgIj51CL7c2KwXfyHDdDhCMFVu4_pHPJ
https://drive.google.com/drive/folders/1kgIj51CL7c2KwXfyHDdDhCMFVu4_pHPJ
https://drive.google.com/drive/folders/1kgIj51CL7c2KwXfyHDdDhCMFVu4_pHPJ
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SERTIFIKAT DIKLAT LAPORAN KINERJA 



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

S E R T I F I K A T
Nomor: SERT-9556/DL/4/2022

Diberikan Kepada:

Nani Kurniati, S.Kom.
NIP : 19831209 200912 2 004
Pangkat, Golongan : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Organisasi : Pengadilan Agama Lahat

Telah Mengikuti Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
50 Jam Pelatihan

Pembelajaran Jarak Jauh, 31 Oktober 2022 - 4 November 2022

Kepala Pusat,
 

Telah ditandatangani secara elektronik

 
Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE

NIP 19661124 198703 1 001



MATERI PELATIHAN

No Materi Jam Pelatihan
1. Muatan Teknis Substantif Lembaga 3
2. Overview SAKIP dan LAKIP di MA 2
3. Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP 5
4. Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10
5. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20
6. Studi Komprehensif 10

Jumlah 50

Bogor, 4 November 2022
Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Api Achmad Rochjadi, Ak., M.E., CA, CIA, CRMP, CHRP
NIP 19690422 199003 1 001
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